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UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 
Pasal 2 
(1). Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 72 
(1). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.  
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 
(2).  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, meng edarkan, atau 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak 
Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dipidana  
dengan pidana penjara pa ling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling  
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fotocopi, tanpa izin sah dari penulis dan penerbit.
 
PENGANTAR PENULIS 
SEGALA puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah 
swt., yang telah melimpahkan segala kenikmatan, taufiq, hidayah 
dan inayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga 
dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta 
keluarga, para sahabat dan para pengilkutnya, sehingga penulisan 
buku ini dapat penulis selesaikan. 
Adapun maksud dan tujuan penulisan buku ini, diantaranya 
untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan mempelajari 
hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) secara lebih mudah dan kom-
prehensif. 
Hal ini disebabkan, kebanyakan buku referensi fiqh Jinayah 
masih banyak yang berbahasa Arab, sedangkan buku Fiqh Jinayah 
yang sudah ditulis dalam bahasa Indonesia juga kebanyakan masih 
berkiblat kepada ulama’ salaf yang masih dipengaruhi oleh penaf-
siran dan pemahaman hukum yang berkembang pada abad VII M di 
terutama Jazirah Arab. Dan buku-buku tersebut banyak menawarkan 
ketentuan hukum pidana Islam yang sesuai dengan tuntutan konsti-
tusional, HAM dan perkembangan hukum pada zaman modern. 
Karena isinya banyak yang bersifat penerjemahan dari kitab aslinya 
yang masih terdapat diskriminasi gender, status sosial dan agama 
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tanpa mempertimbangkan perkembangan hukum, penafsiran dan 
pemahaman ulama’ khalaf. 
Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang 
mudah dipahami oleh mahasiswa dan masyarakat yang ingin me-
ngetahui serta memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum 
pidana Islam, sekaligus dapat memberikan kontribusi pemikiran baru 
tentang hukum pidana Islam yang lebih aplikatif dengan menyelaras-
kan beberapa pendapat ulama’ salaf dan khalaf dan memberikan be-
berapa solusi yang tepat dalam penerapan bentuk-bentuk hukuman-
nya yang sesuai dengan tuntutan konstitusional, HAM dan perkem-
bangan hukum pada zaman modern. Harapannya pada ketentuan 
hukum pidana Islam dapat memberikan kesan yang bersifat dinamis, 
elastis, dan fleksibel, tidak sebagaimana tuduhan dari kalangan 
bangsa Barat yang mengkritik sangat keras bahwa ketentuan hukum-
an dalam hukum pidana Islam itu sangat kejam dan tidak manusiawi 
yang masih merupakan warisan dari bangsa yang belum ber-
peradaban maju. 
Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis menyadari bahwa 
buku ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua 
pembaca dan pemerhati hukum pidana Islam. 
Akhirnya, kepada semua pihak yang telah turut serta membantu 
dalam penyelesaian buku ini, terutama atas bantuan penerbitan oleh 
pihak IsDB UIN Walisongo Semarang, penulis menyampaikan 
terima kasih banyak, semoga bantuannya dapat bermanfaat bagi para 
mahasiswa dan pembacanya pada umumnya. Amiin. 
Semarang, 21 Agustus 2015 
 
KATA PENGANTAR 
SEMANGAT dan upaya untuk melakukan transformasi semua 
aspek hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak pernah 
padam. Bagaimanapun, upaya transformasi hukum Islam ke dalam 
sistem hukum nasional tersebut telah membuahkan hasil. Hal ini bisa 
dilihat pada pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka-
winan yang secara keseluruhan berisi materi fiqh munakahat, In-
struksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 
Islam yang tidak lain merupakan positivisasi fiqh munakahat, ma-
warits, wakaf, hibah dan wasiat, serta diberlakukannya UU Nomor 
41 tahun 2004 tentang Wakaf dan UU Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat.  
Masuknya sengketa ekonomi syari’ah dalam kewenangan 
lembaga Peradilan Agama pun harus dibaca sebagai awal 
transformasi fiqh muamalah dalam sistem hukum nasional. Dengan 
demikian, hampir semua aspek hukum Islam telah diundangkan 
dalam bentuk hukum positif yang berlaku di Indonesia. 
Meski proyek transformasi hukum Islam ke dalam sistem hu-
kum nasional telah banyak memberikan hasil yang gemilang, namun 
masih banyak “pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan. Di 
viii 
antara “pekerjaan rumah” yang belum terselesaikan adalah belum 
masuknya hukum pidana Islam (al-fiqh al-jina’iy) dalam sistem 
hukum pidana nasional (KUHP). Mengintegrasikan aspek hukum 
pidana Islam yang satu ini memang relatif berat, karena kesan 
“sangar” dan “sadis” yang dilekatkan padanya. Materi hukum pidana 
Islam dianggap “sangar” dan “sadis” karena berisi sanksi-sanksi yang 
berat bagi pelaku tindak pidana tertentu, misalnya hukuman potong 
tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, hukuman rajam (di-
tanam dan dilempari batu sampai meninggal) bagi pelaku tindak 
pidana zina yang telah menikah (muh}s}an), hukuman balas kematian 
(qis}a>s}) bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja. Ketidak-
pahaman secara utuh terhadap sistem hukum pidana Islam beserta 
landasan filosofis yang mendasarinya membuat kesan kejam/sadis 
tersebut mengemuka. 
Buku ini membantu pembacanya untuk memahami sistem 
hukum pidana Islam secara proporsional. Pengalaman Dr. Rokhmadi, 
M.Ag, penulis buku ini sebagai pengampu Matakuliah Hukum 
Pidana Islam membuat pembaca lebih mudah memahami landasan 
filosofis disyari’atkannya hukum pidana Islam. Buku ini merupakan 
hasil studi dan diskusi penulis selama belasan tahun mengampu 
matakuliah tersebut di Fakultas Syari’ah (IAIN) UIN Walisongo 
Semarang. Minat dan perhatian Penulis yang begitu serius dalam 
studi hukum pidana Islam memungkinkan buku ini mengkaji hampir 
semua aspek hukum pidana Islam dan hampir tidak ada yang 
terlewatkan dan luput dari perhatiannya. Sebagai Dekan Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang di mana penulis 
buku ini mengabdi, saya sepenuhnya berharap bahwa buku ini akan 
banyak memberikan manfaat bukan saja bagi para mahasiswa, me-
 
lainkan juga masyarakat umum yang memiliki minat dan perhatian 
terhadap studi hukum pidana Islam. 
 
Semarang, 10 Februari 2016 










Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 
dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. 
I.  Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif - Tidak dilambangkan ا
 - bā’ Bb ب
 - Tā’ Tt ت
 S|a>’ S|s\ s dengan satu titik di atas ث
 - Jīm Jj ج
 h{a>’ H{h{ h dengan satu titik di ح
bawah 
 - khā’ Khkh خ
 - Dāl Dd د
 śāl śŜ z dengan satu titik di atas ذ
 - rā’ Rr ر
xii 
 - Zāl Zz ز
 - Sīn Ss س
 - Syīn Sysy ش
 S}a>d S{s} s dengan satu titik di ص
bawah 
 d}a>d D}d} d dengan satu titik di ض
bawah 
 t}a>’ T{t} t dengan satu titik di ط
bawah 
 z}a>’ Z}z} z dengan satu titik di ظ
bawah 
 ain ‘ Koma terbalik‘ ع
 - Gain Gg غ
 - fā’ Ff ف
 - Qāf Qq ق
 - Kāf Kk ك
 - Lām Ll ل
 - Mīm Mm م
 - Nūn Nn ن
 - hā’ Hh ه
 - Wāwu Ww و
 Hamzah Tidak ء
dilambangkan 
atau ‘ 
Apostrof, tetapi lambang 
ini tidak dipergunakan 
untuk hamzah di awal 
kata 
 - yā’ Yy ي
 
 
II.  Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
Contoh: كبر ditulis rabbaka 
 احلَد ditulis al-ḥadd 
III.  Vokal 
1. Vokal Pendek 
Vokal/harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan 
ḍammah ditulis u. 
Contoh: ربضي ditulis yaḍribu 
 ditulis su’ila سئلَ 
2. Vokal Panjang 
Vokal panjang (māddah), yang dalam tulisan Arab 
menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan 
tanda caron (-) di atasnya : ā, ī, ū. 
Contoh: َقال ditulis qāla 
 ditulis qīla قيلَ 
 ditulis yaqūlu يقُولُ 
3. Vokal Rangkap 
a. Fathah + yā’ mati ditulis ai (أي). 
Contoh: َكفي  ditulis kaifa 
b. Fathah + wāwu mati ditulis au (أو).  
Contoh: َلوح ditulis ḥaula 
IV. Tā’ marbu>t}> }> }> }ah (ة) di akhir kata 
1. Tā’ marbūt}ah (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis h, 
kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa 
Indonesia, seperti ṣalat, zakat, tobat, dan sebagainya. 
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Contoh: ةطَلْح ditulis t}alh}ah 
 ditulis at-taubah التوبة
 ditulis Fāt}imah فَاطمة
2. Tā’ marbūt}ah yang diikuti kata sandang al ( ةْ ال  ), jika 
dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis h. 
Contoh: ةُ الْأَطْفَالضور ditulis raud}ah al-at}fāl 
Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis t. 
Contoh: ةُ اَْألطْفَالضور ditulis raud}atul at}fāl. 
V.  Kata Sandang Alif + Lam (ال) 
1. Kata sandang (ال) diikuti huruf syamsiah ditulis sesuai 
dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, 
dan dipisahkan dengan tanda (-). 
Contoh: محيالر ditulis ar-raḥīmu 
يدالس ditulis as-sayyidu 
سمالش ditulis asy-syamsu 
2. Kata sandang (ال) diikiuti huruf qamariah ditulis al- dan 
dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya. 
Contoh: املَلك ditulis al-maliku 
 ditulis al-kāfirūn الكَافرونَ 
 القَلَم ditulis al-qalamu 
I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat 
1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis ter-
pisah/kata per-kata, atau 
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis 
menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rang-
kaian tersebut. 




as  : ‘alaih salam 
cet.  : cetakan 
ed.  : editor 
H  : Hijriyah (kalender yang dihitung berdasarkan perjalanan  
bulan dan dimulai sejak hijrah Nabi Muhammad saw., dari 
Makkah ke Madinah 
M  : Masehi (kalender yang dihitung berdasarkan perjalanan  
   matahari, dimulai sejak lahir Nabi Isa as) 
pen.  : penulis 
r.a.  : rad}iyalla>hu ‘anh 
saw.  : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallama 
S.M. : sebelum Masehi 
SWT : Subhānahu Wa Ta‘alā 
t.tp.  : tanpa tempat penerbitan 
t.th.  : tanpa tahun 
terj.  : terjemahan 
l  : lahir 
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Pendahuluan        |       1 
PENDAHULUAN 
A.  TINDAK PIDANA DAN HUKUMAN (AL-JARI<< <<MAH WA 
AL-‘UQU<<<<BAH)  
Hukum pidana Islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan is-
tilah fiqh jināyāt. Kata Jināyah (جناية) merupakan bentuk masdar dari 
kata janā (جىن). Secara etimologi (جىن) berarti berbuat dosa atau 
salah, sehingga istilah jināyah (جناية) berarti perbuatan dosa atau per-
buatan salah.1 Seperti dalam kalimat جىن على قومه جناية, artinya; ia te-
lah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. 
Kata janā (جىن) juga berarti “memetik”, seperti kalimat  جىن
 ,artinya; memetik buah dari pohonnya. Dengan demikian ,الثمرات
orang yang melakukan kejahatan disebut jānā (جاىن) dan orang 
dijatuhi melakukan kejahatan disebut majnā ‘alaih جمىن عليه( ).2 
Demikian pula, menurut Imam al-Kahlānī bahwa kata al-
jināyāt (اجلنايات) itu jamak dari kata jināyah (جناية) yaitu masdar dari 
janā (جىن), yang artinya dia melakukaan kejahatan/kriminal).3 
                                                                
1 Ma‘lūf, Louwis, 1975, al-Munjid fī al-Lugah wa al-‘Alām, Beirūt-Libanon: 
Dār al-Masyrīq, hlm. 88. 
2 Ibid, hlm. 67. 
3 Al-Kahlānī, Muh}ammad bin Ismā‘īl, 1950, Subul as-Salām, Juz III, Mesir: 
Dār al-Fikr, hlm. 231. 
2       |       Hukum Pidana Islam 
Kata jināyah dalam istilah hukum positif disebut dengan delik 
atau tindak pidana. Secara terminologi kata jināyah mempunyai 
beberapa pengertian, seperti yang dijelaskankan oleh ‘Audah bahwa 
jināyah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan 
itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.4 
Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid al-
Sābiq bahwa kata jināyah dalam syari’at Islam adalah segala tin-
dakan yang dilarang oleh hukum syari’at untuk melakukannya. Yang 
dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dila-
rang oleh syari’at dan harus dijauhi, karena perbuatan itu dapat me-
nimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri 
dan harta benda.5 
Sebagian ahli fiqh/fuqahā’ menggunakan istilah kata jināyah 
untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota 
badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan 
lain sebagainya. Dengan demikain, istilah fiqh jināyah adalah sama 
dengan hukum pidana Islam.6 
Istilah tersebut juga dipertegas oleh Haliman bahwa yang di-
maksud dengan hukum pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan 
hukum syara’ yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat ter-
hadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut 
dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.7 
                                                                
4 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bi al-
Qānūn al-Wad}‘ī, Jilid I, Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 53-54. 
5 As-Sābiq, Sayyid, 1998, Fiqh as-Sunnah, Juz III, Mesir: Dār al-Fath} Lil‘ilām 
al-‘Arabī, hlm. 282. 
6 Munajat, Makhrus, 2009, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: 
Teras, hlm. 2. 
7 Haliman, 1971, Hukum Pidana Syari‘at Islam menurut Ajaran Ahli Sunnah, 
Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 64. 
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Yang dimaksud penderitaan badan atau harta adalah pengecua-
lian pada jarīmah diyat (denda/ganti rugi), karena pada suatu saat 
denda karena diyat tidaklah dibebankan kepada pelakunya, tetapi 
bisa dibebankan kepada kerabat yang bertanggungjawab kepadanya, 
dalam istilah fiqh disebut‘āqilah ( عاقلة( , atau bisa juga denda itu dibe-
bankan kepada perbendaharaan negara/bait al-ma>l (بيت املال) ketika 
keadaan pelaku tindak pidana/jari>mah (اجلرمية) tidak mampu. Contoh 
dari pemberian diyat (ganti rugi) adalah dalam pembunuhan karena 
kesalahan (8.(القتل اخلطاء 
Oleh karena itu, para ulamā’ sepakat bahwa persoalan ganti 
rugi/denda bagi pembunuhan tidak sengaja (kesalahan) bisa dibeban-
kan kepada orang lain, karena ketidakmampuan pelaku tindak 
pidana. 
1.  Pengertian Tindak Pidana (Jarīmah)  
Kata jarīmah dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tin-
dak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik 
pidana.9 
Para fuqahā’ sering juga menggunakan istilah jarīmah sama 
dengan jināyah. Dari segi etimologi, kata jarīmah (جرمية) merupakan 
kata jadian (مصدر) dari kata jarama (جرم), yang berarti; berbuat salah, 
sehingga jarīmah mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikai, 
istilah jarīmah mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah 
jināyah, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara’, 
                                                                
8 Ibnu Rusyd, al-Imām Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad 
bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭabī, 1988, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-
Muqtas}id, juz III, Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 405. 
9 Moeljatno, 2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55-
57. 
4       |       Hukum Pidana Islam 
baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang 
lainnya.10 
Lebih spesifik lagi kata jarīmah menurut Abū Zahrah ialah: 
 11اجلرمية هو األمر احملظورالذى يكون فيه عقاب قرره القضاء
Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara’ yang pe-
lakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.  
Sedangkan menurut al-Māwardī, jarīmah ialah: 
 12زيرعاجلرائم حمظورات شرعية زجراهللا تعاىل عنها حبد أوت
Jarīmah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ 
yang diancam oleh Allah dengan hukuman (h}add) atau ta’zīr. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedua istilah ter-
sebut mempunyai kesamaan dan perbedaan. Secara etimologis, 
kedua istilah tersebut bermakna tunggal atau mempunyai arti yang 
sama dan ditujukan untuk perbuatan yang berkonotasi perbuatan 
negatif, salah atau dosa. Sedangkan perbedaannya terletak pada 
penggunaan, arah pembahasan, serta dalam rangka apa istilah kedua 
itu digunakan. 
2.  Pengertian Hukuman (al-‘Uqubah) 
Pengertian hukuman (al-‘uqubah) menurut ‘Audah adalah: 
                                                                
10 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, op cit, hlm. 53-
54. 
11 Zahrah, al-Imām Muh}ammad Abū, t.th., al-Jarīmah, Mesir: Dār al-Fikr al-
‘Arabī, hlm. 28. 
12 Al-Māwardī, Abī al-H{asan ‘Alī bin Muh}ammad bin H}abīb al-Bas}rī al-
Bagdādī, 1973, Al-Ah}kām as-Sult}āniyyah wa al-Walāyāt ad-Diniyyah, Mesir: Dār 
al-Fikr, hlm. 219. 
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  13العقوبة هى اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارع
Hukuman ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahat-
an masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ke-
tentuan syara’. 
B.  MACAM-MACAM TINDAK PIDANA (AL-JARĪMAH) 
Dalam pembagian jarīmah menurut ulama’ salaf terdapat aturan 
yang bersifat pasti (قطعى) atau tidak dapat berubah, dan ada juga 
aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pen-
dapat ulamā’ khalaf. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut 
tercermin dalam mengkategorikan macam-macam tindak pidana 
(jarīmah), sebagaimana menurut pemikiran ‘Audah yang mengkate-
gorikan tindak pidana atau jarīmah menjadi 3 (tiga) macam; 
1.  Jarīmah H>{>{ >{>{udūd 
Jarīmah h{udūd ialah jarīmah yang diancam hukuman h{add, 
yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas 
mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat 
dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah,14 karena menyangkut 
kepentingan umum (masyarakat). 
2.  Jarīmah Qis{{ {{ās{{ {{-Diyat 
Jarīmah-Diyat ialah jarīmah yang diancam dengan hukuman 
qis{a>s{ (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman diyat (denda/ 
                                                                
13 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid I, op cit, 
hlm. 493. 
14 Yang dimaksud hak Allah, yaitu hak masyarakat yang hukumnya disyari’at-
kan bagi kepentingan umum, bukan kepentingan individu secara khusus, dalam hal 
ini manusia tidak mempunyai pilihan dan juga tidak dapat menggugurkan hukuman 
(Khallaf, 1972, ‘ Ilm al-Us}ūl al-Fiqh, Lit}abā‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzī‘, hlm, 211). 
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ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun di-
kategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan),15 di mana 
pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, se-
hingga hukuman (qis{a>s{ -diyat) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan 
tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan 
hukuman ta’zīr, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga 
korban).16 
3.  Jarīmah Ta’zīr  
Jarīmah Ta’zīr ialah jarīmah yang diancam satu atau beberapa 
hukuman ta’zīr, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) dan 
semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya 
diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).17 
                                                                
15 Yang dimaksud hak adami (manusia), yaitu hak individu yang hukumnya 
disyari’atkan untuk kepentingannya secara khusus, dalam hal ini manusia 
mempunyai pilihan untuk menggunakan haknya atau meninggalkannya. Kemudian, 
perbuatan adami (manusia) yang berhubungan dengan hukum syarā’, di antaranya 
ada yang murni hak Allah, seperti ibadah mah}d}ah (s}alat, puasa, dan h}ajji), membayar 
kaffarat, dan jarīmah h}udūd (h}add az-zinā, as-sirqah, dan al-h}irābah), ada yang murni 
hak mukallaf, seperti menanggung orang yang merusak harta dengan sebanding nilai 
harganya (diyat), ada juga yang berupa perpaduan dua hak, tetapi hak Allah yang di-
menangkan (al-gālib), seperti h}add al-qaŜaf, karena dari segi pidana itu memelihara 
kehormatan manusia, dan mencegah permusuhan yang berarti merealisir kemasla-
hatan umum (hak Allah), tetapi dari segi bahwa pidana itu untuk mempertahankan 
aib dari wanita terhormat berarti merealisir kemaslahatan pribadinya (hak manusia), 
artinya, si wanita yang tertuduh tidak dapat memberi ampun kepada pelakunya, dan 
tidak dapat melakukan hukuman itu dengan sendirinya, tetapi hukuman itu menjadi 
kewenangan penguasa (pemerintah), dan ada juga yang berupa perpaduan dua hak, 
tetapi hak manusia yang dimenangkan, seperti hukuman qis}a>s }, maksudnya bahwa di 
dalam hukuman itu menjadi hak korban (walinya) untuk menuntut hukuman atau 
menghapuskan hukumannya (hak manusia), tetapi juga hukuman itu terkandung hak 
Allah (pemerintah) dengan memberikan hukuman ta’zīr, ketika pelaku dimaafkan 
oleh korban. Baca Khallāf, 1972, ‘Ilm al-Us}ūl al-Fiqh, ibid, hlm, 210-215).  
16 Ibid, hlm. 215. 
17 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, op cit, hlm. 63-64. 
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Berdasarkan pembagian jarīmah menurut ‘Audah di atas, juga 
diperjelas lagi oleh Abu Zahrah yang menyatakan bahwa jarīmah 
(tindak pidana) yang sudah dikategorikan sebagai jarīmah h}udūd itu 
bersifat tetap dan pasti (قطعى), artinya tidak dapat diubah-ubah atau 
ditawar-tawar lagi, karena dikategorikan sebagai hak Allah.18 
Sedangkan jarīmah qis{a>s{ -diyat yang dikategorikan sebagai hak 
manusia, hukumannya bisa diganti dengan hukuman diyat (denda/ 
ganti rugi), bahkan bisa dihapuskan sama sekali hukumannya ber-
dasarkan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya. Dikarenakan 
dalam jarīmah qis{a>s{  ada pemberian hak bagi keluarga korban yang 
berperan sebagai “lembaga pemaaf”. Dengan demikian, mereka bisa 
menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan 
terhadap perbuatan pelaku tindak pidana (restoratif)19. Hal ini 
disebut dengan keadilan retributive-restitutive,20 dan dalam jarīmah 
ta’zīr juga tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukuman-
nya tidak ditetapkan oleh syārī’, tetapi ditetapkan oleh pemegang 
kebijakan (وىل األمر). 
                                                                
18 Zahrah, al-Imām Muh}ammad Abū, t.th., al-Jarīmah, op cit, hlm. 57-61. 
19 Restoratif yaitu hak si korban atau walinya/keluarganya untuk memberikan 
pemaafan/pengampunan kepada pelaku tindak pidana, dan dengan prinsip inilah 
sesungguhnya yang menjadi landasan syari’at Islam sebagaimana isi yang 
terkandung dalam QS. al-Baqarah (2): 178. 
20 Retributive yaitu pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai 
suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan (pembalasan setimpal). 
Menurut Johannes Andenaes sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi 
Arief bahwa tujuan utama dari pidana ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (to 
satisfy the claims of justice). Lhat, Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-
Teori Kebijakan Pidana, Bandung: PT. Alumni, hlm. 10-11). Sedangkan restitutive 
yaitu adanya kesempatan untuk memberikan maaf dan kemungkinan terjadinya 
rekonsiliasi adalah sebagai prinsip dasar dari qishash. Lihat, Hafsin, Abu, 2010, 
Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam terhadap Pengembangan Konsep 
Keadilan Hukum Pidana Positif, Laporan Penelitian Individual, Dibiayai dengan 
Anggaran DIPA IAIN Walisongo Semarang, hlm. 82).  
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Jari>mah-jari>mah yang termasuk jari>mah h{udu>d menurut pemi-
kiran ‘Audah ditetapkan menjadi 7 (tujuh) macam jari>mah, yaitu; az-
zinā, al-qaŜaf, asy-syurbu, as-sirqah, al-h}irābah, dan al-bagyu.21 
Menurut ‘Audah penetapan hukum tersebut dalam hukum pi-
dana positif disebut dengan istilah azas legalitas.22 Dalam hukum 
pidana Islam penetapan prinsip azas legalitas ini tampak secara jelas 
pada kategori jarīmah h}udūd di mana jenis dan macam hukumannya 
suatu tindak pidana menurut jumhūr fuqahā’ diformulasikan ber-
dasarkan nas} yang bersifat qat}’ī, baik yang terdapat dalam al-Qur’an 
maupun al-Sunnah. Hal ini terlihat jelas, ketika ‘Audah mengkon-
struksi dalam kitabnya at-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqāranan bi al-
Qanūn al-Wad}’ ī. 
Meskipun demikian, ada beberapa fuqahā’ yang tidak me-
masukkan jarīmah al-bagyu (pemberontakan) dalam jarīmah h}udūd. 
Sementara ada juga fuqahā’ yang lain yaitu Ah}mad ‘Abd al-‘Azīz al-
Alfī dan An-Na’īm hanya mengkategorikan jarīmah h}udūd menjadi 4 
(macam) saja dari 7 (tujuh) macam jarīmah sebagaimana pendapat 
‘Audah tersebut. Hal ini karena jarīmah syurb al-khamr (minuman 
keras), jarīmah ar-riddah, dan jarīmah al-bagyu masuk dalam jarīmah 
ta’zīr, dengan alasan baik al-Qur’an maupun al-Sunnah tidak menen-
tukan hukuman secara khusus bagi ketiga jenis jarīmah tersebut.23 
                                                                
21 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, op cit, hlm. 63. 
22 Azas legalitas (principle of legality), yaitu azas yang menentukan bahwa 
tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan 
terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Latin sebagai 
Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum 
Pidana, op cit, hlm. 23). 
23 Bassiouni, M. Cherif, (ed), 1982, The Islamic Criminal Justice System, 
Oceana: Oceana Publication, hlm. 227. 
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Melihat kenyataan tersebut di atas, yaitu adanya beberapa per-
bedaan mengenai penetapan jarīmah h}udūd oleh para fuqahā’, dapat 
disimpulkan bahwa ketentuan jarīmah h}udūd pada masa Rasulullah 
saw. tentunya belum dikonstruksikan secara jelas dan tegas. Hal ini 
ditegaskan oleh Aft}ab Hussein, sebagai hakim kepala pada 
Pengadilan Syari’ah Federal di Pakistan, dalam penyelidikannya me-
nyatakan bahwa istilah h}add  itu baru didefinisikan oleh fuqahā’ jauh 
setelah Rasulullah saw. wafat.24 
Namun demikian, secara umum para fuqahā’ menetapkan 
bahwa jarīmah h}udūd yaitu jarīmah yang hukumannya disebutkan 
dalam al-Qur’ān maupun al-Sunnah secara tegas.25 Contohnya, hu-
kuman pezina gairu muh}s}an (belum kawin) diancam hukuman cam-
buk 100 kali yang ditetapkan dalam QS. an-Nūr (24): 2, sedangkan 
hukuman pezina muh}s}an (sudah kawin) diancam hukuman cambuk 
100 kali dan dirajam yang ditetapkan dalam al-Sunnah,26 dan hu-
kuman penuduh berzina (qaŜīf) ditetapkan dalam QS. an-Nūr (24): 4. 
Adanya konstruksi jarīmah h}udūd yang demikian itu, seolah-
olah memberikan ketegasan dan kepastian hukum, akan tetapi juga 
dapat memberikan kesan bahwa konstruksi hukum pidana Islam ber-
sifat statis, kaku, dan tidak fleksibel. 
Di sisi lain konstruksi jarīmah h}udūd dengan ancaman hukuman 
yang sangat keras mendapat kritik tajam oleh kalangan Bangsa Barat 
yang menuduh bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam sangat 
                                                                
24 Nyazee, Imran Ahsan Khan, 1994, Theories of Islamic Law, Islamabad: The 
International Institute of Islamic Thought, hlm. 6. 
25 Doi, Abdur Rahman I, 1992, Tindak Pidana Dalam Syari‘at Islam, Jakarta: 
Rineka Cipta, hlm. 6. 
26 Muslim, al-Imām Abī al-H{usain Muslim bin al-H{ajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}i>h } Muslim, Juz III, Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr,hlm. 1316. 
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kejam dan tidak manusiawi yang merupakan warisan dari bangsa 
yang belum berperadaban maju.27 Adanya problema dalam konstruk-
si penerapan jarīmah h}udūd tersebut menjadi pemicu munculnya 
upaya untuk mempertanyakan kembali konstruksi hukum pidana 
Islam yang diharapkan lebih aplikatif dan sesuai dengan tuntutan 
peradaban modern. 
Dalam membatasi konstruksi tindak pidana terutama jarīmah 
h}udūd dan penerapannya, yang menjadi masalah mendasar dan 
krusial yang harus diselesaikan adalah apakah konstruksi jarīmah 
h}udūd itu hanya terbatas pada tindak pidana yang hukumannya seca-
ra tegas ditetapkan dalam al-Qur’ān saja ataukah juga tindak pidana 
yang hukumannya disebutkan dalam al-Sunnah. Menurut 
Abdurrahman I Doi para fuqahā’ sejak awal telah menjawab per-
masalahan ini dengan menyatakan bahwa jarīmah h}udūd merupakan 
tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas dan 
jelas baik di dalam al-Qur’ān maupun al-Sunnah.28 Akan tetapi, me-
nurut An-Na’īm sebaiknya jarīmah h}udūd hanya dibatasi pada jenis-
jenis tindak pidana yang hukumannya disebutkan secara khusus di 
dalam al-Qur’ān, yakin sirqah, h}irābah, zina dan qaŜaf.29 
Berdasarkan konstruksi tindak pidana dalam hukum Islam ter-
sebut, maka bentuk konstruksi jarīmah h}udūd hanya dibatasi 4 
(empat) macam tindak pidana, yaitu az-zinā, al-qaŜaf, as-sirqah dan 
al-h}irābah, karena hanya jenis tindak pidana tersebut yang hukuman-
                                                                
27 Siddiqi, Muhammad Iqbal, 1994, The Penal Law of Islam, New Delhi: 
International Islamic Publicher. 
28 Doi, Abdur Rahman I, 1992, Tindak Pidana, op cit, hlm. 6. 
29 An-Na‘īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: Wacana 
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, 
Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, hlm. 206. 
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nya disebutkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur’an. Sedangkan 
jarīmah asy-syurbu, al-bagyu, dan ar-riddah, karena tidak disebutkan 
hukumannya dalam al-Qur’ān secara khusus, maka tidak termasuk 
jarīmah h}udūd. 
Sedangkan jarīmah-jarīmah yang termasuk jarīmah qis}a>s}-diyat 
oleh ‘Audah ditetapkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu; al-qatl al-
’amd, al-qatl syibh al-‘amd, al-qatl al-khat}a’, al-jarh} al-‘amd, dan al-
jarh} al-khat}a’.30  
Secara terinci bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap 
jarīmah- jarīmah tersebut adalah bisa berupa hukuman qis}a>s}, diyat, 
kiffarat, ta’zīr, terhalang menerima warisan, dan wasiat.  
C.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Dari ketiga macam jarīmah yang telah disebutkan di atas, yaitu 
jarīmah h}udūd, qis}a>s-diyat, dan ta’zīr merupakan materi pembahasan 
dalam buku ajar ini. Adapun sistematika pembahasannya terbagi 
menjadi tiga bagian. 
Bagian pendahuluan membahas mengenai tindak pidana dan 
hukuman (al- jarīmah wa al-‘uq ūbah), macam-macam tindak pidana 
(al-jarīmah) dan sistematika pembahasan.  
Bagian pertama membahas mengenai jarīmah h}udūd yang ter-
diri dari; az-zinā, al-qaŜaf, asy-syurbu, as-sirqah, al-h}irābah, dan al-
bagyu, yang telah dikategorikan oleh ‘Audah yang tergolong ulamā’ 
salaf bahwa jarīmah h}udūd dan qis}a>s}-diyat adalah semua jarīmah 
yang disebutkan di dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Akan tetapi 
dalam pembahasannya tetap mempertimbangkan ulamā’ khalaf, 
misalnya menurut Ah}mad ‘Abd al-‘Azīz al-Alfī dan An-Na’īm yang 
                                                                
30 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, op cit, hlm. 63. 
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mengkategorikan jarīmah h}udūd hanya dibatasi pada jenis-jenis tin-
dak pidana yang hukumannya disebutkan secara khusus di dalam al-
Qur’an yaitu az-zinā, al-qaŜaf, as-sirqah dan al-h}irābah. Sedangkan 
jarīmah asy-syurbu, al-bagyu, dan ar-riddah, karena tidak disebutkan 
hukumannya di dalam al-Qur’an secara khusus, maka tidak termasuk 
kategori jarīmah h}udūd, tetapi masuk kategori jarīmah ta’zīr. 
Bagian kedua membahas mengenai jarīmah qis}a>s}-diyat yang 
terdiri dari; al-qatl al-‘amd, al-qatl syibh al-‘md, al-qatl al-khat}a’, al-
jarh} al-‘amd, dan al-jarh} al-khat}a’. Akan tetapi, yang menjadi pem-
bahasan dan perhatian pada masa sekarang ini (modern) adalah me-
ngenai hukumannya, yang tidak harus ada pembedaan (diskriminasi) 
hukuman mengenai status sosial, gender, keluarga, dan agama. 
Bagian ketiga membahas mengenai jarīmah ta’zīr yang terdiri 
dari; pengertian ta’zīr, dasar hukumnya, perbedaan antara h}udūd dan 
ta’zīr, serta macam-macamnya. 
Bagian penutup membahas mengenai simpulan, saran-saran dan 
penutup.
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BAB I 
JARI<<<<MAH AZ-ZINA<<<< 
1.   Pengertian Az-Zinā 
Pengertian zina menurut hukum pidana Islam dan hukum 
pidana positif (القانون) berbeda. Hukum pidana Islam memandang 
setiap persetubuhan yang diharamkan dan diancam dengan hukuman 
(h}add), baik pelaku sudah nikah maupun belum menikah. Sedangkan 
menurut hukum pidana positif tidak memandang semua persetubuh-
an yang diharamkan, pada umumnya yang dianggap zina, hanyalah 
hubungan kelamin (persetubuhan) yang dilakukan oleh orang-orang 
yang berada dalam status bersuami atau beristeri saja,1 seperti 
hukum positif Mesir dan Indonesia. 
Para ulamā’ maŜhab bersepakat bahwa zina ialah persetubuhan 
yang diharamkan yang dilakukan secara sengaja yang memenuhi 2 
unsur-unsur jarīmah yaitu, persetubuhan yang diharamkan dan ada-
nya kesengajaan atau niat yang melawan hukum, baik yang di-
                                                                
1 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, Beirūt-Libanon: 
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 285. 
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lakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan yang sudah 
menikah (muh}s}an) maupun belum menikah (gairu muh}s}an).2  
2.   Unsur-unsur Jari>> >>mah Az-Zina>> >> 
a.   Persetubuhan yang diharamkan  
Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam 
farji (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (Ŝakar) masuk ke 
dalam alat kelamin perempuan (farji), sebagaimana alat mencelak 
mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah 
jika kepala kemaluan laki-laki (h}asyafah) telah masuk ke dalam farji 
walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang an-
tara Ŝakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasa-
an dan kenikmatan dalam bersetubuh, dan juga persetubuhan yang 
terjadi bukan pada miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan 
pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan pada 
waktu isteri sedang haid}, nifas dan berpuasa Ramad}ān, maka tidak 
dianggap zina.3  
b.   Ada niat dari pelaku yang melawan hukum  
Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan pada-
hal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya itu adalah perem-
puan yang diharamkan baginya. Jika seseorang tidak tahu bahwa 
perbuatannya itu dilarang, maka tidak dapat dikenai hukuman h}add, 
seperti, seseorang yang menikah dengan seorang perempuan yang 
masih beristeri, tetapi dirahasiakan kepadanya.4  
                                                                
2 Ibid., hlm, 288. 
3 Ibid., hlm. 288-289. 
4 Ibid., hlm. 307-308.  
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3.  Syarat-syarat Pezina 
Syarat-syarat pezina yang dapat dijatuhi hukuman:  
1) Orang yang berzina berakal sehat; 
2) Sudah dewasa (balig); 
3) Merdeka (tidak dipaksa/diperkosa); 
4) Orang yang berzina tahu bahwa zina diharamkan. Dengan 
demikian, hukuman zina tidak dapat dijatuhkan terhadap 
anak kecil, orang gila atau orang yang dipaksa untuk me-
lakukan perbuatan zina.5 
4.   Pembuktian untuk Jarīmah Az-Zinā 
Untuk menetapkan pembuktian Jarīmah az-zinā didasarkan 
atas;  
1)  Kesaksian, berdasarkan QS. an-Nisā’ (4):15 dan an-Nūr (24): 4 
dan 13.  
Adapun syarat-syarat kesaksian secara umum ialah balig, 
berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, 
Islam dan tidak ada penghalang dalam kesaksian (hubungan 
kerabat, permusuhan, dan ada keuntungan (tuh}mah). 
Sedangkan syarat-syarat kesaksian secara khusus ialah 
laki-laki, harus melihat dengan mata kepala sendiri (األصالة), pe-
ristiwa zina belum kedaluwarsa, persaksian harus pada satu 
tempat, jumlah saksi harus 4 orang, dan persaksian harus 
meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim.6  
2)  Pengakuan, berdasarkan Rasūlullāh saw. pernah menetapkan 
hukuman rajam kepada Māiz bin Mālik, karena ia mengakui 
sendiri perbuatannya. 
                                                                
5 Ibid., hlm. 185-186. 
6 Ibid., hlm. 325-352. 
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Adapun syarat-syarat pengakuan, yaitu;  
a) Pengakuan harus dinyatakan 4 (empat) kali menurut Abū 
H{anifah, sedangkan cukup satu kali menurut Mālik dan 
Syāfi’ī.  
b) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang ha-
kekat perbuatan, sehingga tidak ada syubhāt dalam zina 
tersebut.  
c) Pengakuan harus sah dan benar yang datang dari orang 
berakal dan merdeka.  
d) Pengakuan harus dinyatakan di dalam sidang pengadilan 
menurut Abū Hanifah, dan menurut Mālik, Syāfi’ī dan 
Ah}mad tidak mensyaratkannya.7 
3) Qarinah (bukti kehamilannya). 
Qarinah atau tanda sebagai alat bukti kehamilan bagi 
wanita yang tidak bersuami, tidak ada pemerkosaan, dan tidak 
waṭi’ syubhāt. Disamakan hukumnya dengan wanita yang kan-
dungannya lahir sebelum 6 bulan, berdasarkan QS. al-Ah}qāf 
(46): 15).8  
4)  Li’an, berdasarkan QS. an-Nūr (24): 6-7. 
Menurut Mālik, jika kelihatan hamilnya tidak bersuami, 
maka wajib dijatuhi hukuman (h}add), tanpa membutuhkan 
pengakuan darinya. Akan tetapi, jika kehamilannya karena di-
paksa atau waṭi’ syubhāt, maka tidak dijatuhi hukuman (h}add). 
9  
 
                                                                
7 Ibid., hlm. 357-363. 
8 Ibid., hlm. 363-364. 
9Ibid., hlm. 364. 
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5.   Hukuman Jarīmah Az-Zinā menurut Ulama’ Salaf. 
1)  Pada permulaan Islam, hukuman untuk tindak pidana zina 
adalah dipenjara di dalam rumah dan disakiti, baik dengan 
pukulan di badannya maupun dengan dipermalukan, 
berdasarkan QS. an-Nisā’ (4): 15-16;  
ÉL≈ ©9 $#uρ š Ï?ù'tƒ sπt±Ås≈ xø9 $# ÏΒ öΝ à6Í←!$ |¡ÎpΣ (#ρ ß‰ Îηô±tF ó™$ sù £ÎγøŠ n= tã 
Zπyèt/ ö‘r& öΝà6Ζ ÏiΒ ( βÎ* sù (#ρ ß‰ Íκ y− ∅èδθä3Å¡øΒ r' sù ’Îû ÏNθã‹ç6 ø9 $# 4®L ym 
£ßγ8 ©ùuθtF tƒ ßNöθy ϑø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅yèøgs† ª!$# £çλ m; Wξ‹Î6 y™ ∩⊇∈∪ Èβ#s%©!$#uρ 
$ yγÏΨ≈uŠ Ï?ù' tƒ öΝà6Ζ ÏΒ $ yϑèδρ èŒ$ t↔ sù ( χÎ* sù $ t/$ s? $ ysn= ô¹ r&uρ (#θàÊ Ìôãr' sù 
!$ yϑßγ÷Ψ tã 3 ¨β Î) ©! $# tβ$Ÿ2 $ \/#§θs? $̧ϑ‹Ïm §‘ ∩⊇∉∪  
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan 
keji (zina, homoseks), hendaklah ada empat orang saksi 
diantara kamu (yang menyaksikannya), kemudian apabila 
mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka 
(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui 
ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. 
Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di 
antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, ke-
mudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, 
maka biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah Maha Pe-
nerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Depag RI, 1971: 
118) 
2)  Setelah Islam mulai mapan, maka terjadi perkembangan 
dan perubahan dalam hukuman zina, yaitu dengan 
turunnya QS. an-Nūr (24): 2;  
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Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 
jilidlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali jilid, 
dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah 
kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu ber-
iman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelak-
sanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan 
orang-orang yang beriman. (Depag RI, 1971: 543) 
Dan beberapa H{adīṡ/Sunnah qauliyah maupun fi’liyah; 
1) H{adīṡ yang diriwayatkan dari ‘Ubādah bin as}-S{āmit:  
: عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
البكر با لبكر جلد , خذوا عين خذوا عين قدجعل اهللا هلن سبيال
 10ما ئة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
Dari ‘Ubādah bin as{-S}āmit ia berkata: Rasūlullāh saw. 
bersabda: “Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, se-
sungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) 
untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina 
hukumannya dijilid seratus kali dan pengasingan selama 
satu tahun, sedangkan duda dan janda yang berzina hu-
kumannya dijilid seratus kali dan dirajam”.  
                                                                
10 Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}īh} Muslim, Juz III, Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr, hlm. 1316. 
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2) H{adīṡ riwayat Muslim: 
إن رجال من  :عن أىب هريرة وزيد بن خالد اجلهين أما قاال
ول اهللا يا رس :أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال االعراب
أنشدك اهللا إال قضيت ىل بكتا ب اهللا فقال اخلصم االخر وهو 
وائذن ىل فقال رسول اهللا  .فاقض بيننا بكتاب اهللا .نعم :أفقه منه
إن بىن كان عسيفاعلى هذا فزىن : صلى اهللا عليه وسلم قل قال
بامرأته وإىن أخربت أن على إبىن الرجم فافتديت منه مبائة شاة 
ل العلم فأخربوىن أمنا على إبىن جلد مائة ووليدة فسألت أه
وتغريب عام وأن على إمرأة هذا الرجم فقال رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم والذى نفسى بيده ألقضني بينكما بكتاب اهللا الوليدة 
والغنم رد وعلى إبنك جلد مائة وتغريب عام واغذ ياأنيس إىل 
فاعترفت فأمر ا  امرأة هذا فإن اعترفت فرمجها قال فغدا عليها
 11.رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمجت
Dari Abī Hurairah r.a. dan Zaid bin Khāālid al-Juhainī r.a. 
katanya: Adakah seorang (orang desa) datang menghadap ke-
pada Rasūlullāh saw. lalu berkata: hai Rasulullah! Saya mohon 
karena Allah agar tuan memberikan keputusan kepada saya 
berdasarkan Kitabullah. Berkata pula lawannya yang agaknya 
lebih paham daripadanya ”benar”! putuskan antara perkara 
kami ini dengan hukum Kitābullāh; dan saya mohon kepada 
tuan untuk memberikan penjelasan. Jawab Rasūlullāh saw.: 
“Terangkanlah”! berkata orang itu: anak saya upahan kepada 
                                                                
11 Ibid., hlm. 1325. 
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orang ini; maka terjadilah perzinahan antara dia dengan 
istrinya. kata orang kepada saya, bahwa anak saya harus 
menjalankan hukuman rajam; tetapi saya telah membayarkan 
denda kepada orang ini dengan seratus ekor kambing serta 
seorang sahaya perempuan. Saya bertanya pula kepada ahli 
hukum dan mereka menerangkan kepada saya, bahwa anak saya 
harus menjalankan hukuman pukulan seratus kali dengan 
pengasingan selama satu tahun; sedangkan istri orang ini harus 
menjalankan hukuman rajam, maka Rasūlullāh saw. bersabda: 
“Demi Allah saya akan memberikan keputusan antara kamu 
berdua berdasarkan Kitābullāh; sahaya perempuan dan kambing 
itu tertolak; hukuman buat anakmu ialah cambukan seratus kali 
dan pengasingan satu tahun”. Bersabda pula Rasūlullāh saw.: 
“Pergilah anda ‘Unais kepada istri orang ini! Jika ia mengaku, 
rajamlah ia”. Kata Abī Hurairah, maka ‘Unaispun lalu pergi ke-
pada perempuan itu dan perempuan itu pun mengaku per-
buatannya. Oleh karena itu, Rasūlullāh saw. lalu memerintah-
kan penyelenggaraan perajaman, maka dirajam-lah perempuan 
itu.  
Berdasarkan beberapa H{adi>ṡ tersebut menurut ulama’ salaf ter-
masuk ‘Audah dalam menetapkan hukumannya dibedakan antara 
pezina muh{s}an dan gairu muh}s}an, yaitu: 
1).  Untuk pezina muh}s}an hukumannya adalah masing-masing 
pezina dijilid 100 (seratus) kali dan dirajam,  
2).  Hukuman bagi pezina gairu muh}s}an adalah masing-masing 
pezina dijilid 100 (seratus kali) dan diasingkan (dipenjara) 
setahun.12 Hal ini berdasarkan QS. an-Nūr (24): 2, dan 
H{adīṡ yang diriwayatkan dari ‘Ubādah bin as}-Sāmit ter-
sebut di atas.  
                                                                
12 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 312 & 
316. 
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6.  Sejarah Hukuman Rajam 
Dalam mengkaji pelaksanaan hukuman rajam pada masa 
Rasulullah ini akan ditelusuri dari h}adīṡ-h}adīṡ yang disandarkan 
kepada perbuatan (fi’liyah) beliau. Setidaknya telah 4 (empat) kali 
Rasulullah melaksanakan atau minimal memberitahukan pelaksa-
naan hukuman rajam bagi pelaku zina muh}s}an, yaitu sebagai berikut: 
a) Rajam terhadap orang Yahudi berdasarkan Ḥadīṡ riwayat 
Muslim:  
عن نافع أن عبد اهللا بن عمر أخربه أن رسول اهللا صلى  أخربنا عبيد اهللا
فانطلق رسول اهللا صلى . اهللا عليه وسلم أويت بيهودى ويهودية قد زنيا
فقال ما جتدون ىف التوراة على من زىن؟ . اهللا عليه وسلم حىت جاء يهود
. نسود وجوههما وحنملهما وخنالف بني وجوههما ويطاف ما: قالوا
حىت إذا مروا . فجاؤاا فقرأوها. إن كنتم صادقني. وراةقال فأتوا بالت
وقرأ مابني . وضع الفىت الذى يقرأ يده على آية الرجم. بآية الرجم
فقال له عبداهللا بن سالم وهو مع رسول اهللا صلى . يديها وما ورأها
فإذا حتتها آية الرجم فأمر ما . فرفعها. مره فلريفع يده: اهللا عليه وسلم
قال عبد اهللا بن عمر كنت .  صلى اهللا عليه وسلم فرمجارسول اهللا
 13فلقد رأيته يقيها من احلجارة بنفسه. فيمن رمجهما
Diriwayatkan kepada kita ‘Ubaidullāh dari Nāfi’ bahwasannya 
‘Abdullāh bin ‘Umar meriwayatkan bahwasannya Rasūlullāh 
didatangi seorang laki-laki dan perempuan bangsa Yahudi yang 
telah melakukan perzinaan. Beliau lalu pergi kepada perkam-
                                                                
13 Ibid., hlm. 1326. 
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pungan Yahudi yang bersangkutan. Berkata Rasulullah saw.: 
“Apa hukuman atas orang yang berzina di dalam kitab Taurat”? 
jawab orang-orang Yahudi itu, muka pria dan wanitanya di-
hitamkan, dinaikkan keduanya di atas tandu dan kendaraan 
duduk bertemu punggung lalu diarak berkeliling. Rasulullah 
saw. berkata: “Jika perkataan tuan-tuan itu benar, coba datang-
kan kitab Taurat”. Lalu kitab Tauratpun didatangkan lalu di-
baca oleh mereka. Setelah sampai kepada ayat rajam, maka pe-
muda yang membaca itu menutupi dengan tangannya, dan 
dibacanya ayat yang sesudahnya. Berkata ‘Abdullāh bin Salam 
yang menemani Rasūlullāh saw: suruhlah ia mengangkat 
tangannya! maka pemuda itu mengangkat tangannya; kiranya 
benarlah ayat rajam yang ditutupnya. Rasūlullāh saw. lalu me-
merintahkan merajam; maka dirajamlah kedua-duanya pria dan 
wanita itu. Kata ‘Abdullāh bin ‘Umar: saya sendiri ikut me-
rajam keduanya; pada waktu itu saya lihat laki-laki itu me-
lindungi perempuan dengan badannya dari batu-batu yang 
dilemparkan kepadanya.  
Dari H{adīṡ di atas, dapat dilihat bahwa Rasūlullāh saw. 
mempunyai sebuah otoritas tertinggi dalam syari’at untuk 
memberlakukan h}add tertentu terhadap orang non muslim. Se-
perti, pemahaman bahwa pelemparan batu sampai mati bagi pe-
laku zina muh}s}an merupakan bagian dari hukum Yahudi. Nabi 
dikabarkan telah menerapkan hukuman rajam terhadap kaum 
Yahudi berdasarkan pada hukum yang dipercayainya di Negara 
Madinah saat itu.14  
b. Rajam terhadap perempuan yang dituduh telah berzina terhadap 
anak laki-laki si penuduh berdasarkan H{adīṡ riwayat Muslim:  
                                                                
14 An-Na‘īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: Wacana 
Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam, 
Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, hlm. 208. 
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 إن رجال من االعراب :عن أىب هريرة وزيد بن خالد اجلهين أما قاال
يا رسول اهللا أنشدك اهللا إال  :أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فاقض  .نعم :قضيت ىل بكتا ب اهللا فقال اخلصم االخر وهو أفقه منه
ى اهللا عليه وسلم قل وائذن ىل فقال رسول اهللا صل .بيننا بكتاب اهللا
إن بىن كان عسيفاعلى هذا فزىن بامرأته وإىن أخربت أن على إبىن : قال
الرجم فافتديت منه مبائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخربوىن أمنا 
على إبىن جلد مائة وتغريب عام وأن على إمرأة هذا الرجم فقال رسول 
ضني بينكما بكتاب اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذى نفسى بيده ألق
الوليدة والغنم رد وعلى إبنك جلد مائة وتغريب عام واغذ ياأنيس إىل 
امرأة هذا فإن اعترفت فرمجها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر ا رسول 
  15اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمجت
Dari Abū Hurairah r.a. dan Zaid bin Khālid al-Juhainī r.a. 
katanya: Adakah seorang (orang desa) datang menghadap 
kepada Rasulullah saw. lalu berkata: hai Rasulullah! Saya 
mohon karena Allah agar tuan memberikan keputusan kepada 
saya berdasarkan Kitabullah. Berkata pula kawannya yang 
agaknya lebih paham daripadanya ”benar”! putuskan antara 
perkara kami ini dengan hukum Kitabullah dan saya mohon 
kepada tuan untuk memberikan penjelasan. Jawab Rasulullah 
saw: “Jelaskan!” berkata orang itu: anak saya upahan kepada 
orang ini; maka terjadilah perzinahan antara dia dengan 
istrinya, kata orang kepada saya, bahwa anak saya harus 
                                                                
15 Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}i>h } Muslim, Juz III, op cit., hlm. 1325. 
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menjalankan hukuman rajam; tetapi saya telah membayarkan 
denda kepada orang ini dengan 100 ekor kambing serta seorang 
budak perempuan. Saya bertanya pula kepada ahli hukum dan 
mereka menerangkan kepada saya, bahwa anak saya harus 
menjalankan hukuman cambukan 100 kali dengan pengasingan 
selama satu tahun; sedangkan istri orang ini harus menjalankan 
hukuman rajam, maka berkata Rasulullah saw: “Demi Allah 
saya akan memberikan keputusan antara kamu berdua 
berdasarkan Kitabullah; budak perempuan dan kambing itu 
tertolak; hukuman untuk anakmu ialah cambukan 100 kali dan 
pengasingan satu tahun”. Berkata pula Rasulullah saw: 
“Pergilah Unais kepada istri orang itu! Jika ia mengaku, 
rajamlah ia”. Kata Abū Hurairah, maka ‘Unaispun lalu pergi 
kepada perempuan itu, dan perempuan itu pun mengaku 
perbuatannya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. lalu memerin-
tahkan penyelenggaraan perajaman terhadap perempuan itu; 
maka dirajamlah perempuan itu.  
Dari penjelasan H{adīṡ di atas, terlihat bahwa Rasulullah 
saw. melaksanakan hukuman rajam berdasarkan pengakuan dari 
perempuan tersebut, setelah ada persaksian dari ayah dari anak 
yang didakwa berzina dengan perempuan tersebut. 
c. Rajam terhadap Mā’iz bin Mālik berdasarkan H{adīṡ riwayat 
Muslim:  
حدثناعبداهللا ابن بريدةعن أبيه أن ماعزبن مالك األسلمى أتى رسول 
وزنيت  نفسىاهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يارسول اهللا إىن قد ظلمت 
وإىن أريد أن تطهرىن فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يارسول اهللا إىن 
وسلم إىل قومه  قدزنيت فرده الثانية فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه
ما نعلمه إال ويف : فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا؟ فقالوا
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العقل من صاحلينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه 
فأخربوه أنه البأس به والبعقله فلما كان الرابعة حفرله حفرة مث أمر به 
  16.فرجم
Diriwayatkan kepada kita dari ‘Abdullāh bin Buraidah dari 
ayahnya: bahwasannya Mā’iz bin Mālik al-Aslamī telah datang 
menghadap Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulullah saya ini 
telah menŜalimi diri saya sendiri! saya telah melakukan perzi-
naan, jadi saya ingin supaya tuan membersihkan diri saya. 
Rasulullah saw. menolaknya. Keesokan harinya Mā’iz datang 
lagi dan mengulangi kata-katanya yang kemarin. Rasulullah 
saw. menolak untuk kedua kalinya. Beliau mengutus penyelidik 
kepada orang sekampung Mā’iz dan bertanya, adakah tuan-tuan 
tahu tentang keadaan kelemahan akal Mā’iz itu? Setahu kami 
bahwa akalnya sempurna dan terbilang dari orang-orang kami 
yang baik-baik, jawab orang kampung si Mā’iz. Mā’iz datang 
menghadap pula untuk kali ketiga, dan Rasulullah saw. sekali 
lagi menyelidiki keadaan akalnya kepada kaumnya pula dan 
beliau mendapat keterangan yang sama seperti semula. Setelah 
Mā’iz datang pula yang keempat kalinya, maka Rasulullah saw. 
menggali lobang untuknya; lalu Rasulullah saw. memerintahkan 
Mā’iz dirajam disitu.  
Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah saw. melaksanakan 
hukuman berdasarkan pengakuan Mā’iz bin Mālik. Rasulullah 
tampak enggan menerima pengakuannya sampai Mā’iz meng-
ulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Terlihat pula bahwa 
Rasulullah saw. memutuskan kedudukan pelakunya sebagai se-
orang yang muh}s}an dengan menanyakan langsung kepadanya. 
                                                                
16 Ibid., hlm. 1323. 
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d. Rajam terhadap perempuan dari Suku Gāmidiyah berdasarkan 
H{adīṡ riwayat Muslim:  
زنيت فطهرىن وإنه ردها  فجاءت الغامدية فقالت يارسول اهللا إىن قد
ردىن؟ لعلك أن تردىن كما يارسول اهللا مل ت :فلما كان الغد قالت
فواهللا إىن حلبلى قال إما ال فاذهىب حىت تلدى فلما ولدت . رددت ماعزا
هذا قد ولدته قال إذهىب فأرضعيه حىت : أتته بالصىب ىف خرقة قالت
هذا يانىب اهللا : تفطميه فلما فطمته أتته بالصيب ىف يده كسرة خبز فقالت
 رجل من املسلمني مث أمر ا قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصيب إىل
فحفر هلا إىل صدرها وأمر الناس فرمجوها فيقبل خالد بن الوليد حبجر 
فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نىب اهللا صلى 
فقال مهال ياخالد فوالذى نفسى بيده لقد . اهللا عليه وسلم سبه إياها
 ا صاحب مكس لغفرمث أمر17ا فصلى عليها ودفنتتابت توبة لوتا  
Datang seorang perempuan Gāmidiyah lalu berkata kepada 
Rasulullah saw: saya telah berzina, maka sucikanlah saya ini hai 
Rasulullah! Pengakuan itu ditolak oleh beliau. Besoknya wanita 
itu datang lagi, katanya: hai Rasulullah! Mengapa tuan menolak 
saya seperti tuan menolak Mā’iz: demi Allah saya ini telah ha-
mil. Berkata Rasulullah saw: “Jika tidak boleh tidak, pulanglah 
sampai anda melahirkan”! setelah wanita itu melahirkan, 
datang lagi ia kepada Rasulullah saw. membawa bayinya di 
dalam popok, seraya berkata: “ini dia bayi telah saya lahirkan”. 
Berkata Rasulullah saw: “Pergilah! susukan dia sampai pada 
masanya berpisah!”. Tatkala bayinya telah berpisah, datanglah 
wanita itu dengan anaknya yang memegang roti ditangannya, 
                                                                
17 Ibid., hlm. 1323-1324. 
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lalu ibunya berkata: inilah dia telah kupisahkan, hai Rasulullah!; 
dia telah pandai makan; maka Rasulullah saw. menyerahkan 
anak kecil itu kepada seorang muslim, kemudian beliau meme-
rintahkan, lalu buatlah lubang sampai kepada wanita itu. 
Rasulullah saw. memerintahkan orang banyak untuk merajam-
nya. Khālid bin Walīd datang pula merajam dengan melempar 
batu ke kepalanya, lalu memancarlah darah kemuka-nya; maka 
dimaki-makinya wanita itu. Serta kedengaran Khālid memaki-
maki itu. Nabi saw. berkata: “Tenanglah hai Khālid! Demi 
Allah ia telah bertaubat dengan taubat jika diucapkan oleh para 
pengutip pajak masyarakat sekalipun, niscaya Allah akan 
mengampuninya”. Lalu beliau memerintahkan penyelenggaraan 
jenazahnya, disembahyangkan, kemudian jenazahnya itu 
dikuburkan”.  
H{adīṡ di atas diceritakan bahwa perempuan tersebut berasal 
dari suku Gāmid yang mengakui telah berzina dan ketika mengakui 
perbuatannya dalam keadaan hamil. Karena itu Nabi menangguhkan 
pelaksanakan hukuman rajam sampai anaknya benar-benar telah 
disapih. 
Melihat dari seluruh matan H{adīṡ dan peristiwa tersebut bahwa 
Rasulullah saw. dalam menjatuhkan hukuman zina, semuanya berda-
sarkan pengakuan dan permintaan sendiri dari pelakunya dan bahkan 
ada yang memaksa Rasulullah saw. untuk menghukumi berdasarkan 
keimanan mereka sendiri, karena takut akan aŜab Allah swt. di 
akhirat nanti. 
Menurut ‘Audah bahwa Rasulullah saw. dalam mengeluarkan 
perintah untuk merajam Mā’iz bin Mālik dan perempuan dari suku 
Gāmidiyah ini menunjukkan bahwa hukuman rajam merupakan 
sunnah qauliyah dan sekaligus sunnah fi’liyah.18 
                                                                
18 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 316-317. 
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Tetapi, menurut An-Na’īm bahwa problem lain berkenaan 
dengan al-Sunnah sebagai sumber hukum jarīmah h}udūd adalah 
hukuman rajam itu diperuntukkan bagi pelaku zina muh}s}an hanya 
didasarkan pada al-Sunnah, bukan pada al-Qur’an, karena QS. an-
Nūr (24): 2 itu hanya menentukan 100 (seratus) kali jilidan untuk se-
tiap pezina, tanpa mengaitkan dengan status perkawinan pelaku. 
Penggunaan al-Sunnah untuk mendukung hukuman yang lebih berat 
dalam kasus zina mungkin harus dibedakan dari penggunaannya 
sebagai sumber hukum jarīmah h}udūd. Alasannya, karena zina hanya 
dih}add  berdasarkan al-Qur’an, sedangkan al-Sunnah semata-mata 
menjatuhkan hukuman yang lebih keras di dalam situasi tertentu. 
An-Na’īm juga mengutip El-Awwa yang menyebutkan alasan bahwa 
hukuman rajam diperuntukkan bagi pezina muh}s}an didasarkan 
kepada al-Sunnah. Walaupun ia menyebut sejumlah sumber utama 
untuk mendukung pandangan ini, namun seseorang dapat melihat 
kesulitan dalam membedakan antara teks sunnah tentang statusnya; 
apakah teks sunnah tersebut menjelaskan atau tidaknya menjelaskan 
wahyu. Selain itu tampak tidak jelas, tentang kriteria untuk mem-
bedakan kedua jenis sunnah tersebut.19 
Sedangkan hukuman rajam di masa khulafa ar-rāsyidīn bisa 
dijumpai beberapa kasus yang terjadi kira-kira antara tahun 632-661 
M/9-40 H. Dalam masalah hukuman yang sangat pelik ini Khalifah 
‘Umar bin Khat}t}āb sangat menanggapi serius atas permasalahan 
hukuman rajam, ini bisa dilihat pada materi khutbah dalam H{adīṡ ri-
wayat al-Bukhārī yang isinya; 
                                                                
19 An-Na’īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah, op cit. hlm. 208. 
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إن اهللا بعث حممدا صلَى اهللا عليه وسلم باحلق وأنزل عليه الكتاب 
فلذا رجم  ,فكَان مما أنزل اهللا آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها
فأخشى إن طال بالناس , رسول اِهللا صلَّى اهللا عليه وسلم ورمجنا بعده
واهللاِ ما جند آية الرجم يف كتاب اهللا فيضلوا بترك : يقول قائلزمان أن 
والرجم يف كتاب اهللا حق على من زىن إذا أحصن , فريضة أنزهلا اهللا
  20.أو كان احلمل أو االعتراف, من الرجال والنساء إذا قامت البينة
Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan 
sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah 
kitab suci itu terdapat ayat rajam yang telah kita baca, kita fa-
hami serta menyadarinya bersama. Rasulullah saw. sendiri per-
nah melaksanakan rajam dan setelah itu kita pun 
melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali sebab aku 
khawatir, karena telah berselang waktu, akan ada seorang yang 
mengatakan: “Demi Allah kami tidak mendapatkan ayat rajam 
dalam Kitabullāh”. Dengan meninggalkan suatu kewajiban 
yang benar-benar telah diturunkan Allah, maka mereka telah 
menjadi sesat. Hukuman rajam yang terdapat dalam Kitabullah 
itu harus dijatuhkan kepada laki-laki maupun perempuan yang 
berbuat zina muh}s}an, dengan syarat adanya bukti-bukti, 
kehamilan atau pengakuan dari dirinya sendiri. 
 Dari penjelasan khutbah ‘Umar dalam Ḥadīṡ di atas, kiranya 
ada sebuah ketakutan/kecemasan yang dialami oleh khalifah kedua. 
Ketakutan jika suatu saat akan ada orang yang mengatakan bahwa 
kami tidak menemukan hukuman rajam  dalam Kitabullah, sehingga 
                                                                
20 Al-Bukhārī al-Ja’fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn 
Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardzabah, 1992, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz VIII, Beirūt-
Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 341. 
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kebanyakan dari orang-orang akan menjadi sesat, karena mening-
galkan salah satu ketentuan yang telah diturunkan Allah. Hukuman 
rajam yang dimaksud ‘Umar yang terdapat di dalam Kitabullah ini 
mesti harus dilaksanakan oleh manusia terhadap pezina muh}s}an, baik 
laki-laki maupun perempuan, jika terbukti nyata dan atau dia telah 
hamil atau atas pengakuannya.  
Adapun redaksi ayat rajam tersebut seperti yang dilaporkan 
oleh al-Magrībī sebagai berikut: 
 21 .حكيمزيزواهللا ع الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة نكاالمن اهللا
Orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, jika melakukan 
zina, maka rajamlah keduanya, sebagai balasan dari Allah, dan 
Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. 
Kemudian dipertegas lagi oleh Ibnu Hajar al-‘Asqalānī sebagai 
berikut; 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة : وىف رواية أيب معشراالتى بلفظ
  22.حكيم زيزعواهللا  نكاال من اهللا
Di dalam riwayat Abī Mu’syar, kita benar-benar telah membaca 
ayat itu dengan lafaŜ: Orang tua laki-laki dan orang tua perem-
puan, jika melakukan zina, maka rajamlah keduanya, sebagai 
balasan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijak-
sana. 
                                                                
21 Al-Magribī, Ḥusain Muḥammad, 2005, al-Badru at-Tamām, Juz IV, t.tp: 
Dār al-Wafā, hlm. 387. 
22 Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, 2000, Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz VII, 
Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 143. 
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Namun demikian, pada akhirnya ‘Umar bin al-Kaṭṭāb sendiri 
membatalkan untuk mencantumkan ayat rajam dalam al-Qur’an, 
bukan karena ia ragu bahwa ia benar-benar bagian dari al-Qur’an 
yang turun kepada Nabi Muhammad saw., akan tetapi karena kekha-
watirannya akan tuduhan oleh manusia bahwa ia telah menambah-
nambahi ayat al-Qur’an, sebab orang-orang tidak mengetahui 
dengan baik, jika ayat rajam itu adalah bagian dari al-Qur’an. Demi 
menjaga diri dari tuduhan itu, ia merelakan untuk tidak 
memasukkannya, dan memang ayat rajam itu ditolak oleh panitia 
Muṣhaf ‘Uṡmānī, dengan alasan tidak cukup kuat bahwa ayat rajam 
itu sebagai bagian dari al-Qur’an, karena tidak ada data tertulisnya 
dalam pelepah kurma atau kulit binatang, ataupun lainnya yang 
biasa digunakan untuk menulis ayat-ayat al-Qur’an. 
Jika dilihat dari setting sosio-historis bahwa penjatuhan hu-
kuman rajam bagi pelaku zina muh}s}an itu didasarkan kepada sunnah 
Nabi, baik secara qauliyah maupun fi’liyah. Namun dapat dipastikan 
bahwa hukuman rajam dalam hukum pidana Islam itu, bukan berasal 
dari syari’at Islam sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, 
akan tetapi berdasarkan nas} atau ajaran agama sebelumnya, yaitu nas} 
yang terdapat dalam Kitab Taurat. 
Hal ini dapat dilacak dasar normatif dari hukuman rajam itu 
adalah H{adīṡ-h}adīṡ Nabi saw. yang mengacu pada penerapan h}add 
rajam bagi pelaku zina muh}s}an, seperti hukuman rajam yang dijatuh-
kan kepada Mā’iz bin Mālik dan wanita Gāmidiyah yang datang 
menghadap langsung kepada Nabi saw. yang mengakui perbuatan 
zinanya dan meminta dengan kesadaran dan kemauannya sendiri 
untuk dilaksanakan hukuman rajam atas dirinya, walaupun berkali-
kali pula Nabi saw. menolaknya terhadap penerapan hukuman rajam 
atas diri mereka tersebut. Akan tetapi, pada akhirnya setelah 
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Rasulullah saw, yakin atas pengakuannya, maka Rasulullah saw. 
baru menjatuhkan hukuman rajam bagi mereka (kaum Yahudi) 
sesuai dengan isi Kitab Taurat yang telah diyakininya. Berdasarkan 
beberapa H{adīṡ yang diriwayatkan Muslim sebagaimana tersebut di 
atas. 
Hal ini dipertegas lagi oleh Syaltūt bahwa mengapa Khawārij 
tidak mengakui hukuman rajam, mereka berasalan, karena hukuman 
rajam itu tidak sebagai aturan yang tetap dan hukuman rajam yang 
ditetapkan Rasulullah saw. itu adalah dalam rangka siasat pemerin-
tahan dan cara memberi pelajaran, sama dengan pendapat maŜhab 
H{anafī tentang hukuman kurungan bagi orang yang berzina, jika ia 
masih bujang atau gairu muh}s}an.23 
7.  Hukuman Jarīmah az-Zinā menurut Ulama’ Khalaf 
Menurut Abu Zahrah, hukuman bagi pelaku zina, baik muh}s}an 
maupun gairu muh}s}an adalah hukuman cambuk 100 (seratus) kali, 
berdasarkan keumuman ayat al-Qur’an dalam Surat an-Nūr (4): 2, 
dan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada kepastian (kete-
tapan) dari H{adīṡ yang telah diriwayatkan setelah turunnya ayat 
yang menjelaskan hukuman cambuk, yaitu QS. an-Nūr (24): 2.24 
Pendapat Zahrah tersebut dikuatkan al-‘Asymāwī bahwa Nabi 
Muhammad saw. telah menetapkan hukuman rajam sebelum turun-
nya ayat tersebut. Dan menurutnya, teks ayat tersebut telah di-
nasakh (dihapus) oleh QS. an-Nūr (24): 2.25  
                                                                
23 Syaltūt, Maḥmūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, t.tp.: Dār al-Qalam, 
hlm. 291. 
24 Zahrah, al-Imām Muḥammad Abū, t.th., al-‘Uqūbah, Mesir: Dār al-Fikr al-
‘Arabī, hlm. 103. 
25 Al-‘Asymāwī, 2012, Us}ūl asy-Syarī‘ah, diterjemahkan: Luthfi Tomafi, Nalar 
Kritis Syari‘ah, Yogyakarta: LKiS Group op cit, hlm. 135-136. 
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Al-‘Asymāwī berpendapat, pernyataan tersebut bisa diambil 
simpulan bahwa tidak ada hukum dalam Islam yang teksnya telah di-
nasakh dengan dicabut dari beberapa ayat dan bersamaan dengan itu 
pula hukumnya masih berlaku. Hukuman rajam itu merupakan ben-
tuk terpenting dari pe-nasakh-an teks yang hukumnya masih berlaku. 
Lebih-lebih, ayat yang dinyatakan telah di-nasakh itu, bukanlah 
bagian dari sistem nilai al-Qur’an yang jelas.26 
Pada saat pertama kali Nabi Muhammad saw. diperintahkan 
untuk memberikan hukuman rajam, dikarenakan realitas perzinaan 
yang dilakukan salah seorang pembesar Yahudi. Lalu orang-orang 
Yahudi datang kepada Nabi Muhammad saw. dengan berharap 
supaya Nabi memberikan hukuman selain hukuman yang termaktub 
dalam Taurat, yaitu rajam. Berkaitan dengan itu, turunlah beberapa 
ayat, yaitu QS. al-Māidah (5): 43-45; 
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26 Ibid.  
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Dan bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim 
mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya 
(ada) hukum Allah, kemudian mereka berpaling sesudah itu 
(dari putusanmu)? dan mereka sungguh-sungguh bukan orang 
yang beriman. 
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalam-
nya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan 
Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-
nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang 
alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka 
diperintah-kan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka men-
jadi saksi terhadapnya, karena itu janganlah kamu takut kepada 
manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku dan janganlah kamu 
menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit, barangsiapa 
yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, 
maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. 
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 
dengan gigi dan luka luka (pun) ada qiṣāṣ-nya, barangsiapa 
yang melepaskan (hak qis}a>s})-nya, maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang z}alim. (Depag  RI,  1971: 
166-167) 
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Dengan beberapa ayat tersebut, dapat dismpulkan bahwa Nabi 
Muhammad saw. diperintahkan oleh Allah untuk merajam orang-
orang Yahudi yang melakukan zina berdasarkan hukum yang ter-
dapat dalam Kitab Taurat. 
Jika Nabi Muhammad saw. telah memberlakukan hukum 
Taurat dan diperintahkan untuk menjalankan hukuman rajam, tetapi 
masih ada keraguan tentang masalah tersebut bahwa Nabi menja-
lankan hukuman rajam ini setelah turun ayat cambuk dalam QS. an-
Nūr (24): 2, maka apakah itu berarti bahwa Nabi telah men-nasakh 
hukum al-Qur’an atau bahwa apa yang diputuskan Nabi itu bisa 
dikatakan sebagai keputusan hukum yang khusus untuk Nabi saja?.27  
Berdasarkan uraian di atas, hemat penulis penerapan hukuman 
di dalam hukum pidana Islam masih memerlukan pendekatan 
historis-sosiologis, tidak semata-mata hanya dengan pendekatan 
teologis semata sebagaimana yang dilakukan oleh ‘Audah. Dengan 
demikian, penulis sependapat dengan Abu Zahrah, An-Na’īm dan al-
‘Asymāwī.  
An-Na’īm mengatakan bahwa sebaiknya jarīmah ḥudūd hanya 
dibatasi pada jenis-jenis tindak pidana yang hukumannya disebutkan 
secara khusus di dalam al-Qur’an dan al-‘Asymāwī mengatakan bah-
wa dasar hukuman bagi pezina baik muh}s}an maupun gairu muh}s}an 
adalah cambuk seratus kali berdasarkan hukum ayat al-Qur’an Surat 
an-Nūr (24): 2 tersebut dan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak 
ada kepastian (ketetapan) dari H{adīṡ yang telah meriwayatkan sete-
lah turunnya ayat yang menjelaskan hukuman cambuk, karena yang 
jelas bahwa Nabi Muhammad saw. telah menetapkan hukuman 
rajam sebelum turunnya ayat tersebut. 
                                                                
27 Ibid., hlm. 137. 
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8.  Hikmah Diharamkan Jarīmah az-Zinā 
Di antara hikmah diharamkan berzina menurut al-Jarjāwī 
ditiinjau dari berbagai aspek kehidupan; 
1)  Untuk menjaga kemurnian nasab atau keturunan. Itulah 
sebabnya syariat Islam membolehkan bersumpah li’an 
untuk memutuskan hubungan darah antara anak dan orang 
tuanya selama-lamanya, jika terbukti bahwa anak tersebut 
hasil dari zina isterinya, sehingga tidak tercampur dalam 
nasab dan keturunannya dengan orang yang tidak 
termasuk darah dagingnya. 
2)  Untuk menjaga kehormatan dan menjunjung tinggi harkat 
dan martabat serta harga diri dari hal-hal tercela. Ketika 
kehormatan dan kesucian diri ternodai, maka akan jatuh 
dan merosotlah nilai kemanusiaannya dari derajat yang 
luhur dan dihormati menjadi nista dan penuh caci maki.  
3)  Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, mempererat 
tali kasih suami isteri. Jika terbukti suaminya atau isteri-
nya berzina, maka lenyaplah rasa cinta dan kasih sayang 
kepadanya. Kemudian timbulllah banyak konflik, percek-
cokan, pertengkaran dan akhirnya kehancuran rumah 
tangganya. 
4)  Untuk melestarikan keberadaan manusia dalam sejarah 
peradaban dunia ini. Karena masing-masing pelaku per-
zinaan, baik laki-laki maupun perempuan tidak mengingin-
kan hasil dari zina itu sampai mempunyai anak, sehingga 
jika terjadi kehamilan, maka mereka akan menggugurkan-
ya, karena kelahiran anaknya akan menjadi rintangan hu-
bungan mereka seterusnya. Jika ini dibiarkan, maka akan 
terputuslah mata rantai kesinambungan generasi manusia 
di dunia.  
5)  Untuk mencegah timbulnya penyakit dan virus yang me-
matikan yang sangat membahayakan manusia. Karena 
pelaku zina biasanya tidak memperdulikan kondisi 
kesehatannya, sehingga penyakit itu mudah untuk menular 
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lewat hubungan badan, apalagi jika pelaku zina itu 
berganti-ganti pasangan, maka timbullah berbagai 
penyakit kelamin yang gawat dan mematikan. 
6)  Untuk menyelamatkan manusia agar tidak jatuh ke dalam 
jurang kebangkrutan dan kemiskinan. Karena pezina rela 
mengorbankan harta bendanya demi memuaskan pasangan 
dan dirinya, sehingga menjadi miskin dan habislah semua 
harta kekayaannya.  
7)  Untuk menyelamatkan nasib anak-anaknya dan mengasihi 
mereka. Karena anak hasil zina menjadi anak yang tidak 
mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, 
sehingga mereka tersisih dari pergaulan, minder, kecil hati, 
tidak mempunyai harapan dan cita-cita yang tinggi, 
sehingga ia menjadi lemah batinnya. Dan bagi mereka 
yang berwatak keras hatinya, ia akan liar tidak bermoral, ia 
suka berbuat onar, keributan dan menganggu ketenteraman 
masyarakatnya.28 
Sedangkan pengharaman zina menurut al-Jarjāwī ditiinjau dari 
sudut pandang kesehatan secara umum ada 2 (dua) sebab;  
1)  Menjauhkan diri dari terjangkitnya penyakit aneh beresiko 
tinggi yang menular yang disebut penyakit AIDS 
(Acquired Immune Deficiency Syndrome), raja singa atau 
sifilis yang sangat sulit untuk disembuhkan, bahkan sangat 
mematikan. 
2) Menyelamatkan para isteri, anak serta keluarga dari virus 
mematikan itu. Karena orang yang berzina ia telah meno-
dai kehormatan dan harga dirinya demi untuk memuaskan 
nafsu kebinatangannya, dan juga tidak mempedulikan 
kondisi kesehatan lawan jenisnya, dan biasanya mereka 
                                                                
28 Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad, 1997, Ḥikmah at-Tasyrī‘ wa Falsafatuh, Juz 
I, Mesir: Dār al-Fikr, hlm. 186-187. 
40       |       Hukum Pidana Islam 
berganti-ganti pasangannya, sehingga sangat rawan ter-
tular berbagai penyakit yang mematikan.29 
Adapun hikmah hukuman bagi pezina menurut al-Jarjāwī 
adalah karena perbuatan zina dapat mendatangkan kemadharatan 
yang besar dan dapat menimbulkan bencana yang memedihkan, 
Allah memberikan balasan siksaan yang pedih yang mampu mem-
buat orang lain yang melihatnya berhenti dan tidak berani melaku-
kannya. Mereka mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan 
kepadanya yaitu berupa pasangan hidup yang secara hukum 
dihalalkan.30 
9.  Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Zinā 
Hukuman (h}add) zinā tidak bisa dilaksanakan disebabkan hal-
hal sebagai berikut; 
1)  Pelaku mencabut pengakuannya, jika zina dibuktikan 
dengan pengakuan. 
2) Para saksi mencabut pengakuannya sebelum hukuman di-
laksanakan. 
3) Pengingkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku 
sudah nikah, jika zina dibuktikan dengan pengakuan salah 
seorang dari keduanya. 
4) Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hu-
kuman dan setelah adanya putusan hakim. 
5) Meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksana-
kan. 
6) Dilaksanakannya pernikahan antara pelaku zina tersebut.31
                                                                
29 Ibid., hlm. 189.  
30 Ibid., hlm. 196-197. 
31 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 374. 
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BAB II 
JARI<<<<MAH AL-QAZ||||AF 
1.   Pengertian Al-QaŜaf (Menuduh berzina) 
Hukuman qaŜaf dalam syari’at Islam ada 2 macam;  
1)  QaŜaf yang diancam hukuman h}add, dan  
2)  QaŜaf yang diancam hukuman ta’zīr.  
Pengertian qaŜaf yang diancam hukuman (h}add) ialah menuduh 
perempuan muh}s}anāt (perempuan baik-baik) dengan tuduhan ber-
zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Sedangkan 
pengertian qaŜaf yang diancam dengan hukuman ta’zīr ialah menu-
duh dengan tuduhan selain zina atau selain menghilangkan nasabnya, 
baik yang dituduh itu muh}s}an ataupun gairu muh}s}an.1 
2.   Unsur-unsur Jarīmah al-QaŜaf 
Unsur-unsur jarīmah al-qaŜaf ada tiga macam, yaitu;  
1) Menuduh berbuat zina atau menghilangkan nasab.  
2) Orang yang dituduh adalah muh}s}an (terpelihara kesucian-
nya) berdasarkan QS. an-Nūr (24): 4 dan 23. 
                                                                
1 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 375. 
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3) Adanya kesengajaan menuduh yang melawan hukum. 2  
Syarat-syarat tuduhan yang dapat dijatuhi hukuman (ḥadd), 
sebagai berikut: 
1) Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas, yaitu menuduh 
berzina. 
2) Orang yang dituduh berzina harus tertentu (jelas). 
3) Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan deng syarat dan 
tidak disan-darkan dengan waktu tertentu. 
4) Penuduhan itu harus terjadi di Negara Islam menurut Abū 
H{anifah, tetapi Imam-imam yang lain tidak mensyaratkan-
nya.3  
Syarat-syarat orang yang dituduh berzina harus muh}s}an 
berdasarkan QS. an-Nūr (24): 4 dan 23. Dalam ayat QS. an-Nūr (24): 
4 yang dimaksud اإلحصان ialah bersih dari zina dan merdeka. Se-
dangkan dalam ayat kedua QS. an-Nūr (24): 23, yang dimaksud 
 .ialah muslimah املؤمنات ialah bersih dan الغفالت ,ialah merdeka اإلحصان
Berdasarkan dua ayat tersebut para fuqahā’ mengambil simpul-
an bahwa iman (Islam), merdeka, dan bersih (iffah) merupakan 
syarat-syarat ih}s}an bagi orang yang dituduh (maqŜūf). Di samping 
tiga syarat tersebut, terdapat syarat ih}s}an yang lain, yaitu; balig dan 
berakal.4  
Unsur melawan hukum dalam qaŜaf dapat terpenuhi, jika 
seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau meng-
hilangkan nasabnya, padahal ia tahu bahwa yang dituduhkannya itu 
                                                                
2 Ibid., hlm. 380. 
3 Ibid., hlm. 387-388. 
4 Ibid., hlm. 390. 
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tidak benar, karena ia tidak mampu membuktikan kebenaran atas 
tuduhannya. 
Ketentuan tersebut didasarkan kepada ucapan Rasūlullāh saw. 
kepada Hilāl bin ‘Umayyah ketika ia menuduh isterinya berzina 
dengan Syārik bin Sahma; “datangkanlah saksi, apabila tidak bisa 
mendatang-kan saksi, maka hukuman (h}add) akan dijatuhkan kepada 
kamu”. Pada waktu itu, Hilāl sendiri menyaksikan perzinaan isteri-
nya. Hilāl sendiri tidak bisa bebas dari hukuman (h}add), jika tidak 
turun QS. an-Nūr (24): 13 tersebut. 
Atas dasar inilah jumhūr berpendapat bahwa apabila saksi 
kurang dari 4 orang, maka mereka dapat dijatuhi hukuman (h}add) 
sebagai penuduh. Meskipun menurut sebagian yang lain berpendapat 
mereka tidak dapat dijatuhi hukuman (h}add), selama mereka benar-
benar sebagai saksi.5 
3.   Syarat-Syarat Jarīmah al-QaŜaf 
Menurut Sayyid Sābiq bahwa untuk dapat menjatuhkan hu-
kuman cambuk dalam jarīmah qaŜaf terdapat syarat-syarat yang 
harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: 
1) Syarat-syarat qaŜif  (orang yang menuduh berzina) adalah 
berakal, dewasa (balig) dan dalam keadaan tidak terpaksa 
(ikhtiyar); 
 2) Syarat-syarat maqŜūf (orang yang dituduh berzina) adalah 
berakal, dewasa (balig), Islam, merdeka dan belum pernah 
serta menjauhi perbuatan zina; 
3) Syarat-syarat maqŜūf bih (sesuatu yang dibuat untuk me-
nuduh zina) adalah pernyataan yang berupa lisan maupun 
tulisan yang jelas, seperti panggilan: hai orang yang 
                                                                
5 Ibid., hlm. 393. 
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berzina atau hai kamu lahir tanpa bapak, dan pernyataan 
yang berupa lisan maupun tulisan atau sindiran yang jelas 
arahnya, misalnya, ada dua orang saling bertengkar, lalu 
yang satu berkata: meskipun aku jelek, tetapi aku tidak 
pernah berbuat zina dan ibuku juga tidak pernah berzina. 
Pernyataan seperti itu merupakan sindiran bahwa ia 
dianggap telah menuduh zina kepada lawannya dan kepada 
ibu lawannya.6 
Ini berarti bahwa orang yang menuduh berzina (qaŜif) kepada 
perempuan yang baik-baik (muh}s}anāt) berlaku baik penuduhnya 
orang laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, tuduhan itu tidak 
berlaku, jika yang dituduh itu laki-laki yang baik-baik (muh}s}an). Hal 
ini berdasarkan QS. an-Nūr (24): 4, karena yang menjadi syarat 
orang yang dituduh (maqŜūf) adalah perempuan yang baik-baik 
(muh}s}anāt) yang merupakan bentuk jamak muannas salīm. Jelaslah, 
bahwa hukum-hukum al-Qur’an terbatas pada pemberian sanksi 
kepada orang yang menuduh perempuan yang baik-baik dan tidak 
memberikan sanksi kepada orang yang menuduh laki-laki yang baik-
baik berbuat zina. Meskipun ada sebagian pendapat kalangan ahli 
fiqh untuk memberikan hukuman kepada orang yang menuduh laki-
laki yang baik-baik (muh}s}an) berbuat zina. Hal ini bukan 
berdasarkan atas ke-s}arih-an teks al-Qur’an, tetapi hanya pendapat 
mereka.7 
4.   Pembuktian Jarīmah al-QaŜaf 
                                                                
6 As-Sābiq, Sayyid, 1998, Fiqh as-Sunnah, Mesir: Dār al-Fatḥ Lil‘ilām al-
‘Arabī, hlm. 214-216. 
7 Al-‘Asymāwī, 2012, Uṣūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 134. 
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Jarīmah al-qaŜaf menurut ‘Audah harus dapat dibuktikan 
dengan 3 (tiga) macam alat bukti; 
1) Saksi, syarat-syarat dalam jarīmah al-qaŜaf sama dengan 
syarat-syarat saksi pada jarīmah az-zinā. Jumlah saksi 
minimal dua orang. 
2) Pengakuan, yaitu pengakuan dari penuduh zina bahwa ia 
menuduh orang lain berbuat zina, yang diucapkan satu kali 
dalam majelis pengadilan. 
3) Sumpah, menurut Syāfi’ī, jarīmah al-qaŜaf bisa dibuktikan 
dengan sumpah, jika tidak ada saksi dan pengakuan.8  
Sedangkan menurut as-Sābiq untuk menetapkan pembuktian 
jarīmah al-qaŜaf harus didasarkan atas;  
1) Pengakuan penuduh sendiri bahwa tuduhannya dusta;  
2) Dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang adil.9 
5.   Hukuman Jarīmah al-QaŜaf 
Hukuman jarīmah al-qaŜaf bagi penuduh yang tidak bisa 
mendatangkan 4 (empat) orang saksi adalah dijilid 80 (delapan 
puluh) kali sebagai hukuman pokok dan tidak diterima kesaksiannya 
selama-lamanya sebagai hukuman tambahan yang bersifat edukatif, 
karena ia sudah tidak bisa berbuat adil lagi, baik kepada Allah 
maupun kepada manusia, berdasarkan QS. an-Nūr (24): 4.10 
                                                                
8 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 401-403.  
9 As-Sābiq, Sayyid, 1998, Fiqh as-Sunnah, op cit, hlm. 217. 
10 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 404.  
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Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 
(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang 
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh 
kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat 
selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik 
(Depag RI, 1971: 543-544). 
Syari’at Islam memberlakukan hukuman qaŜaf yang berupa 80 
(delapan puluh) kali cambukan, tujuannya adalah untuk melindungi 
kehormatan manusia, menjaga reputasinya dan memelihara kemu-
liaannya agar orang-orang tidak begitu mudah melontarkan kata-
kata maupun tulisan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. 
Dalam jarīmah al-qaŜaf ternyata terdapat dua hak sekaligus, 
yaitu perpaduan dua hak, antara hak Allah dan hak manusia, tetapi 
hak Allah yang dimenangkan (al-gālib), karena dari segi pidana 
dapat memelihara kehormatan manusia dan mencegah permusuhan. 
Hal ini berarti merealisir kemaslahatan umum (hak Allah), tetapi 
dari segi bahwa pidana itu untuk mempertahankan ‘aib dari 
perempun terhormat, yang berarti merealisir kemaslahatan 
pribadinya (hak manusia). Artinya, si wanita yang tertuduh tidak 
dapat memberikan ampunan kepada pelakunya dan tidak dapat pula 
Jari>mah H{udu>d> { >> { >> { >         |       47 
melakukan hukuman itu dengan sendirinya, tetapi hukuman itu 
menjadi kewenangan penguasa (pemerintah).11 
6.  Sejarah Jarīmah al-QaŜaf 
Asbāb an-nuzūl jarīmah al-qaŜaf menurut Ḥanafi berdasarkan 
pendapat fuqahā’ yang kuat adalah teks QS. an-Nūr (24): 4 itu 
diturunkan sesudah terjadi peristiwa kedustaan (fitnahan) terhadap 
diri ‘Āisyah r.a., isteri Nabi Muhammad saw. yang terkenal dengan 
sebutan “H{adīṡ Ifkī” dimana ia dituduh telah berbuat serong dengan 
S{afyan. Dalam sejarahnya, peristiwa fitnahan palsu terhadap diri 
‘Āisyah r.a, telah menimbulkan kehebohan di kalangan kaum 
Muslimin (sahabat-sahabat Nabi) dan hampir-hampir terjadi perang 
antara shabat-sahabat golongan ‘Aus dengan golongan Khazraj. Oleh 
karena itu, sudah selayaknya mereka yang melakukan fitnahan ter-
sebut dijatuhi hukuman yang berlaku surut, sebab penjatuhan hu-
kuman tersebut akan menimbulkan dampak ketenangan, khususnya 
bagi korban dan umumnya bagi kaum Muslimin.12 
Sedangkan menurut as-Sābiq, hukum keharaman qaŜaf itu 
dengan turunnya QS. an-Nūr (24): 4 tersebut. Hal ini disebabkan 
terjadinya suatu berita bohong (H{adīṡ al-Ifkī) yang menimpa atas 
diri ‘Āisyah r.a. Kemudian, ‘Āisyah berkata: ketika turun ayat atas 
pembebasan diriku, Nabi berdiri di atas mimbar menuturkan 
persoalan tuduhan zina dan membacakan ayat al-Qur’an tersebut. 
Kemudian, setelah Nabi turun dari mimbar, beliau menyuruh sahabat 
                                                                
11 Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, 1978, ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh, op cit, hlm. 210-215. 
12 Hanafi, Ahmad, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta, Bulan 
Binang, hlm. 84-85. 
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untuk mencambuk H{isān, Mist}ah}, dan H{imnah yang menuduh 
‘Āisyah telah zina.13 
Menurut penulis, bahwa kejahatan berbuat zina dalam syari’at 
Islam dengan berbagai rukun dan persyaratannya merupakan keja-
hatan yang sangat sulit untuk ditetapkan (dibuktikan), karena ke-
jahatan berbuat zina harus dilakukan di tempat terbuka, sehingga 
mudah disaksikan oleh manusia, karena jika mereka menuduh zina 
harus dapat dibuktikan oleh 4 (empat) orang saksi yang melihat 
langsung masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan 
perempuan tanpa halangan sedikit pun, dan hal itu sangat sulit untuk 
dilakukan. Jika perzinaan terjadi dalam keadaan sembunyi-sembunyi 
atau tanpa terpenuhi rukun-rukun maupun syarat-syaratnya dan atau 
tanpa ada kesaksian oleh 4 (empat) orang saksi yang adil dan 
terpercaya melihatnya, maka perbuatan zina tersebut dapat 
dipastikan bebas dari ancaman hukuman h}add dan perzinaan hanya 
menjadi dosa keagamaan yang terlaknat di dunia dan dosa simbolik 
di akherat kelak.14 
7.  Kriteria Kesaksian Jarīmah al-QaŜaf 
Menurut penulis kriteria mengenai kesaksian dengan 4 (empat) 
orang saksi yang terpercaya dan adil yang harus melihat langsung 
dengan mata kepala sendiri terhadap adegan perbuatan zina tersebut, 
perlu untuk dikaji ulang, misalnya; meskipun kata “شهداء” menurut 
Kamus Munawwir adalah jamak dari kata “الشهيد” yang artinya orang 
yang menjadi saksi.15 Akan tetapi, posisinya bisa digantikan dengan 
                                                                
13 As-Sābiq, Sayyid, 1998, Fiqh as-Sunnah, op cit, hlm. 213. 
14 Ibid., hlm. 138-139.  
15 Munawwir, Aḥmad Warsūn, 1997, al-Munawwir, Surabaya: Pustaka 
Progessif, hlm.747. 
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benda selain orang yang secara ilmiah dapat dibenarkan, misalnya; 
berupa kamera, cctv, video, dan photo. 
Pendapat penulis dikuatkan oleh Syaltūt yang mengatakan 
bahwa seseorang boleh mengalirkan darah (membunuh), karena 
mempertahankan kehormatan rumah tangganya (kasus perzinaan) 
walaupun tanpa 4 (empat) orang saksi. Hal itu semata-mata sebagai 
pembelaan kehormatannya, manakala bukti-bukti telah kuat. Lebih 
lanjut Syaltut mengemukakan, jika tidak memungkinkan untuk 
menghadirkan 4 (empat) orang saksi, maka cukuplah bukti-bukti 
kuat yang menurut hukum perundang-undangan bisa digunakan 
sebagai alat bukti oleh hakim.16 Dengan tegas Syaltūt menyatakan; 
  وللقضاء طرق كثرية ىف اإلثبات وراء الشهود األربعة
Bagi pengadilan banyak cara untuk menetapkan (memutuskan 
keputusan) dan disamping dengan 4 (empat) orang saksi. 
Dari pendapat yang dikemukakan Syaltūt tersebut dapat 
dinyatakan bahwa jika secara hukum materiil bahwa bukti-bukti 
telah kuat (kamera cctv, video, photo, tes DNA, dan lain-lain) 
mengenai terjadinya perzinaan antara seorang laki-laki dengan 
seorang perempuan yang melanggar kehormatan orang lain, maka 
hakim bisa memutuskan perkara perzinaan tersebut, meskipun tanpa 
menghadirkan 4 (empat) orang saksi. 
Dengan demikian, pemikiran Syaltūt tersebut mengandung 
kemaslahatan, karena jika kasus perzinaan harus dengan 4 (empat) 
orang saksi dalam pembuktiannya, maka sulit (mustahil) untuk dapat 
terpenuhi, sebagaimana beberapa persyaratan para fuqahā’ yang 
mensyaratkan 4 (empat) orang saksi laki-laki yang harus melihat 
                                                                
16 Syaltūt, Maḥmūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, op cit, hlm. 353. 
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dengan mata kepala sendiri terhadap kejadian perzinaan (kelamin 
laki-laki masuk ke kelamin perempuan, seperti orang melihat sebuah 
timba masuk ke dalam sumur.17 
Ini berarti bahwa tidak ada satupun penetapan hukuman zina 
atas dasar pembuktian 4 (empat) orang saksi yang melihat dengan 
mata kepala sendiri secara bersama-sama perbuatan zina tersebut. 
Jika beberapa persyaratan tersebut masih tetap diberlakukan sesuai 
dengan pemikiran ‘ulama’ salaf, maka mustahil penetapan hukuman 
(h}add) dapat diberlakukan. Apalagi, menurut para ahli syari’ah 
rasional, bahwa hukuman rajam itu merupakan hukuman tradisi 
Arab masa Jahiliyah dan tradisi Agama Yahudi yang diIslamkan, 
seperti; Taufik Hakim dari Mesir, Mah}mūd Muh}ammad T{aha dari 
Sudan dan Muh}ammad Syahrūr dari Suriah. Justru Syahrūr 
mengatakan, hukuman (h}udūd) yang telah ditetapkan dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah sebagai hukuman maksimal dari hukuman 
yang bisa diterapkan. Oleh karena itu, menurutnya boleh diterapkan 
dengan bentuk hukuman yang lebih ringan dari ketentuan hukum 
syari’ah yang ada, tetapi tidak boleh melampuinya.18  
8.  Hikmah Jarīmah al-QaŜaf 
Di antara hikmah hukuman menuduh berzina (qaŜaf) menurut 
al-Jarjāwī adalah sebagai berikut; 
1.  Mencegah seseorang untuk tidak berbohong, karena orang 
yang tertuduh, jika dibenarkan oleh orang lain atas tu-
duhannya, maka martabat tertuduh akan jatuh dan ter-
siarlah bahwa ia telah melakukan dosa besar yaitu berzina. 
                                                                
17 Al-‘Asymāwī, 2012, Uṣūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 138. 
18 Kamil, Sukron, 2013, Pemikiran Politik Islam Tematik, Jakarta-Indonesia: 
Kencana Prenada Media Group, hlm. 237-238.  
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2.  Ia akan ditolak segala hak-haknya, tidak akan diterima 
pengaduan darinya, gugatan dan kesaksian sampai ia 
bertaubat, dan ia akan didera delapan puluh kali berdasar-
kan dua hal; pertama, hukuman dera zina sebanyak 100 
(seratus) kali dan yang menuduh didera 80 (delapan puluh) 
kali lebih kecil dosanya dari zina. Pengurangan ini didasar-
kan atas dasar keadilan. Kedua, qaŜaf adalah berita 
bohong, maka syarā’ melarang untuk menerima 
kesaksiannya hingga ia bertaubat. Karena kesaksian itu 
tidak dapat diterima, kecuali oleh orang-orang yang jujur. 
Balasan diberikan sesuai dengan jenis suatu pekerjaan.  
3.  Allah bermaksud menggabungkan siksa fisik, yaitu di-
cambuk 80 (delapan puluh) kali dan siksa psikis (tidak di-
terima kesaksiannya), sehingga pada kesempatan lain tidak 
lagi melakukan qaŜaf, sebagaimana QS. an-Nūr (24): 4.19 
9.   Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman QaŜaf 
Hukuman qaŜaf dapat gugur karena hal-hal berikut ini; 
1) Para saksi yang diajukan oleh yang dituduh mencabut 
kembali per-saksiannya. 
2) Orang yang dituduh melakukan zina membenarkan tu-
duhan penuduh. 
3) Korban (orang yang dituduh berzina) tidak mempercayai 
keterangan para saksi, menurut Abū Ḥanifah. 
4) Hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hu-
kuman, menurut Abū H{anifah.20 
                                                                
19 Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad, 1997, Ḥikmah at-Tasyrī‘, op cit, hlm. 198-
199. 
20 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid II, op cit, 
hlm. 407. 
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BAB III 
JARI<<<<MAH ASY-SYURBU 
1.  Pengertian Jarīmah Asy-Syurbu (Minuman yang Memabukkan) 
Pengertian Jarīmah asy-Syurbu menurut Mālik, asy-Syāfi’ī dan 
Ah}mad bahwa makna asy-syurbu, yaitu minuman yang memabukkan 
baik minuman tersebut berupa khamr ataupun selain khamr yang 
terbuat dari perasan anggur, korma, madu, gandum, atau bahan 
lainnya, baik yang memabukkan sedikit maupun banyak. Sedangkan 
menurut Abū H{anīfah, asy-Syurbu yaitu meminum khamr saja baik 
yang diminum banyak atau sedikit.1 
2.  Unsur-unsur Jarīmah Asy-Syurbu 
Unsur-unsur asy-syurbu ada dua macam, yaitu;  
1) Meminum khamr;  
2) Adanya niat melawan hukum (kesengajaan).2 
Unsur-unsur asy-syurbu (meminum) itu terpenuhi, jika pelaku 
meminum sesuatu yang memabukkan, baik sedikit atau banyak, baik 
dari perasan anggur maupun lainnya, menurut Imam Mālik, asy-
                                                                
1 Ibid., hlm. 410.  
2 Ibid., hlm. 411. 
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Syāfi’ī dan Ah}mad. Jika yang diminum itu bukan khamr, maka 
menurut Abū H{anifah tidak terpenuhi unsur pertama, artinya tidak 
haram. 
Adanya niat melawan hukum adalah si peminum mengetahui 
bahwa yang diminum itu adalah khamr.3  
3.   Hukuman untuk Jarīmah Asy-Syurbu 
Menurut pendapat Imam Mālik dan Abū H}anīfah bahwa hu-
kumannya adalah dijilid 40 (empat puluh) kali, sedangkan menurut 
Imam Ah}mad dan asy-Syāfi’ī bahwa hukumannya dijilid 80 (delapan 
puluh) kali, hukuman 40 (empat puluh) kali jilid pertama sebagai 
hukuman pokok (h}add) dan 40 (empat puluh) kali lagi sebagai hu-
kuman ta’zīr-nya.4 Hal ini berdasarkan pada zaman khalifah ‘Umar 
bin Khat}t}āb r.a., ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang 
tentang hukuman orang yang meminum khamr. ‘Alī bin Abī T{ālib 
r.a., menjawab; ia peminum khamr, jika mabuk akan menjadi ling-
lung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana 
hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (qaŜif), yaitu 
dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, sehingga ‘Umar menetap-
kan hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan.5 
4.   Pembuktian Jarīmah Asy-Syurbu 
Dasar pembuktian asy-syurbu, yaitu;  
1) Adanya dua orang saksi;  
2) Pengakuan dari pelaku sendiri;  
3) Qarīnah (bau minuman, mabuk, dan muntah.6 
                                                                
3 Ibid., hlm. 415. 
4 Ibid. 
5 Al-‘Asymāwī, 2012, Uṣūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 142. 
6 Ibid., hlm. 419-422. 
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Al-Qur’an sendiri menjelaskan hukum tentang minuman keras 
ini secara gradual, dimulai dengan QS. al-Baqarah (2): 219, yang 
hanya menjelaskan bahwa khamr itu ada manfaatnya tetapi dosanya 
lebih besar daripada manfaatnya, kemudian QS. an-Nisā’ (4): 43, 
yang menjelaskan bahwa meminum minuman keras itu dilarang bagi 
orang-orang Islam ketika mendekati waktu-waktu ṣalat, agar saat 
mereka melaksanakan shalat tidak dalam keadaan mabuk, sehingga 
dapat merusak shalat dan mengacaukan al-Qur’an yang dibacanya, 
dan akhirnya QS. al-Māidah (5): 90, yang menjelaskan bahwa me-
minum khamr adalah termasuk perbuatan syaitan yang wajib dijauhi 
agar tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum 
muslimin. 
Menurut al-‘Asymāwī bahwa dalam tiga ayat tersebut ada tiga 
pembahasan;  
1. Apakah minuman keras itu dilarang atau diperintahkan 
untuk menjauhinya?  
2. Apakah yang dimaksud dengan khamr dalam al-Qur’an?, 
dan  
3. Apakah ada hukuman bagi orang yang meminum minuman 
keras, dan apakah sifat hukuman itu?7 
Untuk masalah pertama, yaitu apakah minuman keras itu 
dilarang atau diperintahkan untuk menjauhinya, maka perlu ada 
pembedaan antara larangan (التحرمي) dengan perintah untuk menjauhi 
 Hal ini, karena ada teks ayat yang menyebutkan bahwa .(اإلجتناب)
Allah swt. hanya mengharamkan sesuatu yang disebutkan dalam 
ayat tersebut, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan 
                                                                
7 Ibid., hlm. 140-142. 
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semua binatang yang disembelih atas nama selain Allah dan tidak 
termasuk khamr, yaitu QS. al-An’ām (6): 145: 
≅è% Hω ß‰ É` r& ’Îû !$ tΒ zÇrρ é& ¥’n<Î) $ Β §ptèΧ 4’n?tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµßϑyèôÜ tƒ Hω Î) β r& 
šχθä3tƒ ºπtG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % nθàó¡̈Β ÷ρ r& zΝ ós s9 9ƒ Í”∴Åz …çµ‾ΡÎ* sù ê[ô_ Í‘ ÷ρ r& 
$ ¸)ó¡Ïù ¨≅Ïδé& ÎötóÏ9 «! $# ÏµÎ/ 4 Çyϑsù §äÜ ôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿω uρ 7Š$tã ¨β Î* sù š −/ u‘ 
Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊇⊆∈∪   
Katakanlah: Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyu-
kan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hen-
dak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau 
darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya 
semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain 
Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia 
tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, 
maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha 
penyayang.  (Depag RI, 1971: 212-213) 
Menurut al-‘Asymāwī, ayat ini merupakan ayat-ayat hukum 
yang paling akhir diturunkan dalam al-Qur’an. Perlu diperhatikan 
bahwa kata “اإلجتناب” muncul dalam al-Qur’an sebanyak 5 (lima) 
kali, di antaranya QS. al-H{ajj (22): 30; 
ρu&émÏ=‾Mô 9s6àΝã #${FΡ÷èy≈Νã )Îωā Βt$ ƒãF÷=n‘4 æt=n‹ø6àΝö ( ùs$$_ôFt⊥Ï6çθ#( 
#$9hÍ_ô[š ΒÏz #${Fρ÷Or≈Ç ρu#$_ôFt⊥Ï6çθ#( %sθö̂š #$9“–ρ‘Í ∪⊃⊂∩   
Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, ter-
kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhi-
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lah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah 
perkataan-perkataan dusta. (Depag RI, 1971: 516) 
Dalam ayat tersebut Allah menyuruh untuk menjauhi berhala-
berhala dan menjauhi perkataan-perkataan kotor, sebagaimana Allah 
menyuruh untuk menjauhi khamr, bukan untuk mengharamkannya. 
Untuk masalah kedua, yaitu apakah yang dimaksud dengan 
khamr dalam al-Qur’an itu?. Mayoritas ulamā’ berpendapat bahwa 
khamr secara bahasa adalah apa yang memabukkan akal, yaitu me-
nutupinya dari kesadaran. Dengan demikian, khamr adalah sesuatu 
yang memabukkan akal dan menutupinya. Mengenai hal ini, maka 
Nabi Muhammad saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim:  
كل : ه وسلم قالعن نافع عن ابن عمرأن رسول اهللا صلى اهللا علي
  8مسكرمخروكل مسكرحرام
Dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar, bahwasannya Rasulullah saw. ber-
sabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap 
yang memabukkan adalah diharamkan”. 
كل : أخربنا نافع عن ا بن عمرقال النىب صلى اهللا عليه وسلم
  9رحراممسكرمخروكل مخ
Diriwayatkan Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar, Nabi saw. bersabda: “Se-
tiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah 
diharamkan”. 
Berdasarkan H{adīṡ di atas, jelaslah bahwa setiap sesuatu yang 
dapat memabukkan akal dan menutupinya adalah khamr, tidak 
                                                                
8 Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-H{ajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}īh} Muslim, Juz III, op cit, hlm. 1587. 
9 Ibid, hlm. 1588. 
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menjadi masalah dari benda apapun asal bisa memabukkan adalah 
diharamkan, karena dapat merusak akal pikiran manusia. Akan 
tetapi, menurut pendapat Abū H{anīfah bahwa tidak termasuk khamr, 
kecuali hal-hal yang terbuat dari air anggur yang telah mendidih, 
mengeras dan berbuih. Khamr jenis inilah yang dimaksudkan oleh al-
Qur’an, sehingga minuman selain dari anggur, maka tidak termasuk 
khamr. Pendapat Abū H{anīfah itu ternyata tidak konsisten, sebab 
jika minuman itu dapat memabukkan, maka yang meminumnya 
harus mendapatkan hukuman dengan di-qiyas-kan pada khamr. Hal 
ini, karena benda-benda tersebut bukan termasuk yang disuruh untuk 
menjauhinya, tetapi jika dapat memabukkan, maka diharamkan.10 
Çyϑsù §äÜ ôÊ $# uöxî 8ø$ t/ Ÿωuρ 7Š$ tã Iξ sù zΝ øOÎ) Ïµø‹n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θàxî íΟŠÏm§‘   
…tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 
sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui 
batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (Depag RI, 1971: 42). 
Demikian pula bagi orang yang minum minuman oplosan, 
misalnya obat sakit kepala dicampur dengan sprit, dan air kelapa, 
kemudian ia mabuk atau bahkan ia sampai meninggal dunia. Pada 
hakekatnya, semua benda-benda tersebut tidak haram (halal) untuk 
dimakan (dikonsumsi), tetapi yang menjadi keharamannya adalah 
niatannya, yaitu mereka sudah mengetahui bahwa jika benda-benda 
tersebut dicampur (dioplos) dapat menyebabkan mabuk. Hal itulah 
yang menjadi keharamannya, sebagaimana QS. al-Baqarah (2): 195;  
                                                                
10 As-Sābiq, Sayyid, 1998, Fiqh as-Sunnah, op cit, hlm. 147-148. 
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…dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat baik. 
Mengenai masalah ketiga, yaitu tentang hukuman meminum 
minuman keras (khamr), para ulama berbeda pendapat. Hal ini 
karena dalam al-Qur’an sama sekali tidak menjelaskan hukuman 
tentang khamr. Justru ada pandangan sebagian ulama’ yang 
menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw. sendiri belum pernah 
menerapkan hukum bagi peminum khamr, tetapi Nabi hanya pernah 
memerintahkan untuk mencambuk seseorang yang meminum khamr 
setelah turun ayat terakhir, yaitu QS. al-Māidah (5): 90-91 
tersebut.11 
5.  Sejarah Pengharaman Khamr  
Menurut riwayat dari Qaṭadah yang menyatakan bahwa Allah 
mengharamkan khamr dalam Surat al-Māidah terjadi setelah perang 
di Ah}Ŝāb pada tahun keempat atau kelima Hijriyah. Akan tetapi 
menurut Ibnu Ish}āq, bahwasannya pengharaman ini terjadi pada 
waktu perang di Bani an-NaŜir, yaitu pada tahun keempat Hijriyah 
menurut pendapat yang kuat (rajih). Ada juga menurut ad-Dimyat}ī 
dalam buku sirahnya, ia mengatakan bahwa pengharaman khamr ini 
                                                                
11 Al-‘Asymāwī, 2012, Us}ūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 141. 
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terjadi pada waktu perjanjian Hudaibiyah pada tahun keenam 
Hijriyah.12 
Menurut al-‘Asymāwī bahwa pada zaman khalifah ‘Umar bin 
Khaṭṭāb r.a., ia pernah meminta pendapat kepada orang-orang 
tentang hukuman orang yang meminum khamr. ‘Alī bin Abī T{ālib 
r.a., menjawab; ia peminum khamr, jika mabuk akan menjadi ling-
lung, jika linglung akan berbohong, maka hukumlah ia sebagaimana 
hukuman bagi orang pembohong yakni penuduh zina (qaŜif), yaitu 
dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, sehingga ‘Umar mene-
tapkan hukuman bagi peminum khamr adalah 80 kali cambukan.13 
Yang menjadi pertanyaan, mengapa khalifah ‘Umar harus 
bermusyawarah dahulu kepada pada sahabatnya mengenai berapa 
jumlah cambukan bagi peminum khamr. Kemudian ‘Alī bin Abī 
T{ālib menggunakan analogi (al-qiyās) antara hukuman peminum 
khamr dengan orang yang berbohong (al-iftirā’) dalam tindak pidana 
penuduh zina dengan 80 (delapan puluh) kali cambukan, karena 
keduanya sama-sama sebagai pembohong. 
Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad 
saw. belum pernah menetapkan hukuman bagi peminum khamr, jika 
Nabi pernah menetapkan hukuman itu, tentu ‘Umar dan ‘Alī tidak 
bermusyawarah dengan menggunakan qiyās, seperti hukuman yang 
sudah pasti (tauqifī) yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-
Qur’an, seperti hukuman penuduh zina (qaŜaf), yaitu 80 (delapan 
puluh) kali cambukan sebagaimana QS. an-Nūr (24): 4. 
Jika benar bahwa hukuman peminum khamr itu harus 
ditentukan oleh khalifah (penguasa/ulil amri), sebagaimana 
                                                                
12 As-Sābiq, Sayyid, 1998, Fiqh as-Sunnah, Juz III, op cit, hlm. 139. 
13 Al-‘Asymāwī, 2012, Us}ūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 142. 
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kebijakan khalifah ‘Umar tersebut di atas, maka menurut penulis 
tepatlah bahwa jarīmah asy-syurbu atau peminum khamr menjadi 
kewenangan penguasa (ulil amri), sehingga jarīmah asy-syurbu itu 
tidak termasuk jarīmah ḥudūd, sebagaimana kategori yang 
ditetapkan oleh ‘Audah, tetapi masuk kategori jarmah ta’zīr, yakni 
kewenangan penetapan hukuman ada pada penguasa (ulil amri).  
Hal ini dipertegas Syaltūt bahwa hukuman meminum minuman 
keras itu tidaklah termasuk hukuman yang tegas (ليست حدا ملتزما) baik 
banyaknya ataupun caranya. Oleh Sebab itu, hukuman minuman 
keras masuk kategori jarīmah ta’zīr.14 
6.  Hikmah Pengharaman Khamr 
Hikmah pengharaman khamr (asy-Syurbu) menurut al-Jarjāwī 
bahwa peminum khamr sekali ia meminumnya, maka pelaku akan 
ketagihan untuk meminumnya. Setelah mereka kecanduan, maka 
sulit untuk berhenti dalam waktu yang singkat.15 
Pembuat syari’at yang Maha Bijaksana mengetahui kemasla-
hatan dunia dan akherat untuk ketenangan lahir dan batin, akal 
pikiran, maka dengan rahmat dan kasih sayang-Nya, lalu Allah me-
larang untuk meminum khamr tersebut. 
Sejarah meriwayatkan bahwa ayat pertama turun berkenaan 
dengan sekelompok orang yang mendatangi Rasulullah saw. untuk 
menanyakan tentang hukum berjudi, dan minum khamr yang telah 
banyak membahayakan masyarakat, maka turunlah QS. al-Baqarah 
(2): 219, yaitu ayat pertama mengenai pengharaman khamr. 
                                                                
14 Syaltūt, Mah}mūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, op cit, hlm. 295. 
15 Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Ah}mad, 1997, H{ikmah at-Tasyrī‘ wa Falsafatuh, Juz 
I, op cit, hlm. 178-179. 
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Ayat tersebut menjelaskan tentang manfaat dan maḍarat ke-
duanya, tetapi mad}arat-nya lebih besar daripada manfaatnya, dan 
hampir-hampir mereka tidak menemukan manfaat dari keduanya, 
karena mereka tidak pernah merasakan kenikmatan dan ketenangan 
jiwa baik ketika sedang meminumnya maupun sesudahnya. 
Ayat kedua yang berkenaan dengan pengharaman khamr turun 
berkaitan ketika Ibnu ‘Auf dan orang-orang yang bersamanya 
melakukan shalat setelah minum khamr, maka ketika membaca 
Sūrat al-Kāfirūn (109), ia membacanya:  
ö≅è% $ pκš‰ r' ‾≈ tƒ šχρ ãÏ≈ x6 ø9 $# ß‰ ç6 ôãr& $ tΒ tβρ ß‰ ç7÷ès?  
Ketika membaca sūrat al-Kāfirūn terjadi perubahan yang meng-
arah kepada kekufuran, māaka turunlah QS. an-Nisā’ (4): 43. 
Dengan diturunkan ayat tersebut, mereka tidak berani lagi 
meminum khamr ketika mendekati waktu shalat. Kasus serupa juga 
dialami oleh Sa’ād bin Abī Waqqas} ketika duduk bersama sahabat 
Ans}ār sedang menikmati jamuan minum khamr. Dalam keadaan ma-
buk setengah sadar dan tidak sadar, ia mengumandangkan syair-syair 
yang bernada melecehkan kaum Ans}ār, maka mereka marah dan 
memukuli Sa’ād di luar warung. Lalu Sa’ād lapor kepada Rasulullah 
saw. untuk mengadukan peristiwa pemukulan atas dirinya. Setelah 
mendengar pengaduan Sa’ād, Rasulullah saw. berdoa: “Ya Allah, 
berilah penjelasan kepada kami tentang hukum khamr dengan pen-
jelasan yang memuaskan”, maka turunlah QS. al-Māidah (5): 90 
tersebut. 
Simpulan dari semua itu bahwa khamr adalah biang dari segala 
kejahatan sebagaimana sabda Rasulullah saw.: “Khamr adalah induk 
segala keburukan”. Karena khamr membuat peminumnya lupa ke-
pada Allah dan lupa melaksanakan shalat sebagai tiang agama, 
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khamr juga menghalangi hati dari cahaya hikmah, merupakan tipu 
daya syaitan untuk mengajak manusia ke jurang kenistaan dan 
kehancuran dirinya, harta benda dan juga keluarganya bahkan ma-
syarakatnya. Hal ini semua, karena pelakunya cenderung merusak, 
menimbulkan permusuhan dan persengketaan, ia juga bisa mem-
bunuh, mencuri, berzina, menyerang yang kuat dan menindas yang 
lemah, mengucapkan kata-kata kotor menjadi kebiasaan dan 
tindakan kasar menjadi wataknya serta menghalalkan segala cara 
menjadi pedoman hidupnya. 
Hikmah hukuman bagi peminum khamr lainnya menurut al-
Jarjāwī adalah bahwa khamr benar-benar menjadi racun yang 
mematikan dan bisa memunculkan kerusakan yang besar bagi harta 
dan jiwanya.16 
Oleh karena itu, Allah telah menetapkan hukuman cambuk 80 
(delapan puluh) kali bagi peminum khamr. Ketetapan ini melebihi 
cemoohan yang timbul dari para imam, hakim, dan masyarakat mus-
lim. Pernah suatu ketika Nabi saw. didatangi oleh peminum khamr, 
Nabi saw. menyuruh orang tersebut untuk dicambuk, seraya berkata 
“kecamlah ia”. Mendengar sabda Nabi saw. tersebut, para sahabat 
yang hadir dan menyaksikannya mengucapkan kata-kata kecaman, 
“kamu tidak lagi bertakwa kepada Allah swt. tidak lagi takut kepada 
dasyatnya siksa-Nya dan tidak pula malu kepada Rasūlullāh saw”. 
Demikian seterusnya, ucapan-ucapan yang mengandung kecaman 
yang membuat martabatnya menjadi hina dan rendah di mata manu-
sia, sehingga ia tidak meminumnya terhadap benda yang mematikan 
ini. 
7.   Hal-hal yang dapat Menghalangi Pelaksanaan Hukuman Khamr 
                                                                
16 Ibid., hlm 196. 
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Hukuman jilid itu tidak bisa dilaksanakan, jika terdapat hal-hal 
berikut ini; 
1) Pelaku mencabut pengakuannya, sedangkan bukti lain 
tidak ada. 
2) Para saksi mencabut persaksiannya. 
3) Para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya pu-
tusan hakim, tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.17  
                                                                
17 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid II, op cit, 
hlm. 422. 
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BAB IV 
JARI<<<<MAH AS-SIRQAH 
1.   Pengertian As-Sirqah (Pencurian) 
Pencurian yang diancam dengan hukuman (h}add) dibedakan 
atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencu-
rian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-
diam (sembunyi-sembunyi), dan pencurian berat adalah mengambil 
harta milik orang lain secara kekerasan.1 
Dari definisi yang telah ditawarkan ‘Audah di atas, yaitu meng-
ambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi), 
maka bagi orang yang korupsi atau koruptor (al-mukhtalis) dan pem-
bajak (al-muhtahib) tidak termasuk dalam kategori pencuri yang 
dapat dihukumi h{add as-sirqah (pencurian), yaitu potong tangan. 
2.   Unsur-unsur Pencurian 
Unsur-unsur pencurian ada 4 macam, yaitu;  
1) Mengambil harta secara diam-diam;  
2) Barang yang dicuri berupa harta;  
                                                                
1 Ibid., hlm. 423. 
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3) Harta yang dicuri milik orang lain;  
4) Sengaja melawan hukum.2 
3.   Hukuman Pencurian 
Dasar hukuman pencurian adalah berdasarkan QS. al-Maidah 
(5): 38: 
ä−Í‘$ ¡ 9 $#uρ èπs%Í‘$ ¡ 9 $#uρ (#þθãèsÜ ø%$ sù $yϑßγtƒ Ï‰ ÷ƒ r& L!#t“y_ $ yϑÎ/ $ t7|¡x. Wξ≈s3tΡ zÏiΒ 
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Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong-
lah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang 
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. 
Adapun hukuman bagi pencuri adalah: 
 1) Penggantian kerugian senilai harta yang dicuri ( ضمان املال
 sebagai hukuman pengganti; dan (املسروق
 2) Hukuman potong tangan (قطع السارق) sebagai hukuman po-
kok, akan tetapi hukuman pokok dan pengganti dapat 
dilaksanakan secara bersama-sama.3 
4.   Pembuktian Jarīmah as-Sirqah 
Dasar pembuktian jarīmah as-sirqah, yaitu;  
1) Dua (2) orang saksi;  
2) Pengakuan; dan  
3) Sumpah.4 
                                                                
2 Ibid., hlm. 426. 
3 Ibid., hlm. 509. 
4 Ibid., hlm. 503 dan 508. 
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5.   Syarat-Syarat Pencuri dan Batas Minimal Barang yang Dicuri 
Menurut Sābiq dalam pencurian juga disyaratkan bahwa sifat-
sifat yang dianggap sebagai mencuri, ada 3;  
1)  Pencuri (as-sariq), sifat-sifatnya adalah al-taklif 
(mukallaf), yaitu dewasa dan berakal, atas kehendak 
sendiri, dan tidak ada unsur syubhāt terhadap barang yang 
dicuri.  
2) Barang yang dicuri (al-masrūq), sifat-sifatnya adalah 
merupakan barang bernilai/berharga, dan mencapai satu 
nis}ab. Para ulamā’ berbeda dalam menentukan satu niṣab, 
jumhūr ulamā’ menentukan 1/4 Dinar dari emas, atau 3 
Dirham dari perak, atau barang-barang yang sebanding 
dengan harga tersebut.  
3) Tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga 
barang tersebut.5  
Mengenai batas minimal barang yang dicuri tersebut, sebagai-
mana hadits riwayat al-Bukhārī:  
تقطع اليد يف ربع دينار : صلى اهللا عليه وسلمقال النيب : عن عائشة
  6فصاعدا
Dari ‘Āisyah, Nabi saw. bersabda: “Hukuman potong tangan 
bagi pencuri ¼ (seperempat) dinar ke atas”.  
H{adīṡ senada juga diriwayatkan Muslim:  
                                                                
5 As-Sābiq, Sayyid, 1998, Fiqh as-Sunnah, Juz III, op cit, hlm. 264, 267, 271, 
dan 274. 
6 Al-Bukhārī al-Ja’fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm 
bin al-Mugīrah bin Bardzabah, 1992, S{ah}īh} al-Bukhārī, Juz VIII, op cit, hlm. 329. 
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صلى اهللا عليه وسلم يقول ال تقطع يد عن عائشة أا مسعت النيب 
  7السارق إال يف ربع دينار فصاعدا
Dari ‘Āisyah, aku mendengar Nabi saw. bersabda: “Tidak 
dipotong tangan pencuri, kecuali mencuri barang senilai ¼ 
(seperempat) dinar ke atas”. 
 Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, berdasarkan Ḥadīṡ di 
atas, maka menurut penulis nilai barang yang dicuri sangat kecil, 
meskipun harus melebihi dari 1/4 Dinar, karena hanya Rp. 
1.512.000,-. Dengan estimasi, 1 Dinar = 13,44 gram emas, 
sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 450.000,- . Jadi 1/4 Dinar 
adalah 13,44 x Rp. 450.000,- : 4 = Rp. 1.512.000.,-8 Dengan 
demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan 
kondisi sekarang, misalnya satu nishabnya 1 Dinar, sehingga menjadi 
Rp. 1.512.000,- X 4 = Rp. 6.048.000,-. Artinya, pencuri yang dapat 
dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri di atas Rp. 
6.000.000,-. 
6.  Bentuk-bentuk Hukuman bagi Pencuri 
Jika mengacu kepada teks QS. al-Māidah (5): 38 bahwa kata 
 yang berarti berturut-turut ”سرقة“ adalah jamak dari kata ”السارق“
 maksudnya adalah pencuri tersebut sudah berulang kali ,(العود)
melakukan pencurian, sehingga sampai seseorang benar-benar 
                                                                
7 Muslim, al-Imām Abī al-H{usain Muslim bin al- H{ajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}īh} Muslim, op cit, hlm.1313. 
8 Sudarsono, 1992, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 
46. 
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mendapatkan julukan pencuri (9.(السارق Sebagaimana yang disebut-
kan dalam QS. al-Māidah (5): 38 tersebut, yaitu sebuah sebutan yang 
tidak terealisir dalam satu kali pencurian dan perlu adanya peng-
ulangan-pengulangan pencurian, dan juga pencuri itu tidak memiliki 
kepentingan (kebutuhan) yang mendesak harus mencuri, misalnya 
pencurian karena kelaparan atau karena ada bencana alam.10 
Dari beberapa persyaratan yang telah ditentukan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa hukuman pencuri yang berupa potong tangan itu 
agak sulit untuk direalisasikan, sehingga hukuman tersebut dapat 
dijalankan. 
Oleh karena itu, menurut penulis, jika bersandar juga kepada 
teks QS. al-Māidah (5): 38, ada alternatif lain mengenai penjatuhan 
hukuman kepada pencuri tidak harus dipotong tangannya. Yaitu kata 
 dalam ayat tersebut merupakan fi’il ‘amr. Fi’il ‘amr dapat ”فاقطعوا“
berbentuk if al/if ul/if il, sehingga mempunyai arti banyak, yaitu arti 
yang selain disebutkan di atas. 
Jadi, fi’il ‘amr tidak harus diartikan dengan lil al-wujūb, yang 
berarti bahwa pencuri wajib dipotong tangannya. Hal ini disebabkan 
bahwa fi’il ‘amr mempunyai beberapa pengertian, pertama, fi’il ‘amr 
diartikan dengan li an-nadb, yang berarti sebaiknya pencuri dipotong 
tangannya, kedua, fi’il ‘amr diartikan li al-ibahah, yang berarti, 
pencuri boleh dipotong tangannya, ketiga, fi’il ‘amr diartikan li at-
                                                                
9 Munawwir, Aḥmad Warsūn, 1997, al-Munawwir, op cit, hlm. 628. 
10 Al-‘Asymāwī, 2012, Us}ūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 132. 
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tahdīd, yang berarti, pencuri tidak dipotong tangannya hanya 
ditakut-takuti saja.11  
 
Dengan demikian, bentuk-bentuk hukuman atau alternatifnya, 
yaitu; 
1) Pencuri wajib dipotong tangannya;  
2) Sebaiknya pencuri dipotong tangannya; 
3) Pencuri boleh dipotong tangannya; 
4) Pencuri tidak harus dipotong tangannya hanya ditakut-
takuti saja. 
Demikian juga, pada umumnya para ulamā’ salaf hanya 
mengacu secara harfiah terhadap QS. al-Māidah (5): 38, yang meng-
haruskan pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian 
yang telah memenuhi persyaratan. Padahal, jika melihat setting 
social atau pendekatan sosio-historis bahwa bentuk hukuman ini 
sudah diberlakukan pada masa Islam datang, karena masyarakat 
Arab adalah masyarakat “nomaden” (berpidah pindah), sehingga 
sulit bagi pelaku pencurian untuk dijatuhi hukuman penjara, apalagi 
pada saat itu (masa Nabi dan Abū Bakar) belum ada penjara, 
sehingga hukuman potong tangan bagi pencuri adalah sangat tepat.12 
7.  Hikmah Hukuman Pencurian 
Di antara hikmah hukuman pencurian menurut al-Jarjāwī adalah 
sebagai berikut: 
                                                                
11 Al-Gazālī, Abī Aḥmad Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad, t.th., 
al-Mustas}fā min’ Ilm al-Uṣūl, Juz II, Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr, hlm. 417-418. 
12 Kamil, Sukron, 2013, Pemikiran Politik Islam Tematik, op cit, hlm. 237-238. 
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1)  Menghargai jerih payak orang yang mencari nafkah, 
karena tidak semua orang mudah untuk mencari nafkah, 
ada yang jadi petani, nelayan, berdagang, kuli panggul, dan 
pegawai di instansi pemerintahan. Dari pekerjaan itu 
membutuhkan pengorbanan baik jiwa maupun raga, demi 
memperoleh harta benda. 
2) Harta yang diperoleh dengan kerja keras itu akan 
digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, yaitu 
membeli makanan, pakaian, membantu fakir miskin anak 
yatim dan lain-lain. Oleh karena itu, manusia terdorong 
untuk bekerja keras demi mewujudkan tujuan-tujuan 
tersebut. Tiba-tiba datang pencuri untuk merampasnya, 
maka pencuri itu telah merusak kemakmuran, keamanan 
dan kenyamanan umum. 
3) Pencuri ketika melakukan pencurian kadang-kadang 
dengan cara merampas, merampok, menyerang orang, 
membuat kekacauan, mengganggu ketenangan waktu 
istirahat setelah bekerja, mengakibatkan pertumpahan 
darah dan pembunuhan, sehingga banyak anak menjadi 
yatim dan banyak perempuan menjadi janda. 
4)  Kebiasaan orang yang berprofesi sebagai pencuri, ia akan 
menjadi malas bekerja dan lebih suka menganggur karena 
pekerjaannya tidak jelas. Manusia akan saling memakan 
harta orang lain hanya untuk memenuhi keperluan hidup-
nya. Karenanya, pencuri diibaratkan seperti anggota tubuh 
yang sudah rusak, perlu diberikan sanksi bagi anggota 
tubuh yang digunakan mencuri, yaitu potong tangan dan 
kaki. Hikmah dari potong tangan dan kaki adalah untuk 
memberi pelajaran agar mereka tidak mengulangi dan 
tidak berbuat z}alim lagi.13 
                                                                
13 Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad, 1997, H{ikmah at-Tasyrī‘, op cit, hlm. 200-201. 
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8.   Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Pencurian 
Hukuman potong tangan dapat gugur, karena hal-hal berikut 
ini; 
 1) Orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai peng-
akuan pencuri atau para saksi, menurut Abū Ḥanifah. 
2) Adanya pengampunan dari pihak korban, menurut Syi’ah 
Zaidiyyah. 
3) Pencurinya menarik kembali pengakuannya, jika alat bukti 
hanya berupa pengakuan. 
4) Dikembalikan barang yang dicuri sebelum perkaranya di-
ajukan ke pengadilan. 
5) Pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri se-
belum adanya keputusan pengadilan. 
6) Pencurinya mengaku bahwa barang yang dicuri itu 
miliknya.14 
                                                                
14 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘al-Jināī al-Islāmī, Jilid II, op cit, 
hlm. 518-520. 
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BAB V 
JARI<<<<MAH AL-H{{{{IRA<<<<BAH 
1.  Pengertian Al-H{{{{irābah (Perampokan) 
H{irābah disebut juga perampokan di jalan (qatl at}-t}āriq) atau 
pencurian besar (as-sirqah al-kubrā). Oleh karena itu, para ulama’ 
berbeda-beda dalam mendefinisikan h}irābah. 
Menurut pendapat H{anāfiyah bahwa h}irābah adalah keluar 
untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang pada kenya-
taannya untuk menakut-nakuti orang yang lewat di jalan atau meng-
ambil harta, atau membunuh orang.1 
Menurut Imam Mālik, h}irābah adalah mengambil harta dengan 
tipuan (taktik), baik menggunakan kekuatan maupun tidak meng-
gunakan kekuatan.2 
Menurut pendapat Syāfi’īyyah bahwa pengertian h}irābah ialah 
keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-
                                                                
1 Ibid.,hlm. 530. 
2 Ibid., hlm. 527. 
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nakuti dengan jalan kekerasan (kekuatan) dan jauh dari pertolongan 
(bantuan).3 
2.  Dasar Hukum dan Unsur-unsur H{{ {{irābah 
Dasar hukum h}irābah adalah berdasarkan QS. al-Māidah (5): 
33: 
$ yϑ‾ΡÎ) (#äτℜ t“y_ t Ï%©! $# tβθç/ Í‘$ ptä† ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ tβöθyèó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 
#Š$ |¡sù β r& (#þθè= −G s)ãƒ ÷ρ r& (#þθç6 ‾= |Áãƒ ÷ρr& yì©Ü s)è? óΟÎγƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ßγè= ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ A#≈n= Åz 
÷ρ r& (#öθxΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 š Ï9≡ sŒ óΟ ßγs9 Ó“÷“Åz ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( óΟ ßγs9 uρ ’Îû 
ÍοtÅzFψ $# ë>#x‹ tã íΟŠ Ïàtã ∩⊂⊂∪   
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang me-
merangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka 
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang 
dari negeri (tempat kediamannya), yang demikian itu (sebagai) 
suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka 
beroleh siksaan yang besar. 
Berdasarkan QS. al-Māidah (5): 33 bahwa unsur-unsur dan ben-
tuk-bentuk hukuman h{irābah ada empat (4) macam hukuman sesuai 
dengan tingkat kejahatannya, yaitu; 
1) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, 
tetapi pelakunya tanpa mengambil harta dan tanpa mem-
bunuh, maka hukumannya adalah pengasingan (dipenjara). 
                                                                
3 Ibid., hlm. 526. 
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2) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, 
kemudian pelakunya hanya mengambil harta tanpa mem-
bunuh, maka hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki 
kirinya. 
3) Keluar rumah untuk mengambil harta, kemudian 
pelakunya hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka 
hukumannya adalah hanya dibunuh. 
4) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, 
kemudian pelakunya mengambil harta dan membunuh, 
maka hukumannya adalah dibunuh dan disalib.4  
Berdasarkan pengertian h}irābah yang berbeda-beda oleh para 
ulamā’, menurut An-Na’īm sangat perlu untuk memberikan batasan 
pengertian yang jelas dan tegas, karena h}udūd berpotensi untuk di-
salahgunakan dan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politik 
penguasa. Alasannya bahwa dalam beberapa literatur fiqh bahwa 
QS. al-Māidah (5): 33 tersebut dijadikan dalil h}add h}irābah yang 
dapat diartikan pemberontakan, perampokan di jalan, ataupun 
pencurian besar.5 
3.  Hukuman bagi Jarīmah H{{{{ira>> >>bah (Perampokan) 
Para ulamā’ berbeda pendapat mengenai hukuman h}irābah. 
Menurut Abū H}anīfah, asy-Syāfi’ī, Aḥmad, Syī’ah Zaidiyyah, hu-
kumannya disesuaikan dengan perbedaan jenis perbuatannya. 
Bentuk-bentuk jarmah h}irābah dan hukumannya ada 4 (empat) 
macam, yaitu;  
                                                                
4 Ibid., hlm. 532. 
5 An-Na‘īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: op cit, hlm. 209-
210. 
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1)  Menakut-nakuti orang di jalan, tanpa mengambil harta dan 
tanpa membunuh, hukumannya adalah pengasingan (النفى). 
Menurut Abū H{anīfah dan Ah}mad, tetapi menurut asy-
Syāfi’ī dan Syī’ah Zaidiyyah, hukumannya adalah ta’zīr. 
Arti pengasingan adalah dipenjara, baik ditempat terjadi-
nya perampokan, atau di tempat lain. Lamanya pengasing-
an (dipenjara) tidak terbatas sampai ia betul-betul ber-
taubat dan tingkah lakunya baik. Sedangkan menurut 
Hanabilah, lamanya pengasingan adalah satu tahun, 
diqiyaskan dengan pengasingan tindak pidana perzinaan.  
2) Mengambil harta tanpa membunuh, hukumannya adalah di 
potong tangan dan kakinya secara bersilang. Ini adalah 
pendapat Abū H{anīfah, Ah}mad, asy-Syāfi’ī dan Syī’ah 
Zaidiyah. Sedangkan menurut Mālik, hukumannya di-
serahkan kepada hakim untuk memilih, asal tidak 
hukuman pengasingan. 
3) Membunuh tanpa mengambil harta, hukumannya adalah 
dibunuh sebagai hukuman h}add tanpa disalib. Ini adalah 
pendapat Abū Ḥanīfah, asy-Syāfi’ī dan Ah}mad, sedangkan 
Syī’ah Zaidiyah, maka hukumannya adalah dibunuh dan di 
salib. 
4) Mengambil harta dan membunuh orangnya, hukuman-nya 
adalah dibunuh dan disalib, tanpa dipotong tangan dan 
kakinya. Ini pendapat H}anīfiyyah, asy-Syāfi’ī, Ah}mad, 
Syī’ah Zaidiyah. Sedangkan pendapat Abū H{anīfah, hakim 
boleh memilih dari 3 alternatif;  
a) Potong tangan dan kaki, lalu dibunuh atau disalib. 
b) Dibunuh tanpa disalib dan dipotong tangan dan kaki. 
c) Disalib baru dibunuh.6  
                                                                
6 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘al-Islāmī, Jilid II, op cit, hlm. 532-
538. 
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Menurut mereka, untuk masing-masing perbuatan tersebut di-
terapkan tertentu sesuai dengan alternatif hukuman yang tercamtum 
dalam QS. al-Māidah (5): 33.  
Sedangkan menurut Mālik dan Z{āhiriyyah bahwa hukuman 
untuk perampokan itu diserahkan kepada hakim untuk memilih 
hukuman yang lebih sesuai dengan perbuatan dari alternatif 
hukuman dalam QS. al-Māidah (5): 33 tersebut. Hanya saja Imam 
Mālik membatasi pilihan hukuman tersebut untuk selain 
pembunuhan, jika ia membunuh, maka hukuman dibunuh atau 
disalib, tetapi menurut Z{āhiriyah hukumannya tetap diserahkan 
hakim untuk memilihnya.7  
Adapun yang menjadi perbedaan dalam memberikan hukuman 
menurut ‘Audah adalah perbedaan penafsiran terhadap huruf aw (أو) 
dalam QS. al-Māidah (5): 33; 
$ yϑ‾ΡÎ) (#äτℜ t“y_ t Ï%©! $# tβθçÍ‘$ ptä† ©! $# …ã& s!θß™u‘uρ tβ öθyèó¡tƒ uρ ’Îû ÇÚö‘F{$# #Š$ |¡sù 
β r& (#þθè= −G s)ãƒ ÷ρ r& (#þθç6 ‾= |Áãƒ ÷ρ r& yì©Ü s)è? óΟÎγƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ßγè= ã_ö‘r&uρ ôÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& 
(#öθxΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚö‘F{$# 4 šÏ9≡ sŒ óΟßγs9 Ó“÷“Åz ’Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# ( óΟ ßγs9 uρ ’Îû 
ÍοtÅzFψ $# ë>#x‹ tã íΟŠ Ïàtã  
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang me-
merangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka 
bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang 
dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) 
                                                                
7 Ibid. hlm. 532. 
78       |       Hukum Pidana Islam 
suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka 
beroleh siksaan yang besar (Depag RI, 1971: 164). 
Berdasarkan ayat tersebut di atas, jumhūr ulamā’ berpendapat 
bahwa huruf aw (أو) dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah untuk 
penjelasan dan rincian (للبيان والتفصيل), sehingga hukuman harus di-
terapkan sesuai perbuatannya. Sedangkan Imam Mālik dan 
Z{āhiriyyah berpendapat bahwa huruf aw (أو) dimaksudkan untuk pi-
lihan (للتخيري), sehingga hakim diberi kebebasan untuk memilih 
hukuman yang paling tepat sesuai dengan jenis perampokannya. Me-
nurut Mālik, jika membunuh, maka ia dibunuh dan disalib. 
Alasannya bahwa setiap pembunuhan, maka hukumannya dibunuh.8  
4.   Perbandingan antara Sirqah dan H{{ {{irābah 
Perbandingan antara sirqah (pencurian) dan h}irābah (peram-
pokan) menurut ‘Audah adalah perampokan dapat digolongkan 
kepada tindak pidana pencurian, tetapi bukan dalam arti haqiqi, 
melainkan dalam arti majazi. Secara hakiki pencurian adalah 
pengambilan harta milik orang lain secara diam-diam, sedangkan 
perampokan adalah pengambilan harta secara paksa, terang-terangan 
dan dengan kekerasan. Hanya saja dalam perampokan juga terdapat 
unsur diam-diam, jika dikaitkan kepada penguasa atau petugas 
keamanan. Ini yang menjadi alasan bahwa perampokan juga bisa 
disebut pencurian besar (sirqah al-kubrā), sedangkan pencurian yang 
dilakukan secara diam-diam yang disebut sirqah (sirqah as-sugrā).9 
Kemudian menurut ulamā’ Ḥanāfiyyah, ḥirābah disebut juga 
dengan “قطع الطارق” (perampasan di jalan), karena tindak pidana 
                                                                
8 Ibid., hlm. 533. 
9 Ibid., hlm. 525. 
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perampokan selalu dilakukan dengan memotong jalan orang yang 
lewat.10 
5.  Sejarah Jarīmah al-H{{ {{irābah  
Jarīmah al-h}irābah ini termasuk tindak pidana yang berlaku 
surut, artinya ketika tindak pidana itu dilakukan sebelum ada hu-
kuman bagi tindak pidana tersebut, sehingga hukuman ditetapkan 
setelah turunya QS. al-Māidah (5): 33. 
Menurut Ḥanafi sebab-sebab turunnya adalah menurut riwayat 
yang kuat dan yang dipegangi oleh kebanyakan fuqahā’ bahwa ayat 
tersebut turun berkenaan dengan peristiwa orang-orang dari ‘Urainah 
yang tidak kerasan tinggal di Madinah. Kemudian Rasulullah saw. 
mengirimkan unta-unta kepada mereka dan menyuruh mereka untuk 
minum air susu dan air kencing unta tersebut sebagi obat. Pergilah 
mereka, tetapi setelah datang waktu pagi, mereka membunuh 
penggembalanya dan membawa lari unta-untanya. Maka Rasulullah 
saw. memerintahkan untuk mengejar mereka untuk ditangkap. Lalu 
turunlah QS. al-Māidah (5): 33, kemudian mereka dijatuhi hukuman 
sebagaimana yang ditunjukkan ayat tersebut. Penjatuhan hukuman 
tentunya untuk kepentingan umum yang menghendaki adanya 
kekuatan hukum yang berlaku surut, sebagaimana ayat tentang 
hukuman bagi jarīmah al-qaŜaf dalam QS. an-Nūr (24): 4. Hal ini 
dikarenakan bahwa tindakan orang-orang Urainah tersebut sangat 
keji, jika tidak diambil tindakan tegas, maka penghinaan terhadap 
kaum Muslimin dan sistem masyarakat baru yang berdasarkan Islam 
                                                                
10 Al-Kasanī, 1996, Kitāb Bada’i as} –S}ana’i fī Tartib asy-Syarā‘, Juz VII, 
Beirūt-Libanon: Dār al-Fikr, hlm. 135. 
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akan terganggu, serta kerusuhan-kerusuhan akan merajalela di mana-
mana.11 
Akan tetapi, menurut al-‘Asymāwī bahwa sebab-sebab 
turunnya ayat tersebut adalah Nabi Muhammad Saw. telah 
memotong tangan dan kaki kepada penjahat yang telah membunuh 
penggembala kambing dan mencuri kambing yang digembalakannya, 
kemudian Nabi mencongkel matanya dengan besi panas. Jadi, ayat 
tersebut turun untuk menjelaskan hukuman yang tidak sama dengan 
hukuman yang diberlakukan oleh Nabi Muhammad saw.12  
Menurut al-‘Asymāwī selanjutnya bahwa ayat tersebut itu 
untuk menetapkan hukuman bagi orang-orang yang memerangi 
agama Allah dan diri Rasul-Nya. Jadi, ayat tersebut adalah termasuk 
beberapa ayat yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad saw. dan 
hanya Nabilah yang berhak untuk menetapkan hukuman kepada 
orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, 
pada kenyataannya pemahaman dalam fiqh telah berjalan sesuai 
dengan maksud (i’tibār) ayat tersebut dengan memberlakukan 
hukuman bagi orang-orang yang memerangi umat Islam, para 
perampok dan orang-orang yang disamakan dengannya. Terjadi 
kekeliruan yang sangat mendasar dalam memahami makna syari’at, 
dimana setelah itu hukum-hukum yang ada pada ayat-ayat al-Qur’an 
dan Ḥadīṡ, diperluas lagi pada hasil ijtihād para fuqaha. Padahal, 
konteks ayat tersebut, hukuman itu khusus bagi orang-orang yang 
memerangi diri Nabi Muhammad saw. dan agama Allah swt. 
sehingga teks tersebut bersifat temporal.13 
                                                                
11 Hanafi, Ahmad, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, op cit, hlm. 85-86. 
12 Al-‘Asymāwī, 2012, Uṣūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 143. 
13 Ibid., hlm. 144-145. 
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Mengenai pernyataan al-‘Asymāwī di atas, penulis tidak 
sependapat bahwa QS. al-Māidah (5): 33 hanya ditujukan kepada 
Nabi Muhammad saw. secara khusus, akan tetapi juga kepada ulil 
amri (pemerintah) setelahnya. Memang pada saat Nabi Muhammad 
saw. masih hidup, beliaulah yang berhak untuk menentukan hu-
kumannya, apalagi pada saat itu beliau juga menjadi kepala 
pemerintahan Madinah, tetapi setelah beliau wafat, maka tugas 
kewenangannya ada pada pemerintah, sebagaimana yang ditunjuk-
kan dalam QS. an-Nisā’ (4): 59; 
$ pκš‰ r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθãΨ tΒ#u (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ÏÛ r&uρ tΑθß™§9 $# ’Í<'ρ é&uρ Í÷ ö∆F{$# 
óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î*sù ÷Λ äôãt“≈ uΖ s? ’Îû &óx« çνρ –Š ãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9 $#uρ β Î) ÷ΛäΨ ä. 
tβθãΖ ÏΒ÷σè? «!$ Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ ÌÅzFψ $# 4 y7 Ï9≡ sŒ ×öyz ß|¡ôm r&uρ ¸ξƒ Íρ ù's? ∩∈∪   
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu ber-
lainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 
Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian 
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.  (Depag RI, 
1971: 128) 
Ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk tunduk 
kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Pembangkangan terhadap ulil 
amri (pemerintah) yang sudah disepakati keabsahannya merupakan 
suatu pengingkaran terhadap pemerintah yang termasuk kategori 
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tindak pidana. Hal ini sebagaimana apa yang diisyaratkan oleh hadis 
riwayat Muslim yang diriwayatkan dari ‘Arfajah.14 
Berbeda dengan An-Na’īm yang menjelaskan bahwa ḥirābah 
hanya pemberontakan bersenjata yang mengancam struktur masya-
rakat dan keamanan Negara yang menuntut penggunaan kekerasan. 
Sedangkan masalah khusus yang menyangkut pembunuhan dan 
melukai anggota badan, mungkin hanya dihukum dengan hukuman 
jināyāt (qis}ās}-diyat). Sementara memaksa untuk mengambil harta 
orang lain, mungkin hanya dihukum dengan hukuman ta’zīr, karena 
ia tidak termasuk h}add as-sirqah, sebagaimana didefinisikan oleh 
para fuqahā’.15 
Dengan membatasi definisi pelanggaran h}add dalam ayat ter-
sebut hanya pada pemberontakan dengan kekerasan dan tidak untuk 
pembelotan politik tanpa kekerasan yang pasif. Kata kunci dalam 
QS. al-Māidah (5): 33 adalah kata "حياربون"  (memerangi), sehingga 
dengan jelas menunjuk pemberontakan bersenjata dengan kekerasan 
dari pada arti pembelotan politik secara damai atau sebagai oposisi 
politik. 
Jika merujuk juga kepada ruang lingkup yang luas dari term 
 membuat kerusakan di bumi) yang ditunjukkan dalam) فسادا ىف األرض
ayat tersebut, maka akan membuka jalan kearah penafsiran yang 
sangat luas dan opresif, jika digunakan sebagai kategori tersendiri 
yang terpisah dari penggunaan kekerasan. Tentunya, jika akan 
diterapkan sebagai jarīmah h}udūd, maka harus mempertimbangkan 
                                                                
14 Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-H{ajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}īh} Muslim, Juz III, op cit, hlm. 1480. 
15 An-Na‘īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: op cit, hlm. 210. 
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kondisi politik dan sosiologis tempat tindak pidana tersebut akan 
diterapkan.16 
Oleh karena itu, pendefinisain h}irābah harus jelas dan tegas, 
apakah sekedar kejahatan atas harta dengan kekerasan terhadap 
korbannya, ataukah memang merupakan kejahatan politik, seperti 
pengacau keamanan (terorisme), pembelotan tentara, perang 
saudara, penggulingan kekuasaan (suksesi), dan konflik berskala 
besar dengan hilangnya banyak biaya atau pengrusakan harta benda. 
 
6.  Persamaan dan Perbedaan al-H{{ {{irābah dan al-Bagyu 
Tampaknya An-Na’īm justru menyamakan antara h}irābah 
(perampokan) yang ditunjukkan oleh QS. al-Māidah (5): 33 dengan 
al-bagyu (pemberontakan bersenjata) yang ditunjukkan oleh QS. al-
H{ujurāt (49): 9. Dengan alasan, al-bagyu (pemberontakan bersenjata) 
yang ditunjukkan di dalam QS. al-H{ujurāt (49): 9 tidak jelas kriteria 
hukumannya, maka keberadaan (independen) h}add al-bagyu diragu-
kan, jika masuk kategori jarīmah h}udūd, sehingga lebih tepat jika 
jarīmah al-bagyu dikategorikan menjadi satu dalam jarīmah al-
h}irābah yang secara jelas hukumannya disebutkan di dalam QS. al-
Māidah (5): 33. Hal ini sebagaimana pendapat An-Na’īm hanya 
membatasi tindak pidana (jarīmah h}udūd) yang secara khusus hu-
kumannya disebutkan di dalam al-Qur’an, yakni az-zinā, al-qaŜaf, as-
sirqah, dan al-h}irābah.17 
 Ini berarti bahwa jarīmah al-bagyu, asy-syurbu dan ar-riddah, 
tidak termasuk kategori jarīmah h}udūd, karena hukuman bagi ketiga 
                                                                
16 Ibid., hlm. 210-212. 
17 Ibid., hlm. 206. 
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jarīmah tersebut tidak dijelaskan secara khusus di dalam al-Qur’an. 
Hal ini menurut An-Na’īm untuk membatasi tingkat kekejaman hu-
kuman yang ditentukan secara ekstrem dan konsekuensi-konsekuensi 
politik negatif dalam pelaksanaannya.18 
Mengenai arti dan definisi al-h}irābah yang disamakan al-bagyu 
menurut An-Na’īm penulis juga kurang sependapat. Hal ini disebab-
kan antara perampokan (al-h}irābah) dan pemberontakan (al-bagyu), 
memang terdapat beberapa kesamaan, tetapi ada perbedaannya. Ke-
samaannya adalah keduanya sama-sama memerangi Allah dan 
Rasul-Nya. Perbedaannya adalah jika perampokan ialah tindakan 
memerangi Allah dan Rasul-Nya tanpa menggunakan alasan (ta’wīl), 
melainkan bertujuan mengadakan kekacauan di muka bumi dan 
mengganggu keamanan. Sedangkan pemberontakan adalah tindakan 
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya juga, tetapi dengan meng-
gunakan alasan (ta’wīl). Alasan tersebut biasanya bersifat politis, 
sehingga tindakan yang dilakukannya bukan hanya sekedar menga-
cau dan mengganggu keamanan semata, melainkan tindakan yang 
tujuannya adalah mengambil alih kekuasaan (suksesi) atau men-
jatuhkan pemerintahan yang sah.19 Akan tetapi, penulis sependapat 
dengan An-Na’īm mengenai hukuman bagi pelaku pemberontakan 
(al-bagyu) yang disamakan dengan hukuman bagi perampokan (al-
h}irābah), sebagaimana yang ditunjukkan dalam QS. al-Māidah (5): 
33, karena dalam QS. al-H{ujurāt (24): 9 yang telah dijadikan dasar 
oleh ‘Audah tidak menunjukkan hukumannya secara pasti, meskipun 
‘Audah juga mendasarkan hukumannya kepada H{adīṡ riwayat 
                                                                
18 Ibid., hlm. 205-206. 
19 Muslich, Ahmad Wardi, 2005, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika 
Offset, hlm. 106. 
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Muslim yang menunjukkan bahwa hukuman bagi pemberontak 
adalah dibunuh (hukuman mati).20 
Dengan demikian, menurut penulis al-bagyu adalah tidak 
termasuk dalam kategori jarīmah h}udūd, tetapi sebaiknya masuk ka-
tegori jarīmah ta’zīr, yakni tindak pidana yang menjadi kewenangan 
penguasa, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Muslim. 
Karena sebab itulah menurut An-Na’īm jarīmah al-bagyu diragukan 
keberadaannya sebagai salah satu kategori jarīmah h}udūd. 
 
7.   Hikmah Hukuman Penyamun/Perampok  
Menurut al-Jarjāwī hikmah hukuman bagi perampok adalah 
perampok lebih berbahaya daripada pencuri, karena ia menggunakan 
kekuatan dalam melakukan perampokan yang tidak mungkin dapat 
dihadapi oleh para pedagang.21 
Pada dasarnya, perampok adalah orang yang mengingkari nik-
mat Allah, karena ia telah diberikan kekuatan dan kesehatan yang 
tidak digunakan sebagaimana mestinya. Seorang perampok juga jauh 
lebih berbahaya daripada seorang yang melakukan pembunuhan 
sengaja, karena bagi seorang pembunuh ia melakukan pembunuhan 
untuk balas dendam, tetapi berbeda dengan perampok, ketika ia 
keluar rumah sudah berniat untuk sengaja membunuh dan merampas 
harta sekaligus. 
                                                                
20 Muslim, al-Imām Abī al-H{usain Muslim bin al-H}ajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}īh} Muslim, Juz III, op cit, hlm. 1480. 
21 Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad, 1997, Hikmah at-Tasyrī‘, op cit, hlm. 201. 
86       |       Hukum Pidana Islam 
Dari beberapa kejahatan itulah, Allah menentukan hukuman 
yang bermacam-macam sesuai dengan tingkatan kejahatan yang 
dilakukannnya, sebagaimana penjelasan tersebut di atas. 
Hikmah hukuman mati bagi pemberontak menurut al-Jarjāwī 
adalah kelompok pemberontak sebagai manusia yang paling buruk 
dalam suatu bangsa atau umat. Karena di bumi ini mereka telah me-
lakukan berbagai kerusakan, ia telah merusak sistem Negara, menye-
barkan fitnah dan membuat makar, tanpa didasarkan kepada kebe-
naran, karena tujuan utama mereka hanyalah membuat keonaran 
suasana, menebar fitnah dan kecemasan demi mengambil 
keuntungan.22 
Menurut hukum syar’ī dalam menangani para pembangkang 
adalah sebelum dilakukan penyerangan, imam (penguasa) mengajak 
mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Jika mereka mau 
menerima ajakan imam, berarti ia telah mendapat hidayah dari 
Allah. Kemudian, jika ia tidak mau, maka imam wajib memerangi 
mereka sampai mereka mau kembali perintah Allah dan Rasul-Nya. 
Hal ini sebagaimana QS. al-H{ujurāt (49): 9. 
Apabila imam memerangi mereka dan berhasil mengalahkan 
mereka sampai lari tunggang langgang, tetapi mereka masih 
mempunyai sekutu, maka para sekutunya wajib juga diperangi agar 
mereka tidak mempunyai perlindungan. 
Adapun para pemberontak yang berhasil ditangkap, maka 
keputusannya diserahkan kepada hakim, hakim bebas memilih 
membunuh mereka atau hanya ditawan saja. Termasuk harta benda 
mereka dapat digunakan untuk menyerang mereka. Tetapi, jika 
mereka tidak mempunyai sekutu, maka tawanan tersebut tidak perlu 
                                                                
22 Ibid., hlm. 209-211. 
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dibunuh. Kemudian, bagi pemberontak yang terbunuh, maka mereka 
tidak perlu diṣalatkan, hanya mereka tetap dimandikan, dikafani dan 
dikuburkan. Semua perlakuan ini merupakan keharusan bagi setiap 
manusia yang mati.23 
8.   Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman (H{{{{add) H{{ {{irābah 
Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman (h}add) h}irābah 
adalah; 
1) Hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman (h}add) 
h}irābah adalah sama dengan h}add pencurian;  
a) Orang yang menjadi korban perampokan tidak mem-
percayai pengakuan perampokan atas perbuatannya. 
b) Pelaku perampokan menarik kembali pengakuannya. 
c) Orang yang menjadi korban perampokan tidak mem-
percayai para saksi. 
d) Pelaku perampokan berusaha memiliki barang yang 
dirampoknya secara sah sebelum perkaranya dibawa 
ke pengadilan.  
2) Taubat. 
Pelaku perampokan bertaubat sebelum mereka 
ditangkap oleh pihak penguasa, sebagaimana QS. al-
Māidah (5): 34.24 
                                                                
23 Ibid. 
24 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 543. 
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BAB VI 
JARI<<<<MAH AL-BAGYU 
1.   Pengertian al-Bagyu (Pemberontakan) 
Menurut pendapat H{anāfiyyah bahwa pengertian al-bagyu 
adalah keluar dari ketaatan kepada imam (kepala Negara) yang benar 
(sah) dengan cara yang tidak benar.1 
Menurut pendapat Mālikiyyah bahwa pengertian al-bagyu 
adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada yang kepemimpinan-
nya telah tetap dan tindakannya bukan dalam kemaksiatan, 
bertujuan menggulingkannya dengan menggunakan alasan (ta’wīl).2 
Menurut pendapat Syāfi’īyyah dan H{anābilah bahwa pengertian 
al-bagyu  adalah keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan 
pemimpin yang ditaati dari kepatuhan kepada imam (pemimpin) 
dengan menggunakan alasan (ta’wīl) yang tidak benar.3 
2.   Unsur-unsur al-Bagyu (Pemberontakan) 
Unsur-unsur al-bagyu (pemberontakan) ada tiga macam, yaitu; 
                                                                
1 Ibid., hlm. 553. 
2 Ibid. 
3 Ibid., hlm. 554. 
90       |       Hukum Pidana Islam 
1) Pembangkangan terhadap imam (pemimpin);  
2) Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan; dan  
3) Adanya niat melawan hukum.4 
Unsur pertama; keluar (pembangkangan) terhadap imam (pe-
mimpin) adalah menentang kepala Negara dan berupaya untuk 
menggulingkannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban 
sebagai warga Negara, seperti; tidak membayar pajak (zakat), dan 
penolakan untuk melaksanakan putusan hakim. 
Untuk pembentukan imāmah atau kepala Negara yang diakui 
eksistensinya, dapat ditetapkan dengan 4 (empat) cara, yaitu; 
1) Dengan cara pemilihan oleh أهل احلال والعقد dari kelompok 
ulamā’ dan fuqahā’, seperti pengangkatan Abū Bakar se-
bagai khalīfah. 
2) Dengan penunjukan langsung oleh imam sebelumnya, se-
perti penunjukan oleh khalīfah Abū Bakar terhadap ‘Umar. 
3) Imam yang sebelumnya membentuk majelis permusya-
waratan terhadap orang-orang tertentu untuk memilih 
imam yang baru, seperti yang dilakukan oleh khalifah 
‘Umar yang menunjuk 6 (enam) orang sahabat, kemudian 
terpilihlah ‘Uṡmān bin ‘Affan.  
4) Dengan cara kudeta atau perebutan kekuasaan yang di-
umumkan kepada rakyat, lalu rakyat mengakuinya sebagai 
pemerintah yang sah, seperti yang dilakukan oleh ‘Abd al-
Malik bin Marwān yang menggulingkan Ibnu al-Zubair, 
rakyat mengakuinya sebagai imam.  
Unsur kedua; keluar (pembangkangan) yang dilakukan dengan 
kekuatan. Menurut Imam Mālik, asy-Syāfi’ī, Ah}mad, dan Z{āhiriyyah 
                                                                
4 Ibid. 
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bahwa pemberontakan dimulai sejak digunakannya kekuatan secara 
nyata. Tetapi menurut Abū H{anīfah bahwa pemberontakan itu di-
mulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan 
maksud untuk berperang dan membangkang terhadap imam.5  
Unsur ketiga; adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi, 
jika seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuh-
kan imam, ia tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan 
kewajibannya.6  
3.   Dasar Hukuman bagi Pemberontakan (al-Bagyu) 
Dasar hukum pemberontakan (al-bagyu) berdasarkan QS. al-
H{ujurāt (49): 9: 
β Î)uρ Èβ$tG xÍ←!$ sÛ zÏΒ t ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# (#θè= tG tG ø%$# (#θßs Î= ô¹ r'sù $ yϑåκ s] ÷ t/ ( .βÎ* sù ôMtót/ 
$ yϑßγ1 y‰ ÷n Î) ’n?tã 3“t÷zW{$# (#θè= ÏG≈ s)sù ÉL ©9 $# Èöö7s? 4®L ym uþ’Å∀s? #’n<Î) ÌøΒ r& «!$# 4 
β Î*sù ôNu!$ sù (#θßs Î= ô¹ r'sù $ yϑåκ s] ÷t/ ÉΑô‰ yèø9 $ Î/ (#þθäÜ Å¡ø %r&uρ ( ¨βÎ) ©!$# =Ïtä† 
š ÏÜÅ¡ø)ßϑø9 $# ∩∪   
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu ber-
perang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau 
yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah 
yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut 
kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikan-
lah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu 
                                                                
5 Ibid., hlm. 566. 
6 Ibid., hlm. 573. 
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berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 
berlaku adil. 
Adapun hukuman pemberontakan (al-bagyu) adalah didamai-
kan, diperangi sampai mereka kembali kepada kebenaran, sebagai-
mana QS. al-H{ujurāt (49): 9 di atas, sedangkan sanksi yang berupa 
dibunuh menurut ‘Audah,7 berdasarkan dari H{adīṡ riwayat Muslim:  
من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن عرفجة قال
أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق 
  8مجاعتكم فاقتلوه
Dari ‘Arfajah berkata; Saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: “Barangsiapa yang datang kepadamu sedangkan 
kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin untuk memecah 
belah kelompokmu, maka bunuhlah ia”. 
Ḥadīṡ senada juga riwayat Muslim dari ‘Arfajah; 
إنه ستكون هنات : صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا 
فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهى مجيع فاضربوه بالسيف . وهنات
 9كائنا من كان
Saya (‘Arfajah) mendegar Rasulullah saw. bersabda: “Sesung-
guhnya nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barangsiapa yang 
berkehendak untuk memecah belah perkara umat ini, yaitu yang 
                                                                
7 Ibid., hlm. 552. 
8 Muslim, al-Imām Abī al-H{usain Muslim bin al-H{ajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}īh} Muslim, Juz III, op cit, hlm. 1480. 
9 Ibid., hlm. 1479. 
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sudah disepakati, maka pukullah (bunuhlah) ia dengan pedang 
dimanapun ia berada”. 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa al-bagyu (pembe-
rontakan) tidak termasuk kategori jarīmah h}udūd. Alasannya, al-
bagyu (pemberontakan) dalam QS. al-H{ujurāt (49): 9, tidak jelas kri-
teria hukumannya. Dengan demikian, keberadaan h}add al-bagyu 
diragukan, jika dimasukkan kategori jarīmah h}udūd. Oleh karena itu, 
lebih tepat, jika al-bagyu hukumannya dimasukkkan dalam jarīmah 
al-h}irābah yang secara jelas disebutkan di dalam QS. al-Māidah (5): 
33, sehingga sanksi (hukuman) bagi pelaku pemberontakan (al-
bagyu) disamakan dengan sanksi bagi perampokan (al-h}irābah). 
Dalam QS. al-H{ujurāt (24): 9 yang dijadikan dasar oleh ‘Audah 
tidak menunjukkan sanksinya secara pasti. ‘Audah mendasarkan 
sanksinya kepada H{adīṡ riwayat Muslim tersebut di atas, yaitu orang 
yang memecah belah kelompok, bunuhlah ia. Jika dicermati, eksis-
tensi H{adīṡ tersebut tidak jelas, apakah yang dimaksud itu bagi pem-
berontak ataukah bagi tindak pidana lain, seperti premanisme. 
Mengingat bahwa definisi pemberontakan adalah tindakan yang 
memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan menggunakan alasan (تأويل). 
Alasan tersebut biasanya bersifat politis, sehingga tindakan yang 
dilakukannya bukan hanya sekedar mengacau dan mengganggu 
keamanan semata, melainkan tindakan yang tujuannya adalah 
mengambil alih kekuasaan (subversi) atau menjatuhkan 
pemerintahan yang sah. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa al-bagyu (pem-
berontakan) lebih tepat dikategorikan kepada al-jarīmah as-siyāsah 
(tindak pidana politik), sebagaimana diakui ‘Audah yang men-
definiskan al-bagyu adalah orang-orang yang memberontak kepada 
imam (penguasa Negara) berdasarkan alasan (ta’wīl) tertentu dan 
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mempunyai kekuatan tertentu. Atau segolongan kaum muslimin 
yang menentang (melawan) penguasa Negara tertinggi (al-imām al-
a‘z}ām) atau wakilnya, karena dua hal, yaitu; pertama, tidak mau 
melaksanakan kewajiban, seperti membayar zakat atau tidak mau 
menyatakan setia dan tunduk kepada penguasa tertinggi, dan kedua, 
hendak mencopot penguasa tertinggi, karena dipandang telah me-
nyelewengkan kekuasaan.10 
Dengan demikian, tindak pidana pemberontakan menjadi ke-
wenangan pemerintah (ulil amri), sehingga lebih tepat jika al-bagyu 
masuk dalam kategori jarīmah ta’zīr. 
4.   Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemberontakan 
Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana 
maupun perdata berbeda-beda disesuaikan dengan perbedaan kondisi 
tindak pidananya. 
1) Pertanggungjawaban sebelum penggunaan kekuatan (املغالبة) 
dan sesudahnya 
Semua tindak pidana yang dilakukan sebelum dan 
sesudah pertempuran, baik perdata maupun pidana diang-
gap sebagai pelaku tindak pidana biasa. Maksudnya adalah 
ia dihukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, 
contohnya, jika ia membunuh, maka dibunuh (qis}as}), atau 
jika ia mencuri, maka ia dipotong tangannya, dan sebagai-
nya. 
2) Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat peng-
gunaan kekuatan (املغالبة).  
                                                                
10 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid I, op cit., hlm. 85. 
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Tindak pidana yang terjadi pada saat terjadinya pem-
berontakan dan pertempuran, ada dua macam, yaitu; 
a) Yang berkaitan langsung dengan pemberontakan 
Yang berkaitan langsung dengan 
pemberontakan, seperti merusak jembatan, 
mengebom gedung pemerintahan, membunuh 
pejabat, semuanya itu dihukum sebagai tindak pidana 
pemberontakan, yaitu hukuman mati, jika tidak ada 
pengampunan (amnesti). Caranya, dengan melakukan 
penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan 
pemberontakan dan melumpuh-kannya. Apabila 
mereka telah menyerah, maka penumpasan harus 
dihentikan, dan pemerintah berhak untuk 
mengampuni mereka, atau menghukum mereka 
dengan hukuman ta’zīr. 
Hukuman ketika dalam situasi perang adalah 
diperangi atau ditumpas, meskipun mereka terluka 
atau terbunuh, tidak dianggap sebagai hukuman, 
melainkan suatu upaya represif untuk mencegah dan 
menindas pemberontak, serta bertujuan untuk menya-
darkan mereka kepada sikap taat dan patuh kepada 
pemerintahan yang sah. Para ulamā’ sepakat bahwa 
jika situasi perang telah selesai, maka pertempuran 
dan pembunuhan harus dihentikan dan para pem-
berontak harus dijamin keselamatannya.11  
b) Yang tidak berkaitan langsung dengan pem-
berontakan 
                                                                
11 Ibid., Jilid II, hlm. 574. 
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Segala tindak pidana yang terjadi pada saat per-
tempuran, tidak berkaitan dengan pemberontakan, 
seperti minum minuman keras, berzina adalah 
dianggap sebagai tindak pidana biasa, dan pelakunya 
dihukum sebagai dengan hukuman ḥudūd. 
Sedangkan pertanggungjawaban perdata bagi 
pemberontak tidak ada, seperti merusak jembatan, 
bangunan dan menghancurkan asset-aset Negara, te-
tapi jika perusakan harta yang tidak berkaitan dengan 
pemberontakan, seperti harta kekayaan individu, 
maka mereka tetap bertanggungjawab dan wajib 
untuk menggantinya, menurut Abū H{anīfah dan 
Syāfi’īyyah.12  
                                                                
12
 Ibid., Jilid II, hlm. 574-575. 
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BAB VII 
JARĪMAH AR-RIDDAH 
1.  Pengertian ar-Riddah (Keluar dari Islam/Murtad) 
Pengertian ar-riddah ialah kembali (keluar) dari agama Islam 
atau memutuskan (keluar) dari Islam, baik dengan ucapan, 
perbuatan, maupun keyakinan. 
2.   Unsur-unsur ar-Riddah  
Unsur-unsur ar-riddah ada 2 macam, yaitu;  
1) Kembali (keluar) dari Islam; dan 
2) Adanya niat melawan hukum.  
Unsur pertama; pengertian kembali (keluar) dari Islam adalah 
meninggalkan agama Islam yang diyakininya. Keluar dari Islam itu 
dapat terjadi dengan tiga cara, yaitu;  
1) Dengan perbuatan; dan 
2) Dengan perkataan. 
3) Dengan keyakinan.1 
                                                                
1 Ibid., Jilid II, hlm. 758. 
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Menurut ‘Audah bahwa orang yang tidak mau menerapkan atau 
menolak untuk menerapkan hukum dengan menggunakan syari’at 
Islam adalah sudah menjadi kafir, sebagaimana pernyataannya; 
Di antara contoh yang jelas tentang kufur karena penolakan 
pada masa sekarang ini adalah penolakan untuk menerapkan hukum 
dengan menggunakan syari’at Islam, dan menerapkan hukum positif 
sebagai penggantinya. Pada prinsipnya menurut agama Islam, mene-
tapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah hukumnya 
wajib, sedangkan menetapkan hukum dengan selain yang diturunkan 
oleh Allah hukumnya haram. Nas{-nas} al-Qur’ān sangat jelas dan 
tegas dalam masalah ini. Allah SWT., berfirman: “Tidak ada hukum, 
kecuali dari Allah” dalam QS. Yūsuf (12): 40. Juga Allah berfirman: 
“Dan barangsiapa yang menetapkan hukum tidak dengan apa yang 
diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
fasiq” dalam QS. al-Māidah (5): 47. Juga Allah berfirman: “Dan 
barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang 
diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
Ŝalim” dalam QS. al-Māidah (5): 45. Juga Allah berfirman: “Dan 
barangsiapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang 
diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang 
kafir” dalam QS. al-Māidah (5): 44).  
Lebih lanjut, ‘Audah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan 
(sepakat) di antara para fuqahā’ dan ulamā’ bahwa setiap 
perundang-undangan yang bertentangan dengan syari’at Islam, 
hukumnya adalah batal dan tidak wajib ditaati. Demikian juga, 
orang-orang yang terlibat dalam pembuatan undang-undang, maka 
dapat disifati dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat-ayat 
tersebut, yaitu; kafir, Ŝalim dan fasiq. Dengan demikian, orang-orang 
yang tidak mau melaksanakan hukuman h}udūd, seperti potong 
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tangan untuk pencurian, jilid untuk zina, disertai dengan keyakinan 
bahwa hukuman yang lain lebih baik dan lebih utama, maka ia dapat 
dikategorikan kafir. Apabila alasannya bukan karena ingkar, maka ia 
termasuk Ŝalim, atau minimal fasiq.2  
Unsur kedua; Adanya niat melawan hukum (kesengajaan). Me-
nurut imam asy-Syāfi’ī bahwa pelakunya harus berniat melakukan 
kekufuran, dan tidak cukup dengan perbuatan atau ucapan yang 
mengandung kekufuran semata. Alasannya adalah berdasarkan 
H{adīṡ riwayat al-Bukhārī: 
عت عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه خيطب قال مسعت النىب صلى مس 
منا لكل امرئ يأيهاالناس إمنا األعمال بالنية وإ: اهللا عليه وسلم يقول
 3...مانوى
Saya mendengar ‘Umar bin al-Khat}t}āb r.a. berpidato, ia berka-
ta: saya mendengar Nabi saw. bersabda: “Wahai manusia, se-
sungguhnya perbuatan itu harus disertai dengan niat, dan se-
sungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang diniatkannya…“. 
Menurut Imam Mālik, Abū H{anīfah, dan Syī’ah Zaidiyyah 
bahwa untuk terwujudnya riddah cukup dengan ucapan yang menun-
jukkan kekafiran, tidak perlu adanya niat kufur. Justru Abū H{anīfah 
dan Ah}mad bahwa perbuatan dan ucapan yang main-main juga dapat 
mengakibatkan kekafiran, jika mengandung arti kufur, dan ia 
                                                                
2 Ibid., Jilid II, hlm. 582. 
3 Al-Bukhārī al-Ja’ fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muh}ammad bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm 
bin al-Mugīrah bin Bardzabah, 1992, S{ah}īh} al-Bukhārī, Juz VII, op cit, hlm. 385. 
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mempunyai kebebasan, dan ia mengetahui arti ucapan dan per-
buatannya itu.4 
3.   Dasar Hukuman untuk Jarīmah Ar-Riddah 
Dasar hukum ar-riddah menurut ‘Audah adalah berdasarkan 
QS. al-Baqarah (2): 217; 
tΒ uρ ÷Š Ï‰ s?ötƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tã ÏµÏΖƒ ÏŠ ôM ßϑuŠ sù uθèδuρ ÖÏù% Ÿ2 y7 Í×‾≈ s9 'ρ é'sù 
ôM sÜ Î7ym óΟ ßγè=≈ yϑôãr& ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9 $# ÍοtÅzFψ $#uρ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρé&uρ Ü=≈ys ô¹ r& Í‘$̈Ζ9 $# ( 
öΝ èδ $ yγŠÏù šχρà$Î#≈ yz  
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu 
dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia 
amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya. (Depag RI, 1971: 53) 
Dan berdasarkan H{adīṡ riwayat al-Bukhārī:  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
 5من بدل دينه فاقتلوه : سلم
Dari Ibnu ‘Abbās ra. berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Ba-
rangsiapa mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia”. 
H{adīṡ di atas diperkuat h}adīṡ riwayat Muslim: 
                                                                
4 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 590-591. 
5 Al-Bukhārī al-Ja’fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm 
bin al-Mugīrah bin Bardzabah, 1992, S{ah}īh} al-Bukhārī, Juz VIII, op cit, hlm. 372. 
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ال حيل دم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قال عن عبد اهللا
والتارك , والنفس بالنفس, الثيب الزان: امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
 6 لدينه املفارق للجماعة
Dari ‘Abdillāh berkata: Rasūlullāh saw. bersabda: “Tidak halal 
darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; orang yang 
muhshan berzina, atau orang yang membunuh jiwa karenanya ia 
harus dibunuh, atau orang yang meninggalkan agamanya 
(murtad) dan berpisah dari jamaahnya”. 
4.   Hukuman untuk Jari>mah ar>>> -Riddah 
Berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 217 dan al-Sunnah di atas, me-
nurut ‘Audah hukuman untuk riddah ada 3 macam, yaitu; 
1) Hukuman mati sebagai hukuman pokok. 
Hukuman pokoknya yaitu hukuman mati yang berlaku 
umum untuk setiap orang yang murtad, baik laki-laki maupun 
perempuan, tua maupun muda berdasarkan H{adīṡ riwayat al-
Bukhārī dari Ibnu ‘Abbās di atas.  
Menurut Abū H{anīfah bahwa perempuan dan anak 
mumayyiz tidak dihukum mati karena murtad, tetapi dipaksa 
kembali kepada Islam, jika tidak mau, maka tetap dipenjara 
sampai bertaubat atau sampai mati. Alasannya adalah 
Rasulullah saw. melarang membunuh wanita kafir asli. Akan te-
tapi menurut Mālik, anak mumayyiz yang murtad harus di-
hukum bunuh, jika ia murtad setelah balig.7  
                                                                
6 Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}īh Muslim, Juz III, op cit, hlm. 1302-1303. 
7 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 591. 
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2) Hukuman Pengganti  
Hukuman pengganti untuk riddah berlaku dua keadaan, yaitu; 
a) Jika hukuman pokok gugur karena taubat, maka hakim 
menggantinya dengan hukuman ta’zīr yang sesuai dengan 
keadaan perbuatan pelaku, seperti hukuman cambuk, atau 
penjara, atau denda, atau cukup dipermalukan (التوبيخ). 
b) Jika hukuman pokok gugur karena syubhāt, seperti pen-
dapat Abū H{anīfah yang menggugurkan hukuman mati 
bagi wanita dan anak-anak, maka ia dipenjara dengan masa 
yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali 
ke agama Islam.8 
3) Hukuman Tambahan 
Hukuman tambahan yang dikenakan kepada riddah ada 
dua macam, yaitu; 
a) Penyitaan atau perampasan harta 
Menurut imam Mālik, Syāfi’ī dan Aḥmad bahwa jika 
orang murtad mati atau dibunuh, maka hartanya menjadi 
milik bersama (disita Negara) dan tidak boleh diwariskan 
oleh siapapun, berdasarkan h}adīṡ riwayat al-Bukhārī: 
رضي اهللا عنهما أن النىب صلى اهللا عليه وسلم  وعن أسامة بن زيد
 9 اليرث املسلم الكافر واليرث الكافر املسلم: قال
Dari Usāmah bin Zaid r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: 
“Orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan 
orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang muslim”. 
 
                                                                
8 Ibid., Jilid II, hlm. 597. 
9 Al-Bukhārī al-Ja’ fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn Ibrāhīm 
bin al-Mugīrah bin Bardzabah, 1992, S{ah}īh al-Bukhārī, Juz VIII, op cit, hlm. 322. 
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b) Berkurangnya untuk melakukan tas}arrūf 
Riddah tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk 
memiliki sesuatu dengan cara apapun, kecuali warisan, 
tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan untuk men-
tas}arruf-kan hartanya, baik yang diperoleh sebelum murtad 
maupun sesudahnya, seperti menjual barang, tidak berlaku 
-sam (موقف) melainkan ditangguhkan keabsahannya (نافذة)
pai ia kembali ke agama Islam.10 
Menurut penulis dasar hukum yang digunakan ‘Audah adalah 
tidak tepat. Alasannya, dasar hukuman ar-riddah berdasarkan H{adīṡ 
yang diriwayatkan dari ‘Ikrimah maula Ibnu ‘Abbās tersebut 
menurut T{aha Jabir al-‘Alwanī, tidak dapat digunakan sebagai hujjah 
(dalil) karena h}adīṡ tersebut d}aīf yang tergolong mursal.11 Dan me-
nurut Ahmad Darodji, H{adīṡ mursal yaitu H{adīṡ yang gugur dari 
akhir sanadnya seorang setelah t}ābi’īn, sehingga tidak dapat di-
gunakan sebagi hujjah.12 
Justru Imam al-Bukhārī membahasnya dalam bab pertaubatan 
kaum murtad dan pelaku kriminal, meskipun pembahasan ayat-ayat 
al-Qur’an sebelumnya berkaitan dengan murtad keyakinan bukan 
murtad karena peperangan, perbuatan kriminal atau pem-
berontakan.13  
                                                                
10 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 599. 
11 Al-‘Alwani, Thaha Jabir, 2006, Lā Ikrah fī ad-Dīn, t.kp.: asy-Syarwah ad-
Dauliyah, hlm. 133. 
12 Darodji, Ahmad, dkk, 1986, Pengantar Ilmu Hadits, Semarang: IAIN 
Walisongo, hlm. 138. 
13 Al-Bukhārī al-Ja’fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn 
Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardzabah, 1992, S{ah}īh} al-Bukhārī, juz VIII, op cit, hlm. 
370-372. 
104       |       Hukum Pidana Islam 
Menurut Ibnu H{ajar bahwa yang dimaksud mengganti atau me-
nukar agamanya adalah dalam hal z}ahir, yaitu murtad yang berkaitan 
dengan pembelotan kepada orang-orang kafir dalam peperangan 
bukan murtad dalam batin semata.14  
Jadi, menurut penulis murtad yang bisa dijatuhi hukuman mati 
adalah murtad yang berkaitan dengan pembelotan kepada orang-
orang kafir yang menjadi musuh Islam, bukan murtad dalam 
keyakinan semata, karena hal itu bertentangan dengan keumuman 
ayat “lā ikraha fī ad-dīn” dalam QS. al-Baqarah (2): 256. 
Dengan demikian, pada masa sekarang sudah tidak sesuai lagi, 
jika ar-riddah (murtad) masuk dalam kategori tindak pidana 
(jarīmah) dalam hukum pidana Islam, apalagi masuk kategori 
jarīmah h}udūd yang menjadi hak Allah (publik), karena bertentangan 
dengan nilai-nilai al-Qur’an yang menjelaskan mengenai kebebasan 
beragama yang sudah menjadi hak asasi manusia yang ditetapkan 
oleh piagam internasional maupun teks perundang-undangan negara. 
5.   Sejarah Jarīmah ar-Riddah 
Perlu diketahui mengenai setting sosial pada pada Nabi 
Muhammad sebagai kepala Negara Madinah dan pada masa 
sesudahnya, yaitu khulafa ar-rāsyidīn sampai abad pertengahan 
bahwa dasar-dasar Negara (khususnya Negara Timur Tengah dan 
Eropa) tidak sama dengan dasar-dasar Negara pada zaman modern 
sekarang ini. Pada abad pertengahan pemikiran mengenai hal-hal 
kenegaraan sangat terbatas dan yang dijadikan dasar-dasar Negara 
pada saat itu adalah agama yang dipeluknya. 
                                                                
14 Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, 2000, Fath} al-Bārī Syarh} S{ah}īh} al-Bukhārī, Juz VII, 
loc cit, hlm. 336-337. 
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Dengan demikian, Islam merupakan sebuah identitas nasio-
nalisme di negara-negara Timur Tengah, sehingga Islam merupakan 
symbol Negara di Timur Tengah, sedangkan Kristen adalah symbol 
Negara di Eropa. Orang Islam adalah rakyat dari setiap komunitas 
Islam dan merupakan anggota dari setiap jamaahnya, demikian pula 
orang Kristen adalah rakyat dari setiap komunitas jamaahnya. Bagi 
minoritas keagamaan dalam setiap komunitas akan menerima 
perlindungan agama mayoritasnya, misalnya istilah kafir Ŝimmi 
adalah penduduk non Islam dalam negera Islam, tetapi mereka 
tunduk pada hukum Islam.15 
Menurut al-‘Asymāwī, jika dalam pemahaman seperti itu, maka 
keluar dari agama Islam mendekati makna melakukan kejahatan 
pengkhianatan yang besar (اخليانة العظمى), karena ketika seseorang me-
ninggalkan agamanya, berarti ia telah bergabung dengan agama 
musuh yang merupakan musuh Negara Islam.16 
Pernyataan al-‘Asymāwī tersebut sejalan dengan Abu Zahrah 
yang mengatakan bahwa Negara Islam berdiri berdasarkan atas 
agama Islam, maka barangsiapa keluar dari Islam berarti ia telah 
keluar dan melakukan perlawanan terhadap Negara dan ia (murtad) 
dapat disamakan dengan melakukan kejahatan pengkhianatan besar 
-yang telah memisahkan agama Islam dan hukum-hu ,(اخليانة العظمى)
kumnya dari Negara Islam, maka berarti ia telah memisahkan hal-hal 
yang telah menjadi keharusan (kewajiban).17 
Pernyataan al-‘Asymāwī dan Abu Zahrah tersebut itulah me-
nurut penulis alasan yang tepat untuk menerapkan hukuman mati 
                                                                
15 Al-‘Asymāwī, 2012, Us}ūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 146. 
16 Ibid. 
17 Zahrah, al-Imām Muh}ammad Abū, t.th., al-‘Uqūbah, op cit, hlm.173. 
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bagi orang murtad yang sesuai dengan H{adīṡ riwayat al-Bukhārī dari 
Ibnu ‘Abbās dan h}adīṡ riwayat Muslim dari ‘Abdillāh di atas.  
Menurut al-‘Asymāwī bahwa kedua H{adīṡ tersebut Nabi 
Muhammad saw. tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan 
mengganti agama (tabdi ad-dīn); apakah ia mengganti agama apa 
saja termasuk ia masuk Islam menggantikan agama sebelumnya atau 
yang Nabi maksudkan hanya mengganti agama Islam menjadi agama 
lainnya. Dalam konteks H{adīṡ tersebut memang makna yang kedua, 
sehingga hukuman mati pantas bagi dirinya yang telah keluar dari 
agama dan syari’at Islam.18 
Selanjutnya, menurut al-‘Asymāwī belum ada kepastian bahwa 
Nabi Muhammad saw. telah menetapkan hukuman bagi orang 
murtad kepada seorangpun. Bahkan di dalam al-Qur’an ada beberapa 
ayat yang menjelaskan mengenai kebebasan beragama, di antaranya; 
a. QS. al-Baqarah (2): 62; 
¨β Î) t Ï%©! $# (#θãΨ tΒ#u š Ï%©! $#uρ (#ρ ßŠ$ yδ 3“t≈ |Á̈Ζ9 $#uρ šÏ↔ Î7≈ ¢Á9 $#uρ ôtΒ 
ztΒ#u «! $ Î/ ÏΘ öθu‹ø9 $#uρ ÌÅzFψ $# Ÿ≅Ïϑtãuρ $[s Î=≈ |¹ öΝ ßγn= sù öΝèδãô_ r& y‰ΨÏã óΟ ÎγÎn/ u‘ 
Ÿω uρ ì∃ öθyz öΝ Íκ ön= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθçΡt“øts†   
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, 
orang-orang Nasrani dan orang-orang S{abiin (orang yang meng-
ikuti syari’at Nabi-nabi terdahulu), siapa saja diantara mereka 
yang benar-benar beriman kepada Allah, hari Kemudian dan 
beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan me-
                                                                
18 Al-‘Asymāwī, 2012, Us}ūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 147. 
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reka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) 
mereka bersedih hati (Depag RI, 1971: 19). 
b. QS. al-Baqarah (2): 256; 
 Iω oν#tø.Î) ’Îû È Ïe$! $# ( ‰ s% t̈ t6 ¨? ß‰ô©”9 $# zÏΒ Äcxöø9 $# 4 yϑsù öàõ3tƒ 
ÏNθäó≈ ©Ü9 $ Î/ -∅ÏΒ ÷σãƒ uρ «! $ Î/ Ï‰ s)sù y7|¡ôϑtG ó™$# Íοuρ óãèø9 $ Î/ 4’s+øOâθø9 $# Ÿω 
tΠ$|ÁÏΡ$# $ oλ m; 3 ª! $#uρ ì ‹Ïÿ xœ îΛÎ= tæ ∩⊄∈∉∪   
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesung-
guhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, 
karena itu barangsiapa yang ingkar kepada t}agut (apa saja yang 
disembah selian Allah) dan beriman kepada Allah, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 
kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui (Depag RI, 1971: 63). 
c. QS. Yūnus (10): 99:  
öθs9 uρ u!$ x© y7 •/ u‘ ztΒ Uψ tΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# öΝ ßγU= à2 $ èŠ ÏΗ sd 4 |MΡr' sùr& çνÌõ3è? 
}̈ $ ¨Ζ9$# 4®L ym (#θçΡθä3tƒ šÏΖ ÏΒ ÷σãΒ ∩∪   
Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua 
orang yang di muka bumi seluruhnya, maka apakah kamu 
(hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-
orang yang beriman semuanya ? (Depag RI, 1971: 322). 
d. QS. al-Kahfi (18): 29; 
È≅è%uρ ‘,ys ø9 $# ÏΒ óΟ ä3În/ §‘ ( yϑsù u!$ x© ÏΒ ÷σã‹ù= sù ∅tΒ uρ u!$ x© öàõ3u‹ù= sù 4   
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Dan katakanlah: kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka 
barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan 
barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir… (Depag RI, 
1971: 448) 
Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa Allah 
swt. telah memberikan kebebasan untuk beragama kepada manusia 
dan tidak melakukan pemaksaan atas mereka untuk memeluk agama 
Islam. Maksudnya, tidak ada kebaikan suatu apapun bagi seseorang 
yang memeluk agama Islam di bawah tekanan ketakutan atau 
pemaksaan, tetapi kerugian berada pada sikap ke-mulhid-annya 
dalam batin yang diluarnya ia mengaku beriman. 
Dengan demikian, menurut penulis bahwa jarīmah ar-riddah 
(murtad) tidak dapat dikategorikan menjadi jarīmah h}udūd. Sebagai-
mana ayat-ayat al-Qur’an telah menjelaskan mengenai kebebasan 
beragama dan tidak secara khusus menjelaskan mengenai hukuman 
bagi orang yang murtad. Dan pada masa sekarang (modern) ini telah 
ditetapkan menjadi hak asasi manusia yang diatur di dalam piagam 
internasional maupun oleh teks undang-undang suatu Negara, 
misalnya, UUD 1945 pasal 28E ayat (1):  
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih peker-
jaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wi-
layah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali, dan 
ayat (2); Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keperca-
yaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati 
nuraninya.
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JARI<<<<MAH QIS{A<S}{ < }{ < }{ < }-DIYAT 
Pada bagian kedua ini akan diuraikan jarīmah qis}ās}-diyat yang 
menurut ulama’ salaf, di antaranya ‘Audah mengkategorikan men-
jadi 5 (lima) macam, yaitu; al-qatl al-‘amd, al-qatl syibh al-‘amd, al-
qatl al-khat}a’, al-jarh} al-‘amd, dan al-jarh} al-khat}a’.  
Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan jarīmah qiṣāṣ-
diyat.. 
1.  Pengertian Qis}} }}ās}} }} 
Qis}ās} dalam bahasa Arab adalah تتبع األثر, artinya, menelusuri 
jejak,1 atau مقتص األثر( ), artinya, pencari jejak.2  
Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena 
orang yang berhak atas qis}ās} mengikuti dan menelusuri tindak pi-
dana terhadap pelaku. Qis}ās} juga diartikan: املماثلة artinya, keseim-
bangan dan kesepadanan.3  
                                                                
1 Unais, Ibrahim, et.al, t.th. al-Mu‘jam al-Wāsit}, Juz II, t.tp.: Dār Ihya at-Turāṡ 
al-‘Arabī, hlm. 739. 
2 Munawwir, Ah}mad Warsūn, 1997, al-Munawwir, op cit, hlm. 1126. 
3 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Juz VII, 
Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 5661. 
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Dari pengertian kedua inilah, kemudian diambil pengertian 
qis}ās} menurut istilah. Menurut istilah, qis}ās} ialah memberikan 
balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh  
  4)لوهو القت ،جمازاة اجلاىن مبثل فعله(
Ibrahim Unais memberikan definisi berikut ini; 
 5القصاص هو أن يوقع على اجلاىن مثل ماجىن 
Qis}ās} yaitu menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis/sama 
seperti apa yang dilakukanya. 
Sedangkan menurut Abū Zahrah, qis}ās} adalah memberikan hu-
kuman kepada pelaku perbuatan seperti apa yang dilakukan terhadap 
korban.6 
2.  Dasar Hukuman Qis}a>s}} > }} > }} > } 
Hukuman qis}ās} disyari’atkan berdasarkan al-Qur’ān, al-Sunnah 
dan Ijmā’. 
a) Qis}ās} berdasarkan al-Qur’ān di antaranya; 
(1) QS. al-Baqarah (2): 178-179; 
 $ pκš‰ r' ‾≈ tƒ t Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ’Îû ‘n= ÷F s)ø9 $# ( ”çtø: $# 
Ìhçtø: $ Î ß‰ ö6yèø9 $#uρ Ï‰ö7yèø9 $ Î 4s\ΡW{$#uρ 4s\ΡW{$ Î 4 ôyϑsù u’Å∀ã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠ Åzr& 
                                                                
4 Ibid. 
5 Unais, Ibrahim, et.al, t.th. al-Mu‘jam al-Wāsit}, loc cit, hlm. 740. 
6 Zahrah, al-Imām Muḥammad Abū, t.th., al-‘Uqūbah, op cit, hlm. 335. 
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Öóx« 7í$ t6 Ïo?$ sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $ Î í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9 Î) 9≈ |¡ôm Î* Î 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ÏøƒrB ÏiΒ 
öΝ ä3În§‘ ×πyϑôm u‘uρ 3 Çyϑsù 3“y‰ tG ôã$# y‰ ÷èt y7 Ï9≡ sŒ …ã& s#sù ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∠∇∪  
öΝ ä3s9 uρ ’Îû ÄÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ×ο4θuŠ ym ’Í<'ρ é'‾≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝà6 ‾= yès9 tβθà)−G s? 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 
qiṣāṣ berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang 
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 
dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang menda-
pat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang me-
maafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 
(yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang mem-
beri maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu 
rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, 
maka baginya siksa yang sangat pedih.  
Dan dalam qis}ās} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup 
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu ber-
takwa. (Depag RI, 1971: 43-44) 
(2) QS. al-Māidah (5): 45;  
$ oΨö; tF x.uρ öΝ Íκ ön= tã !$pκÏù ¨βr& }§ø̈Ζ9 $# Ä§ø̈Ζ9 $ Î š ÷ yèø9 $#uρ È÷ yèø9 $ Î 
y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$ Î šχèŒ W{$#uρ Èβ èŒ W{$ Î £Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9 $ Î y ρ ãàf ø9$#uρ 
ÒÉ$ |ÁÏ% 4 yϑsù šX £‰ |Ás? ÏµÎ uθßγsù ×οu‘$ ¤Ÿ2 …ã& ©! 4 tΒ uρ óΟ ©9 
Ν à6 øts† !$ yϑÎ tΑt“Ρr& ª! $# y7Í×‾≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆∈∪  
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Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (al-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qis}ās}nya, barangsiapa yang 
melepaskan (hak qis}ās})nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) 
penebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutuskan perkara 
menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah 
orang-orang yang zalim. (Depag RI, 1971: 167) 
b) Qis}ās} berdasarkan al-Sunnah/al-H{adīṡ, di antaranya; 
(1) H{adīṡ riwayat Muslim: 
ال حيل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قال عن عبد اهللا
, والنفس بالنفس, الثيب الزان: دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
 7والتارك لدينه املفارق للجماعة
Dari ‘Abdillāh berkara: Rasūlullāh saw. bersabda: “Tidak 
halal darah seorang muslim, kecuali karena tiga perkara; 
orang yang muhshan berzina, atau orang yang membunuh 
jiwa karenanya ia harus dibunuh, atau orang yang mening-
galkan agamanya dan berpisah dari jamaahnya”. 
(2) H{adi>ṡ riwayat Abu Dāwud: 
ومن : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: قالعن ابن عبيد 
 8قتل عمدا فهو قود
                                                                
7 Muslim, al-Imām Abī al-H{usain Muslim bin al-H{ajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, S{ah}i>h} Muslim, Juz III, op cit, hlm. 1302-1303. 
8 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, Juz IV, t.tp.: al-Dār al-
Miṣriyyah al-Libāniyyah, 182. 
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Dari Ibnu ‘Ubaid berkata, Rasūlullāh saw. bersabda:“Dan ba-
rangsiapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut 
qis}ās}”. 
3.  Syarat-Syarat Hukuman Qis}} }}ās}} }} Menurut Ulama’ Salaf 
Hukuman qis}ās} tidak dapat dilaksanakan, jika syarat-syaratnya 
tidak terpenuhi. Syarat-syarat tersebut baik untuk pelaku pembu-
nuhan (القاتل), korban yang dibunuh (املقتول), perbuatan pembunuhan-
nya (القتل) dan wali dari korban ( لقتيلوىل ا ).  
Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: 
1) Syarat-syarat Pelaku (القاتل) 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat 
diterapkan hukuman qis}ās} menurut az-Zuh}ailī ada 3 (tiga) 
macam,9 yaitu;  
(a) Pelaku harus orang mukallaf,  yaitu balig dan berakal.  
Dengan demikian, hukuman qis}ās} tidak dapat 
dijatuhkan terhadap anak yang belum balig dan orang gila. 
Berdasarkan H{adīṡ riwayat al-Bukhārī, Abu Dāwud dan 
at-TirmiŜī di bawah ini:  
ع القلم عن رف: عن على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 ،يشب(و عن الصيب حىت يدرك  ،عن النائم حىت يستيقط: ثالثة
  10 )يربأ ،يعقل(وعن انون حىت يفيق  ،)يكرب
                                                                
9 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami, op cit, hlm. 5665-5666. 
10 Al-Bukhārī al-Ja’ fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn 
Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardzabah, 1992, S{ah}īh} al-Bukhārī, juz VIII, op cit, hlm. 
336. Lihat Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān 
ibn al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, op cit, hlm. 1137-139. 
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Dari ‘Alī Bahwasannya Rasūlullāh saw. bersabda: “Di-
hapuskan atau dibebaskan ketentuan hukum dari tiga per-
kara: orang yang tidur sampai bangun, anak-anak sampai 
ia dewasa, dan orang yang gila sampai ia sembuh”. 
(b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja 
Menurut jumhūr bahwa pelaku yang melakukan 
pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, 
tetapi menurut Mālik tidak mensyaratkan adanya niat 
melainkan hanya mensyaratkan kesengajaan dalam 
melakukannya. Alasan jumhur adalah hadis yang berbunyi: 
  إلّا أن يعفو ويل املقتول العمد قود 
Pembunuhan sengaja itu harus diqis}ās}, kecuali jika wali 
korban memberikan pengampunan.  
(c) Pelaku harus orang yang mempunayi kebebasan. 
Syarat ini dikemukakan oleh H{anāfiyyah yang 
mengatakan bahwa orang yang dipaksa melakukan pem-
bunuhan tidak dapat diqis}ās}, tetapi menurut jumhūr bahwa 
orang yang dipaksa untuk melakukan pembunuhan tetap 
harus dihukumi qis}ās}. 
2) Syarat-syarat untuk Korban (املقتول) 
Penerapan hukuman qis}ās} kepada pelaku harus memenuhi 
syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, menurut az-Zuh}ailī 
ada 3 (tiga) macam,11 yaitu;  
                                                                                                                            
Dan lihat juga Al-TirmiŜī, Abī ‘Ῑsā Muḥammad bin ‘Ῑsā bin Saurah, t.th., al-Jāmi‘ aṣ-
Ṣaḥīḥ, op cit, hlm. 24. 
11 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami, Juz VII, op cit, hlm. 5666-
5669. 
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(a) Korban (orang yang terbunuh) harus orang yang dilindungi 
keselamatan darahnya (معصوم الدم) oleh Negara.  
Dengan demikian, jika korban kehilangan kese-
lamatannya, seperti; murtad, pezina muh}s}an, pemberontak, 
maka pelaku pembunuhan tidak dapat dikenai hukuman 
qis}ās}. Sebagaimana H{adīṡ riwayat Muslim di atas. 
(b) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan.  
Maksudnya, antara keduanya tidak ada hubungan 
darah antara anak dan bapak. Dengan demikian, jika ayah 
membunuh anaknya, maka tidak dapat dihukum qis}ās}. Ini 
adalah pendapat jumhūr yang diikuti oleh ‘Audah.12 
Alasannya berdasarkan H{adīṡ riwayat at-TirmiŜī dan al-
Kahlānī: 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عمر بن اخلطاب قال
  13ال يقاد الوالد بالولد:يقول
Dari ‘Umar bin al-Khat}t}āb berkata; saya mendengar 
Rasulūllāh saw. bersabda: “Tidak diqis}ās} orang tua yang 
membunuh anaknya”. 
ال يقتل الوالد : صلى اهللا عليه وسلم قال عن ابن عباس عن النيب
 14بالولد
Dari Ibnu ‘Abbās dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh 
orang tua yang membunuh anaknya”. 
                                                                
12 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 93. 
13 Al-TirmiŜī, Abī ‘I<sa> Muh}ammad bin ‘I<sa> bin Saurah, t.th., al-Jāmi‘ aṣ-
Ṣaḥīḥ, Juz IV, op cit, hlm. 12.  
14 Al-Kahlānī, Muh}ammad bin Ismā‘īl, t.th., Subul as-Salām, Juz III, Mesir: 
Dār al-Fikr, hlm. 233. 
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Dan hadits riwayat Ibnu Majah: 
: اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: عن عبد اهللا ابن عمرو قال
 15أنت ومالك ألبيك
Dari ‘Abdillāh Ibnu ‘Amru berkata: Rasūlullāh saw. 
bersabda: “Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”. 
Menurut Imam Mālik, ayah yang membunuh anaknya 
dengan sengaja harus tetap dihukumi qis}ās}, kecuali tidak 
ada kesengajaan, karena melakukan pengajaran.16  
(c) Korban harus sederajat (keseimbangan/التكافؤ) dengan 
pelaku, baik Islam maupun kemerdekaan.  
Dengan demikian, jika korban itu sebagai budak, atau 
non muslim (kafir), kemudian pelakunya adalah merdeka 
dan muslim, maka tidak dapat dihukumi qis}a>s}. Ini adalah 
pendapat jumhūr berpendapat bahwa asas perlindungan 
-adalah keislamannya, kecuali mereka yang melaku (العصمة)
kan perjanjian (kafir Ŝimmi/mu’aḥad) dan yang terlindungi 
darahnya (معصوم الدم) yang paling tinggi adalah keislaman-
nya (muslim) itu sendiri. Pendapat inilah yang diikuti juga 
oleh ‘Audah.17 Alasan jumhūr adalah H{adīṡ riwayat al-
Bukhārī, Abū Dāwud, al-TirmiŜī dan al-Kahlānī: 
                                                                
15 Ibnu Majah, t.th., Sunan Ibnu Majah, Juz II, Mesir: Dār al-Fikr hlm. 769. 
16 Ibnu Rusyd, al-Imām Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad 
bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭabī, 1988, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-
Muqtaṣid, Juz II, Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-‘ Ilmiyyah, hlm. 401. 
17 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 97-99. 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النىب صلى اهللا عليه  عن
 18بكافرمسلم /ال يقتل مؤمن :وسلم قال
Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari 
Nabi saw. bersabda: “Seorang mukmin/muslim tidak boleh 
dibunuh (diqis}a>s}), karena membunuh seorang kafir”.  
H{adīṡ tersebut dikuatkan oleh H{adīṡ riwayat Abū 
Dāwud:  
 19املؤمنون تكافأ دماؤهم
Orang-orang mukmin itu sederajat darahnya. 
Menurut H{anāfiyyah tidak mensyaratkan keseim-
bangan dalam kemerdekaan dan agama. Alasannya adalah 
keumuman ayat al-Qur’ān tentang  qis}a>s} yang tidak mem-
beda-bedakan antara jiwa dengan jiwa yang lain, yaitu QS. 
al-Māidah (5): 45 dan al-Baqarah (2): 178.  
3) Syarat-syarat untuk Perbuatan Pembunuhan (القتل) harus 
Langsung . 
Persyaratan ini adalah menurut H{anāfiyyah yang berpen-
dapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu 
harus perbuatan langsung (مباشرة), bukan perbuatan tidak 
langsung (بتسب), jika perbuatannya tidak langsung, maka 
                                                                
18 Al-Bukhārī al-Ja’ fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl, 1992, 
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz VIII, op cit, hlm. 365. Lihat Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-
Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, 
Sunan Abī Dāwud, Juz IV, op cit, hlm. 171. Lihat atTirmiŜī, Abī ‘Ῑsā Muḥammad bin 
‘Ῑsā bin Saurah, t.th., al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ, Juz IV, op cit, hlm. 17. Dan lihat Al-Kahlānī, 
Muḥammad bin Ismā‘īl, t.th., Subul as-Salām, Juz III, Mesir: Dār al-Fikr, hlm. 233.  
19 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, Juz IV, op cit, hlm. 179. 
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hukumannya diyat, tidak qis{a>s}, karena perbuatan pembunuhan 
tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak 
sengaja. Contohnya, jika orang membuat sumur kemudian ada 
orang jatuh ke dalamnya lalu ia mati karenanya, maka si 
pembuat sumur tidak dapat dikenakan hukuman qis{a>s}, tetapi 
hanya diyat. 
Menurut jumhūr  tidak mensyaratkan masalah ini, jumhūr 
beralasan bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat 
dikenakan hukuman qis{a>s}, seperti pembunuhan langsung.20  
4) Syarat-Syarat Wali (Keluarga) Korban (وىل القتيل). 
H{ana>fiyyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang 
memiliki hak qis{a>s} harus jelas diketahui, jika wali korban tidak 
diketahui, maka hukuman qis{a>s}  tidak dapat dilaksanakan, te-
tapi fuqahā’ lainnya tidak mensyaratkannya.21  
4.  Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman Qis{a>s}{ > }{ > }{ > } 
Hukuman qis{a>s}  dapat gugur menurut ‘Audah karena salah satu 
dari 7 (tujuh) sebab, yaitu; 
1)  Meninggalnya Pelaku (موت اجلاىن) 
Menurut Abu> H{anīfah dan Ma>lik, jika qis{a>s} gugur karena mati-
nya pelaku, maka ia tidak diwajibkan membayar diyat. Alasannya, 
karena qis{a>s}  itu wajib, sedangkan diyat tidak bisa menggantikan 
qis{a>s}, kecuali atas persetujuan pelaku. Sedangkan asy-Syāfi’ī dan 
Ah}mad bahwa diyat merupakan pengganti qis{a>s}, jika qis{a>s} gugur, 
                                                                
20 Az-Zuhaili, Wahbah, 2002, Al-Fiqh al-Islami, Juz VII, op cit, hlm. 5674. 
21 Ibid., hlm. 5675. 
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seperti matinya pelaku, maka korban atau keluarganya tetap berhak 
untuk mengambil diyat dari harta pelaku.22  
2)  Hilangnya Anggota Badan (Objek) yang di Qis{a>s}{ > }{ > }{ > }  
( صفوات حمل القصا ) 
Yang dimaksud adalah untuk qis{a>s} selain jiwa. Menurut 
Mālik, tidak wajib diqis{a>s}, karena dengan hilangnya anggota 
badan yang menjadi objek qis{a>s}, hilang pula qis{a>s} atas 
pelakunya. Menurut asy-Syāfi’ī dan Ah}mad, bahwa jika hilang 
anggota yang diqis{a>s}, maka diyat hukumnya menjadi wajib. Se-
dangkan menurut Abū H{anifah, korban masih berhak meminta 
diyat sebagai pengganti qis{a>s}, karena pelaku masih ber-
kewajiban untuk melaksanakannya.23  
3)  Taubatnya Pelaku (توبة اجلاىن) 
Hal ini hanya berlaku pada jari>mah h}ira>bah, jika pelaku 
sebelum ditangkap atau dikuasai oleh pejabat, maka hukuman-
nya menjadi gugur, seperti hukuman mati, salib, potong tangan 
dan kaki maupun pengasingan yang menjadi hak publik, tetapi 
taubat tersebut tidak dapat menggugurkan hak-hak individu 
yang dilanggar, seperti pengambilan harta. Jika hartanya masih 
ada wajib dikembalikan dan jika tidak ada, wajib untuk meng-
gantinya, sebagaimana QS. al-Māidah (5): 34.24  
 
                                                                
22 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid I, op cit., hlm. 624-625. 
23 Ibid., hlm. 625-626. 
24 Ibid, hlm. 626. 
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4)  Perdamaian (الصلح) 
Para ulamā’ sepakat dibolehkannya perdamaian, berdasar-
kan hadits riwayat at-TirmiŜī:  
وإن شاءوا  ،فإن شاءوا قتلو ،دفع إىل أولياء املقتول, من قتل عمدا
وما صلحوا  ،وأربعني خلفة ،وثالثني جذعة ،ثالثني حقة: أخذواالدية
  25يه فهو هلمعل
Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja, maka urusannya di-
serahkan kepada walinya, jika ia menghendaki, ia dapat meng-
qis}a>s}nya, dan jika ia menghendaki, maka boleh mengambil di-
yat: 30 hiqqah (unta betina umur 3-4 tahun), 30 jaŜa’ah (unta 
umur 4-5 tahun), dan 40 khalifah (unta yang sedang bunting), 
jika mereka mengadakan perdamaian, maka itu hak mereka. 
5)  Pengampunan (العفو) 
Pengampunan terhadap qis{a>s} diperbolehkan menurut kese-
pakatan fuqahā’, bahkan lebih utama dibandingkan dengan 
pelaksanaannya. Hal ini didasarkan QS. al-Baqarah (2): 178, 
yaitu:   عفي له من أخيهفمن  dan QS. al-Māidah (5): 45, yaitu teks: 
  فمن تصدق به فهو كفارة له
Pengampunan menurut Abū Ḥanīfah dan Mālik adalah 
pembebasan dari qis{a>s} dan diyat secara mutlak, jika ingin tetap 
hukuman diyat, maka harus dengan cara perdamaian bukan 
pengampunan, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah 
pihak. Tetapi, menurut asy-Syāfi’ī dan Aḥmad pengampunan 
                                                                
25 At-TirmiŜī, Abī ‘Ῑsā Muḥammad bin ‘Ῑsā bin Saurah, t.th., al-Jāmi‘ aṣ-
Ṣaḥīḥ, Juz IV, op cit, hlm. 379. 
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itu menggugurkan qis{a>s}, secara otomatis mengakibatkan hu-
kuman diyat sebagai hukuman penggantinya dan tanpa me-
nunggu persetujuan pelaku.26  
6)  Diwariskan Hak Qis{a>s}{ > }{ > }{ >  (إرث القصاص) {
Maksudnya adalah hukuman qiṣāṣ menjadi gugur, jika 
wali korban menjadi pewaris hak qis{a>s}. Contohnya, sesorang 
divonis qis{a>s}, lalu mati dan pembunuh mewarisi hak qis{a>s}, baik 
semuanya maupun sebagiannya, atau qis{a>s}̀ tersebut diwarisi oleh 
orang yang tidak mempunayi hak qis{a>s} dari pembunuh, yaitu 
anaknya. Hal ini berdasarkan H{adīṡ riwayat at-TirmiŜī dan al-
Kahlānī:  
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : ر بن اخلطاب قالعن عم
 27ال يقاد الوالد بالولد: يقول
Dari ‘Umar bin al-Khat}t}a>b berkata; saya mendengar Rasūlullāh 
saw. bersabda: “Tidak di qis{a>s} orang tua yang membunuh 
anaknya”. 
Menurut Imam Mālik, ayah yang membunuh anaknya 
dengan sengaja harus tetap dihukumi qis{a>s}, kecuali tidak ada 
kesengajaan, karena melakukan pengajaran.28 Dengan demikian, 
tidak semua fuqahā’ menerima qis{a>s} dapat diwariskan. 
                                                                
26 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘  al-Jināī, Jilid I, op cit., hlm. 629. 
27 At-TirmiŜī, Abī ‘Ῑsā Muḥammad bin ‘Ῑsā bin Saurah, t.th., al-Jāmi‘ aṣ-
Ṣaḥīḥ, Juz IV, op cit, hlm. 12. Dan lihat Al-Kahlānī, Muḥammad bin Ismā‘īl, t.th., 
Subul as-Salām, Juz III, op cit, hlm. 233. 
28 Ibnu Rusyd, al-Imām Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad 
bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭabī, 1988, Bidayah al-Mujtahid op cit, hlm. 401. 
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7)  Kedaluwarsa (التقادم)  
Menurut maŜhab Abū H{anīfah dan pengikutnya bersepakat 
bahwa kedaluwarsa itu bisa menggugurkan hukuman pada 
jarīmah qis{a>s}-diyat, tetapi berlaku bagi jarīmah qaŜaf yang me-
rupakan jarīmah ḥudūd. 
Menurut maŜhab Mālik, asy-Syāfi’ī dan Ah}mad, bahwa 
kedaluwarsa itu tidak dapat mengugurkan hukuman, karena 
masa tanpa manfaatnya. Oleh karena itu, hukuman atau tindak 
pidana dapat gugur karena kedaluwarsa, jika menurut ulul amri 
(pemerintah) menjadi hak untuk kepentingan umum ( ملصلحة
  29.(عامة
                                                                
29
 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid I, op cit., hlm. 
630-631. 
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BAB I 
JARI<<<<MAH AL-QATL AL-‘AMD 
1.  Pengertian Al-Qatl al-‘Amd (Pembunuhan Sengaja) 
Pengertian pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan di-
mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai 
dengan niat sengaja untuk membunuh korban.1  
2.  Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja, yaitu; 
1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, 
yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari Islam 
(negara), baik jaminan tersebut dengan cara iman (masuk 
Islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti 
kafir Ŝimmi dan musta’man. Jika korban kafir h}arbi atau 
orang Islam yang yang melakukan tindak pidana yang di-
ancam hukuman mati, yaitu; pezina muh}s}an, murtad, pem-
bunuh, maka pelakunya tidak dijatuhi hukuman qis}a>s}, 
tetapi dibebaskan dari hukuman. 
2) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku. 
3) Pelakunya menghendaki atas kematiannya.2  
                                                                
1 Ibid., Jilid II, hlm. 8. 
2 Ibid., hlm. 10. 
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3.  Dasar Hukum Pembunuhan Sengaja 
Dasar hukum pembunuhan sengaja berdasarkan QS. al-Baqarah 
(2): 178-179, dan al-Māidah (5): 45: 
$ pκš‰ r' ‾≈ tƒ t Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ’Îû ‘n= ÷F s)ø9 $# ( ”çtø: $# Ìhçtø: $ Î/ 
ß‰ ö6 yèø9 $#uρ Ï‰ ö7yèø9 $ Î/ 4s\ΡW{$#uρ 4s\ΡW{$ Î/ 4 ôyϑsù u’Å∀ã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Öóx« 
7í$ t6 Ïo?$ sù Å∃ρã÷èy ϑø9 $ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9 Î) 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ ×#‹ÏøƒrB ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ 
×πyϑôm u‘uρ 3 Çyϑsù 3“y‰ tGôã$# y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ …ã& s#sù ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇∠∇∪ öΝ ä3s9 uρ ’Îû 
ÄÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ×ο4θuŠ ym ’Í<'ρ é' ‾≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{$# öΝ à6 ‾= yès9 tβθà)−G s? ∩⊇∠∪   
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pe-
maafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) meng-
ikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) 
membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang 
baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 
Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui 
batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih 
Dan dalam qis}a>s} itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 
$ oΨö; tF x.uρ öΝ Íκ ön= tã !$ pκÏù ¨β r& }§ø̈Ζ9 $# Ä§ø̈Ζ9 $ Î/ š ÷yèø9 $#uρ È÷ yèø9 $ Î/ y#ΡF{$#uρ 
É#ΡF{$ Î/ šχ èŒ W{$#uρ Èβ èŒ W{$ Î/ £Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9 $ Î/ y ρ ãàfø9 $#uρ ÒÉ$ |ÁÏ% 4 
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yϑsù šX£‰ |Ás? ÏµÎ/ uθßγsù ×οu‘$ ¤Ÿ2 …ã& ©! 4 tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& 
ª! $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $#   
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qis}a>s}-nya, barangsiapa 
yang melepaskan (hak qisas)-nya, maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (Depag  RI,  1971: 
167) 
Sedangkan hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah; 
1) Hukuman qis}a>s}  sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. 
al-Baqarah (2): 178-179, dan al-Ma>idah (5): 45 dan dalam 
al-Sunnah, sebagaimana dikutip oleh ‘Audah.  
2) Hukuman diyat, ta’zīr dan berpuasa sebagai hukuman 
pengganti 
Hukuman qis}a>s}  sebagai hukuman pokok untuk pem-
bunuhan sengaja, jika hukuman qis}a>s}  tidak dituntut oleh 
keluarganya, maka hukuman diyat sebagai hukuman peng-
gantinya, berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 178 dan H{adi>ṡ 
tersebut di atas. Kemudian, jika hukuman diyat juga tidak 
dituntut oleh keluarganya, maka hukuman ta’zīr sebagai 
penggantinya, dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk 
menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar. 
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3) Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman 
tambahan.3 
Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat 
juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu 
penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembu-
nuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).4 
Hukuman mati (qis}a>s} ) atau setimpal menurut al-Jarjāwī ialah 
hukuman yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan 
sengaja (al-qatl al-‘amd). Allah swt. menjatuhkan hukuman berat 
bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang 
yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi 
perbuatan z}alim  kepada sesama manusia. Karena pembunuhan dapat 
menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah 
menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam, 
yaitu hukuman mati (qis}a>s} ) atau membayar ganti rugi (diyat).5 
4.   Hikmah Hukuman Mati Pembunuhan Sengaja 
Hikmah hukuman mati dalam pembunuhan sengaja (qis}a>s} bi al-
qatl) ialah untuk menegakkan keadilan di antara manusia, agar suatu 
pembalasan sesuai dengan amal perbuatan, “Jiwa dibalas dengan 
jiwa”, sebagaimana firman Allah swt. QS. al-Māidah (5): 45 di atas.  
Pemberian hukuman ini merupakan persoalan yang realistis, 
bahkan di suatu bangsa yang biadab sekalipun, memiliki undang-
undang (us}u>l at-tasyri>’) yang disepakati bahwa, “Barangsiapa yang 
                                                                
3 Ibid., hlm. 9. 
4 Ibid., hlm. 143-151. 
5 Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad, 1997, H{ikmah at-Tasyrī‘ wa Falsafatuh, Juz 
I, op cit, hlm. 203. 
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membunuh, maka ia akan dibunuh”. Menurut al-Jarjāwī hikmahnya 
adalah jika seorang pembunuh tidak dibunuh, maka akan menimbul-
kan api kedengkian dalam keluarga orang yang terbunuh atau wali 
terbunuh, karena darah orang yang dibunuh merupakan hak bagi 
keluarga orang yang dibunuh atau walinya. Tugas dari orang yang 
dibunuh, jika ia belum meninggal adalah membalas dendam kepada 
pembunuh, dan jika ia yang dibunuh tidak dapat melaksanakan 
(telah meninggal), maka keluarga terbunuh akan membalaskan untuk 
membunuh kepada pelakunya. Ketika keluarga terbunuh tidak bisa 
membunuh pelakunya, maka pembunuh meminta kepada keluar-
ganya agar membunuh orang-orang dari keluarga terbunuh. Pada 
akhirnya, terjadi pembunuhan antar keluarga, kemudia antar suku 
dan antar Negara. Setelah itu terjadi, kesedihan ada di mana-mana. 
Banyaknya kasus pembunuhan terjadi, karena dipicu oleh 
adanya pembalasan dari pihak keluarga terbunuh. Hal ini biasanya 
disebabkan si pembunuh tidak mendapat balasan yang setimpal dan 
adil dari lembaga pengadilan atau orang-orang yang bertanggung-
jawab menyelesaikan kasus pembunuhan.6 
5.   Hikmah Ganti Rugi (Diyat) Pembunuhan Sengaja 
Hikmah ganti rugi (diyat) dalam pembunuhan sengaja menurut 
al-Jarjāwī yaitu demi kemanfaatan ganda antara pihak yang 
bersengketa:  
1) Ketika si pembunuh mau membayar uang ganti rugi kepa-
da keluarga terbunuh dengan cara damai yang dikehendaki 
dari pihak keluarga terbunuh, maka si pembunuh telah 
menghidupkan kehidupan baru;  
                                                                
6 Ibid. 
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2) Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi 
hidupnya si pembunuh.7 Hal ini menunjukkan kemuliaan 
hati para keluarga terbunuh, sebagaimana firman Allah  
QS. al-Baqarah (2): 179; 
öΝ ä3s9 uρ ’Îû ÄÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ×ο4θuŠ ym ’Í<'ρ é'‾≈ tƒ É=≈ t6 ø9F{$# öΝà6 ‾= yès9 tβθà)−G s?  
                                                                
7 Ibid. 
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BAB II 
JARI<<<<MAH AL-QATL SYIBH AL-‘AMD 
1.  Pengertian al-Qatl Syibh  al-‘Amd (Pembunuhan Menyerupai 
Sengaja) 
Para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut 
H{ana>fiyyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pem-
bunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, 
cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang dapat mengakibatkan 
kematian. Sedangkan menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai 
sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, 
dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun 
kenyataannya korban mati karenanya.1 
2.  Unsur-unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja 
Unsur-unsur dalam pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga 
macam;  
1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan 
kematian.  
                                                                
1 Ibid., hlm. 76-77. 
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2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi 
tidak adanya niat untuk membunuh. 
3) Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku.2  
3.  Hukuman Pembunuhan Menyerupai Sengaja 
Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan 
H{adi>ṡ yang dikutip ‘Audah adalah sebagai berikut; 
1) Hukuman pokok adalah diyat (mughalaŜah) dan kiffarat. 
Diyat mughalaŜah (diyat berat) yaitu diyat yang sama 
dengan diyat pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu 
sama-sama 100 ekor unta. Bedanya, dalam pembunuhan 
sengaja, pembayaraan diyatnya ditanggung kepada pe-
lakunya, dan harus dibayar tunai, sedangkan pada diyat 
pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyatnya 
dibebankan kepada keluarganya (‘āqilah), dan waktu 
pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun. Sedangkan 
kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 
bulan berturut-turut.  
2) Hukuman penggantinya adalah ta’zīr sebagai pengganti 
diyat dan berpuasa sebagai pengganti kiffarat. 
3) Hukuman tambahan adalah tidak dapat menerima warisan 
dan wasiat.3  
                                                                
2 Ibid., hlm. 77. 
3 Ibid., hlm. 155-164. 
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BAB III 
JARI<<<<MAH AL-QATL AL-KHAT{{{{A’ 
1.   Pengertian al-Qatl al-Khat}} }}a’ (Pembunuhan Tidak Sengaja) 
Pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut ‘Audah ialah 
suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk 
melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.1 
Pembunuhan tidak sengaja itu ada dua macam, yaitu; 
1. Al-Qatl al-khat}a’ al-mah}s}u (pembunuhan karena tidak 
sengaja semata-mata) ialah suatu pembunuhan dimana pe-
laku sengaja , tetapi tidak ada maksud untuk mengenai 
orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja, baik dalam 
perbuatannya maupun dalam dugaannya. 
2. Qatl fī maknā al-khat}a’ (pembunuhan yang dikategorikan 
dengan tidak sengaja) ialah suatu pembunuhan dimana 
pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan per-
buatan dan tidak menghendaki akibatnya. 
2.   Unsur-unsur Pembunuhan Tidak Sengaja  
Unsur-unsur dalam pembunuhan tidak sengaja ada tiga macam;  
1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban;  
                                                                
1 Ibid., hlm. 84. 
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2) Perbuatan tersebut terjadi, karena kesalahan (tidak 
sengaja) pelaku; dan  
3) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat 
hubungan sebab akibat.2 
3.  Dasar Hukuman Pembunuhan Tidak Sengaja 
Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. an-
Nisā’ (4): 92: 
$ tΒuρ šχ%x. ?ÏΒ ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅çF ø)tƒ $ Ζ ÏΒ÷σãΒ āω Î) $ \↔sÜ yz 4 tΒ uρ Ÿ≅tF s% $Ψ ÏΒ ÷σãΒ 
$ \↔sÜ yz ãƒ Ìós tGsù 7πt7s%u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β ×πtƒ ÏŠuρ îπyϑ‾= |¡•Β #’n<Î) ÿÏ& Î#÷δr& Hω Î) β r& 
(#θè%£‰ ¢Átƒ 4 β Î*sù šχ%x. ÏΒ BΘ öθs% 5iρß‰ tã öΝ ä3©9 uθèδuρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ ãƒ Ìós tGsù 
7πt6 s%u‘ 7πoΨ ÏΒ÷σ•Β ( β Î)uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6oΨ ÷ t/ Ο ßγoΨ ÷t/ uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×πtƒ Ï‰ sù 
îπyϑ‾= |¡•Β #’n<Î) Ï& Î#÷δr& ãƒ ÌøtrBuρ 7πt6 s%u‘ 7πoΨÏΒ ÷σ•Β ( yϑsù öΝ ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁsù 
Èø tôγx© È÷ yèÎ/$ tF tF ãΒ Zπt/ öθs? zÏiΒ «! $# 3 šχ%x.uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å6 ym   
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan 
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang ber-
iman serta membayar diyat yang diserahkan kepada 
keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah, jika ia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang 
ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan 
kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba 
                                                                
2 Ibid., hlm. 87-88. 
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sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya, 
maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah dan adalah Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 
Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan 
QS. an-Nisa>’ (4): 92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai 
sengaja. Maksudnya diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja 
dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai 
hukuman qis}a>s}. Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak. 
Oleh karena itu, hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja 
yaitu; 
1) Hukuman pokok adalah diyat (mukhaffafah) dan kiffarat, 
yaitu memerdekakan budak. 
Diyat mukhaffafah (diyat ringan), yaitu kewajiban 
pembayaran dibebankan kepada keluarganya (‘āqilah), 
waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun 
dan komposisi diyat 100 ekor unta dibagi menjadi 5 ke-
lompok, yaitu;  
a. 20 ekor unta bintu makhāḍ (unta betina umur 1-2 
tahun); 
b. 20 ekor unta bintu labūn (unta betina umur 2-3 
tahun);  
c. 20 ekor unta ibnu labūn (unta jantan umur 2-3 tahun);  
d. 20 ekor unta h}iqqah (unta umur 3-4 tahun); dan  
e. 20 ekor unta jaŜa’ah (unta umur 4-5 tahun).  
2) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-
turut sebagai pengganti hukuman kiffarat. 
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3) Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan 
menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hu-
bungan keluarga.3  
4.   Hikmah Ganti Rugi (Diyat) Pembunuhan Tidak Sengaja 
Hikmah ganti rugi (diyat) pembunuhan tidak sengaja menurut 
al-Jarjāwī ialah Allah swt. sebagai pembuat undang-undang (as-
Syāri’) tidak mungkin membuat masalah dengan cara gegabah, 
sehingga setiap sesuatu pasti ada hukumnya dengan sangat sem-
purna. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan manusia 
dan tidak menghilangkan manfaat bagi dirinya.  
Dalam pembunuhan baik pembunuhan sengaja maupun pem-
bunuhan tidak sengaja, mempunyai dua kerugian bagi keluarga 
terbunuh;  
1) Kehilangan salah satu anggota keluarga yang selalu 
membantu untuk memenuhi sumber kehidupan;  
2) Berupa kesedihan yang mendalam karena kehilangan salah 
satu anggota keluarga. Oleh karena itu, Allah mewajibkan 
untuk membayar diyat, sehingga dapat membantu untuk 
meringankan beban penghidupan bagi keluarga korban. 
Dalam penetapan diyat, ada beberapa hikmah, di antaranya 
adanya keadilan dari berbagai segi. Karena, jika para 
pembuat undang-undang mau mengkaji dan menganlisis 
diyat yang telah ditetapkan Allah, maka dalam menghu-
kumi orang yang membunuh tidak sengaja, niscaya mereka 
akan menggunakan ketetapan diyat tersebut.4 
                                                                
3 Ibid, hlm. 164. 
4 Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Aḥmad, 1997, H{ikmah at-Tasyrī‘ wa Falsafatuh, Juz 
I, op cit, hlm. 206. 
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Menurut al-Jarjāwī ada beberapa hikmah diyat di balik itu 
semua, yaitu sebagai berikut; 
1) Hikmah ditetapkan unta sebagai pembayaran diyat adalah 
karena unta banyak dipelihara orang-orang Arab, sehingga 
Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk mem-
bayar diyat. Jika tidak ada unta, maka sebagai gantinya 
membayar uang kira-kira senilai 1.000 dinar atau 10.000 
dirham. 5 
2) Hikmah disyari’atkan diyat bagi pembunuh maupun 
‘āqilah-nya (keluarga yang menanggung denda 
pembunuh), maka akan kembali menyakiti jiwa dan 
mengingatkan akan kejadian yang pernah menimpa 
keluarga pembunuh, sehingga keluarganya harus dapat 
menjaga keharmonisan dengan baik. Termasuk hikmah 
dari diyat ini juga akan menyakitkan jiwa si pembunuh 
yang setiap saat dimarahi oleh anggota keluarganya, 
karena ia telah menyebabkan mereka (‘āqilah) harus 
membayar diyat akibat perbuatannya. 
3) Hikmah diwajibkan diyat bagi si pembunuh maupun 
keluarganya ialah kebiasaan orang-orang Arab yang 
menjalin hubungan kekerabatan sangat kuat, sehingga 
mereka menganggap bahwa pembunuhan terhadap salah 
satu anggota keluarganya merupakan sebuah cela. Maka 
mereka sangat mengecam orang yang telah memutuskan 
hubungan tersebut, sehingga Allah mewajibkan diyat bagi 
si pembunuh maupun keluarganya. 
                                                                
5 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 450.000,- . 
Jadi 1000 Dinar adalah 13,44 x Rp. 450.000,- x 1000 = Rp. 6.048.000.000,- 
Kemudian 1 Dirham = 1,12 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai ± Rp. 
450.000,- , maka 10.000 dirham adalah 1,12 x Rp. 450.000,- x 10.000 = Rp. 
5.040.000.000,- Lihat Sudarsono, 1992, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: Rineka 
Cipta, hlm. 46.  
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4) Hikmah dapat diangsur pembayaran diyat menjadi tiga 
tahap dan diselesaikan selama tiga tahun adalah untuk 
meringankan beban mereka dalam membayar diyat.  
5) Hikmah diperkirakan diyat senilai 1.000 dinar atau 10.000 
dirham ialah untuk mencegah pertentangan dalam menen-
tukan harga diyat, jika tidak ada unta, sehingga meng-
hilangkan perselisihan dan praduga antara keluarga korban 
dengan keluarga pembunuh. 
6) Hikmah ditentukan diyat menjadi empat bagian dari unta 
ialah untuk meringankan beban mereka pada saat 
membayar. Karena jika ditentukan hanya satu jenis unta, 
maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkannya. Jenis 
unta umur 1-2 tahun (bintu makhād}), unta umur 2-3 tahun 
(bintu labūn), unta umur 3-4 tahun (h}iqqah) dan unta umur 
4-5 tahun (jaŜa’ah) ialah jenis unta yang bagus dan banyak 
ditemukan di Arab.  
7) Hikmah membayar diyat dan kaffarat ialah karena pem-
bunuhan merupakan tindak pidana besar yang balasannya 
jauh lebih berat daripada hukuman biasa, maka hu-
kumannya membayar diyat dan kaffarat. 
8) Hikmah dalam membayar diyat bagi pembunuhan tidak 
sengaja lebih ringan ketimbang membayar diyat untuk 
pembunuhan sengaja, yaitu melibatkan pihak keluarga 
(‘āqilah), sehingga Allah meringankan hukumannya, itulah 
beberapa hikmah yang dapat diambil pelajaran.6  
                                                                
6
 Ibid., hlm. 205-206. 
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BAB IV 
JARI<<<<MAH AL-JARH AL-‘AMD 
1.   Pengertian al-Jarh{{ {{ al-‘Amd (Penganiayaan Sengaja) 
Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di 
mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan 
hukum.  
2.  Unsur-unsur penganiayaan sengaja, yaitu;  
1) Perbuatannya disengaja; dan  
2) Adanya niat melawan hukum. 1 
3.   Dasar dan Hukuman Penganiayaan Sengaja 
Dasar hukuman penganiayaan sengaja berdasarkan QS. al-
Māidah (5): 45 dan al-Naḥl (16): 126: 
$ pκš‰ r' ‾≈ tƒ t Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ’Îû ‘n= ÷F s)ø9 $# ( ”çtø: $# Ìhçtø: $ Î/ 
ß‰ ö6 yèø9 $#uρ Ï‰ ö7yèø9 $ Î/ 4s\ΡW{$#uρ 4s\ΡW{$ Î/ 4 ôyϑsù u’Å∀ã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Öóx« 
                                                                
1 Ibid, hlm. 168. 
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7í$ t6 Ïo?$ sù Å∃ρã÷èy ϑø9 $ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9 Î) 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ ×#‹ÏøƒrB ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ 
×πyϑôm u‘uρ 3 Çyϑsù 3“y‰ tGôã$# y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ …ã& s#sù ë>#x‹ tã ÒΟŠÏ9 r& ∩⊇∠∇∪ öΝ ä3s9 uρ ’Îû 
ÄÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ×ο4θuŠ ym ’Í<'ρ é' ‾≈ tƒ É=≈t6 ø9 F{$# öΝ à6 ‾= yès9 tβθà)−G s? ∩⊇∠∪   
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis}a>s} 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pema-
afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti 
dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) mem-
bayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 
(pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan 
kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih 
Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, 
hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. 
÷β Î)uρ óΟ çG ö6s%% tæ (#θç7Ï%$ yèsù È≅÷V ÏϑÎ/ $tΒ ΟçF ö6 Ï%θã ÏµÎ/ ( È⌡ s9 uρ ÷Λ än÷y9|¹ uθßγs9 ×öyz 
šÎÉ9≈ ¢Á= Ïj9 ∩⊇⊄∉∪   
Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan 
balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu, 
akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih 
baik bagi orang-orang yang sabar. 
Adapun hukuman penganiayaan sengaja, yaitu; 
1. Hukuman pokok adalah qis}ās} berdasarkan QS. al-Māidah 
(5): 45 di atas dan al-Nah}l (16): 126. 
2. Hukuman pengganti adalah diyat dan ta’zīr.  
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Jika hukuman qis}a>s} terhalang karena ada sebab atau gugur. 
Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan 
yang di qis}a>s}, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian 
(s}ulh) dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah 
diyat.2 Akan tetapi, jika hukuman qis}a>s} dan diyat, tidak dapat di-
laksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hu-
kuman ta’zīr adalah sebagai pengganti hukumannya.3  
                                                                
2 Ibid., hlm. 212. 
3 Ibid., hlm. 239. 
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BAB V 
JARI<<<<MAH AL-JARH{{{{ AL-KHAT{{{{A’ 
1.   Pengertian al-Jarh}} }} al-Khat}} }}a’ (Penganiayaan Tidak Sengaja)  
Pengertian penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di 
mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada 
maksud melawan hukum.  
2.   Unsur-unsur penganiayaan tidak sengaja, yaitu; 
1) Perbuatannya disengaja; tetapi 
2) Tidak ada niat melawan hukum.1 
3.   Hukuman Penganiayaan Tidak Sengaja 
Hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu; 
1) Hukuman pokok adalah diyat. 
Diyat dibagi 2 macam, yaitu diyat kāmilah (sempur-
na) dan diyat tidak sempurna (nāqis}ah). Diyat sempurna 
berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahan-
nya hilang sama sekali. Masing-masing diyat sempurna 
adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan diyat tidak 
                                                                
1 Ibid., hlm. 128. 
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sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang 
sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik 
anggota badan yang tunggal maupun yang berpasangan, 
maka diyatnya diperhitungkan sesuai dengan anggota 
sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang 
cacat/rusak, maka diyatnya membayar 50 (lima puluh) 
ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku diyat 
sempurna ada 4 (empat) macam;  
a. Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan 
kemaluan.  
b. Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, 
telinga, bibir, payudara, dan pinggul. 
c. Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak 
dan bulu mata.  
d. Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; 
jari tangan, jari kaki, dan gigi.  
2) Hukuman pengganti adalah ta’zīr.2 
Berdasarkan semua tindak pidana (jarīmah) yang 
dikategorikan jarīmah qis}a>s}-diyat menurut ulama’ salaf 
termasuk pemikiran ‘Audah di atas, menurut penulis masih 
menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut; 
a) Apakah jarīmah qis}a>s}-diyat itu murni menjadi hak 
manusia (hak adami). 
b) Apakah pembayaran diyat yang berupa 100 (seratus) 
ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas mak-
simalnya. 
c) Apakah pembayaran diyat itu dapat diganti dengan 
sesuatu yang senilai dengannya. 
                                                                
2 Ibid., hlm. 215, 239. 
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BAB VI 
HUKUMAN QIS{A<S{ <{ <{ < }} }} MENURUT  
ULAMA’ KHALAF 
1.   Sejarah Hukuman Qis}a>s}} > }} > }} > }  
Sebelum penulis menguraikan mengenai beberapa 
permasalahan tersebut, penulis akan menjelaskan bahwa sistem 
hukuman qis}a>s} dalam Islam memang berpedoman pada teks-teks 
yang ada dalam al-Qur’an yaitu; QS. al-Baqarah (2): 178-179 dan 
sebuah ayat dalam Kitab Taurat yang diberitakan lagi dalam QS. al-
Māidah (5): 45. Dengan demikian, bahwa hukuman qis}a>s itu berarti 
memperlakukan pelaku tindak pidana (اجلاىن) yang melakukan 
pembunuhan dan penganiayaan sengaja, dihukum dengan hukuman 
qis}a>s}, yaitu hukuman yang sesuai dengan tindakan kriminal pelaku; 
nyawa (membunuh) dibalas dengan nyawa (dibunuh), anggota badan 
dengan anggota badan yang sama.  
Menurut al-S{a>buni> bahwa QS. al-Māidah (5): 45 tersebut asbāb 
an-nuzūl-nya adalah pada masa Jahiliyah, jika ada seorang hamba 
dari perkampungan yang terpandang dan disegani itu dibunuh oleh 
warga dari perkampungan lain, maka pihak perkampungan yang 
terpandang dan disegani itu berikrar bahwa kami akan membunuh 
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orang merdeka mereka sebagai balasannya, dan jika yang dibunuh itu 
perempuan, maka mereka berkata bahwa kami akan membunuh laki-
laki mereka sebagai balasannya, dan jika yang dibunuh itu laki-laki, 
maka mereka berkata bahwa kami akan membunuh mereka semua 
sebagai balasannya.1 
Berdasarkan QS. al-Māidah (5): 45 di atas, menunjukkan bahwa 
Islam memberantas tindakan balas dendam yang sangat mengerikan, 
yang pernah dilakukan oleh orang-orang pada masa Jahiliyah, 
sehingga dalam ayat di atas dapat dikatakan sebagai batasan tingkat 
keadilan yang seadil-adilnya. 
Hal ini menurut ilmu us}ūl al-fiqh dapat ditetapkan dengan 
kaidah “الشرع من قبلنا” (syari’at sebelum kita), maka menurut jumhūr 
ulamā’  H{anāfiyyah, Mālikiyyah dan Syāfi’īyah memandangnya 
sebagai syari’at yang harus diikuti oleh umat Islam, selama tidak ada 
dalil yang membatalkannya. Dan sebagian ulamā’ ada yang 
mengatakan bahwa bukan sebagai syari’at bagi umat Islam. Sebab 
syari’at Islam kita adalah menasakh (membatalkan) syari’at yang 
telah ditetapkan kepada umat sebelum kita.2 
2.   Klarifikasi Jarīmah Qiṣāṣ-Diyat  
Di bawah ini penulis akan menguraikan beberapa permasalahan 
yang sangat krusial tersebut di atas. 
1) Klarifikasi jarīmah qis}a>s}-diyat (pembunuhan dan penganiayaan) 
antara murni menjadi hak manusia dan hak Allah. 
Perlu ada kejelasan mengenai masalah tersebut, karena 
‘Audah mengkategorikan bahwa tindak pidana pembunuhan 
                                                                
1 Al-Sabuni, Muhammad Ali, t.th., Rawail al-Bayan, hlm. 171-172. 
2 Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1986, Dasar-dasar Pembinaan Hukum 
Fiqh Islami, Bandung: al-Ma‘arif, hlm. 116. 
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dan penganiayaan yang diancam hukuman qiṣāṣ maupun diyat 
menjadi hak individu (hak manusia).3 
Menurut Syaltūt bahwa yang dimaksud hak individu 
(manusia) adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada 
orang tertentu.4 Kemudian menurut Khallāf bahwa yang 
dimaksud hak adami (manusia) adalah hak individu yang hu-
kumnya disyari’atkan untuk kepentingannya secara khusus, 
dalam hal ini manusia mempunyai pilihan untuk menggunakan 
haknya atau meninggalkannya.5 
Padahal pada kenyataannya, pembunuhan dan peng-
aniayaan tidak murni semata-mata menjadi hak individu 
(manusia). Memang yang berhak untuk melaksanakan hukuman 
qis}a>s} adalah orang yang menjadi korban atau keluarganya. 
Selain itu, hukuman qis}a>s} bisa dibatalkan, jika pihak pelaku 
tindak pidana mau membayar denda (diyat) yang sudah di-
sepakati oleh pihak korban dan pihak korban atau keluarganya 
juga mempunyai hak untuk memaafkan atau tidak menuntut 
sama sekali hukuman, baik hukuman qis}a>s}  maupun diyat. 
Dalam keadaan pelaku tidak dituntut sama sekali oleh 
pihak korban, maka pelaku masih dapat dijatuhi hukuman ta’zīr 
untuk kemalahatan umum. Justru maŜhab Māliki mewajibkan 
menjatuhkan hukuman ta’zīr untuk hukuman qis}a>s}  yang gugur 
                                                                
3 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid I, op cit., hlm. 63. 
4 Syaltūt, Maḥmūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, t.tp.: Dār al-Qalam, 
hlm. 296. 
5 Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, 1978, ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh, Liṭabā‘ah wa an-Nasyr 
wa at-Tauzī‘, hlm. 211. 
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atau terhalang baik terhadap pelaku pembunuhan dan peng-
aniayaan, sebagaimana yang dikutip oleh ‘Audah sendiri.6 
Menurut Khallāf bahwa hukuman qiṣāṣ tersebut masih 
memiliki perpaduan antara hak Allah dan hak manusia, tetapi 
hak manusia yang dimenangkan. Maksudnya bahwa di dalam 
hukuman qis}a>s itu menjadi hak korban (walinya) untuk menun-
tut hukuman atau menghapuskan hukumannya (hak manusia), 
tetapi juga terkandung hak Allah (masyarakat), sehingga 
penguasa (pemerintah) masih berhak untuk memberikan hu-
kuman ta’zīr, sebagai publik (masyarakat), meskipun pelaku 
kejahatan/tindak pidana telah dimaafkan oleh korban atau 
keluarganya.7 
Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan 
maupun penganiayaan tidak semata-mata murni menjadi hak 
individu, tetapi ada juga hak Allah. Karena, dengan tidak di-
tuntutnya pelaku kejahatan oleh korban atau keluarganya, 
masih tetap menyisakan hak masyarakat untuk menegakkan 
hak dakwaan dan tuntutan kepada si pelaku kejahatan, bahwa 
tindakannya itu dilarang dan berhak untuk dijatuhi hukuman se-
bagai pembalasannya yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah. 
Penulis sangat kagum terhadap pendapat para fuqahā’ ter-
utama maŜhab Māliki yang menyatakan bahwa batalnya 
hukuman qis}a>s itu tidak menghalangi dijatuhkannya hukuman 
ta’zīr kepada pelaku kejahatan. Dalam realitasnya adalah pen-
dapat tersebut menuntut syari’at Islam pada sistem pem-
                                                                
6 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid I, op cit., hlm. 541. 
7 Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, 1978, ‘Ilm al-Uṣūl al-Fiqh, op cit, hlm. 214-215. 
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berlakuan hukum modern yang membawa permusuhan menjadi 
dua pihak, yaitu pihak korban atau keluarganya yang 
diperbolehkan untuk kompromi (الصلح) dan pihak masyarakat 
sebagai representasi publik. Oleh karenanya, pihak masyarakat 
tidak dapat ditekan atau dipengaruhi oleh siapapun, baik 
individu maupun jamaah untuk merubah sikap dan mencabut 
pelaksanaan hukuman, kecuali seluruh masyarakatnya 
(pemerintahnya) sudah menjadi kriminal (رمونتمع اا), yang 
tidak peduli lagi terhadap kebenaran dan tidak memiliki 
perhatian terhadap keadilan lagi. 
2) Pembayaran diyat 100 (seratus) ekor unta itu menjadi batas 
minimal atau batas maksimalnya. 
Pembayaran denda (diyat) yang ditetapkan sebanyak 100 
(seratus) ekor unta tersebut, jika dilihat dari teori h}udu>d 
Syahrūr, maka menurut penulis dapat dikelompokkan dalam 
terori al-h}add al-adnā (hukuman yang disebutkan batas mi-
nimalnya). Maksudnya, pembayaran diyat adalah minimal 100 
(seratus) ekor unta atau yang senilai dengannya, karena telah 
ditentukan juga beberapa persyaratan unta yang dapat 
digunakan untuk membayarnya. 
Pembayaran diyat juga disesuaikan dengan status pihak 
korban, misalnya jika korbannya seorang pejabat, orang kaya, 
maka nilai pembayaran diyatnya juga berbeda. Artinya, 
mungkin jumlah untanya sama, tetapi berbeda kualitasnya, se-
hingga nilainya menjadi mahal. Hal ini pernah terjadi terhadap 
dua orang TKW Indonesia yang dituduh membunuh terhadap 
majikannya di Saudi Arabia, yaitu; 
a) Pada tanggal 26 Juni 2011 TKW yang bernama Darsem te-
lah dibayarkan oleh pemerintah Indonesia untuk 
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membayar diyat senilai 4,7 (empat koma tujuh) Milyard 
rupiah yang dikehendaki oleh pihak keluarga korban. 
Ketika itu, Darsem divonis bersalah oleh majelis hakim 
Arab Saudi yang dituduh telah membunuh saudara pria 
majikannya di Arab Saudi. Menurut penuturan Darsem 
bahwa pembunuhan itu terpaksa dilakukan sebagai upaya 
membela diri, karena pria tersebut akan memperkosanya 
yang terjadi pada bulan Desember 2008, oleh karenanya ia 
dijatuhi hukuman pancung/mati (qis}a>s}). Namun demikian, 
uang diyat yang telah dibayarkan itu hanya membebaskan 
Darsem dari hukuman pancung, tidak sekaligus bebas dari 
hukuman fisik, sehingga ia akan menjalani hukuman pen-
jara di Negara Arab Saudi, karena untuk tuntutan publik 
belum lepas begitu saja, meskipun ia telah dimaafkan oleh 
keluarga korban dengan mengganti membayar diyat.8  
b) Satinah TKI asal Dusun Mrunten Wetan RT. 2 RW. 3 
Desa Kalisidi Ungaran Barat Kabupaten Semarang, telah 
divonis bersalah membunuh majikannya yang bernama 
Nura al-Garib, sehingga dituntut oleh pihak keluarga 
korban untuk membayar diyat senilai 21 (dua puluh satu) 
milyard rupiah yang telah dibayarkan oleh pemerintah 
Indonesia yang dipimpin oleh Maftuh Basyuni (mantan 
Menteri Agama RI) kepada keluarga mantan majikan 
Satinah, Nura al-Garib. Meski sudah bebas dari hukuman 
keluarga, ibu satu anak ini masih diwajibkan menjalani 
hukuman penjara dari pemerintah Arab Saudi.9  
                                                                
8 Suara Merdeka, 26 Juni 2011. 
9 Suara Merdeka, 14 November 2014. 
Jari>mah Qis}a>s}> } > }> } > }> } > }-Diyat        |       151 
Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas bahwa 
pada jarīmah qis}a>s} -diyat, yaitu pembunuhan dan penganiayaan 
itu tidak semata-mata menjadi hak adami (manusia), tetapi juga 
menjadi hak Allah (masyarakat), artinya tidak serta merta 
begitu si korban dimaafkan hak qis}a>s}-nya oleh pihak korban 
atau keluarganya dan telah membayat diyat, si korban telah 
bebas dari semua tuntutan, ternyata di Arab Saudi tetap mene-
rapkan hukuman ta’zīr, sebagai hukuman publik sebagaimana 
pendapat MaŜhab Māliki. 
3) Hukuman diyat yang berupa 100 (seratus) ekor unta dapat 
diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.  
Pemikiran tentang denda sebagai ganti rugi (diyat) me-
mang memiliki sebab-sebab yang jelas pada permulaan lahirnya 
Islam, di mana orang-orang Islam waktu itu masih sedikit serta 
berada di bawah ancaman orang-orang kafir, dan memelihara 
kehidupan (حفظ احليات) bagi seseorang itu merupakan hal yang 
dibutuhkan untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. 
Oleh karena itu, maka denda (diyat) menjadi pengganti dari 
membunuh seseorang atau menjadikan seseorang pelaku 
kejahatan itu tidak layak untuk dibunuh, yang bisa mengurangi 
jumlah masyarakat, meskipun ia sebagai pembunuh. 
Pada waktu itu, tidak ada kekhawatiran jika pemberlakuan 
pembayaran diyat dapat menghargai membayar murah kehidup-
an manusia dan menimbulkan kesemena-menaan bagi orang 
kaya yang mampu membayar diyat, karena pada waktu itu 
(masa Nabi dan sahabat) agama Islam telah mapan dalam jiwa 
seluruh manusia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang 
adil, bertaqwa dan berakhlak mulia.10  
                                                                
10 Al-‘Asymāwī, 2012, Uṣūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 152-153. 
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Kenyataan tersebut di atas sesuai dengan sabda Rasulullah saw. 
yang artinya: “Sebaik-baik umatku adalah pada masaku (masa Nabi), 
lalu orang-orang setelah mereka (masa sahabat), lalu orang-orang 
setelah mereka (tabi’īn dan tabi’u at-tabi’īn)”.11  
Sabda Rasulullah saw. tersebut di atas juga dikuatkan dengan 
QS. al-Taubah (9): 100, al-Baqarah (2): 143 dan Ali ‘Imrān (3): 110; 
šχθà)Î6≈ ¡ 9 $#uρ tβθä9 ¨ρ F{$# zÏΒ t ÌÉf≈ yγßϑø9 $# Í‘$|ÁΡF{$#uρ t Ï%©! $#uρ 
Ν èδθãèt7̈?$# 9≈ |¡ôm Î*Î/ š†ÅÌ§‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘uρ çµ÷Ζ tã £‰ tãr&uρ öΝçλ m; 
;M≈ ¨Ζy_ “Ìôf s? $yγtF øtrB ã≈ yγ÷ΡF{$# t Ï$Î#≈ yz !$ pκÏù #Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθxø9 $# 
ãΛÏà yèø9 $# ∩⊇⊃⊃∪   
Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk 
Islam) dari golongan muhājirīn dan ans}ār dan orang-orang yang 
mengikuti mereka dengan baik, Allah riḍa kepada mereka dan 
merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi 
mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya 
selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan 
yang besar. (Depag RI, 1971: 297) 
7 Ï9≡x‹ x.uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ̈Β é& $ VÜ y™uρ (#θçΡθà6 tG Ïj9 u!#y‰ pκ à− ’n?tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 
tβθä3tƒ uρ ãΑθß™§9 $# öΝ ä3ø‹n= tæ #Y‰‹Îγx© 3 $ tΒ uρ $oΨ ù= yèy_ s' s#ö7É)ø9 $# ÉL ©9$# |MΖä. !$pκ ön= tæ 
āω Î) zΝ n= ÷èuΖ Ï9 tΒ ßìÎ6 ®K tƒ tΑθß™§9 $# £ϑÏΒ Ü= Î= s)Ζtƒ 4’n?tã Ïµø‹t7É)tã 4 β Î)uρ ôMtΡ% x. 
                                                                
11 Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī, 2000, Fath} al-Bārī Syarh} S{ah}īh} al-Bukhārī, Juz VII, 
op cit, hlm. 3, 6 dan 7. 
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¸οuÎ7s3s9 āω Î) ’n?tã t Ï%©!$# “y‰ yδ ª! $# 3 $ tΒ uρ tβ%x. ª! $# yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒ Î) 4 
āχ Î) ©!$# Ä¨$̈Ψ9 $ Î/ Ô∃ρ âts9 ÒΟŠ Ïm§‘ ∩⊇⊆⊂∪   
Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat 
Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi 
atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi 
saksi atas (perbuatan) kamu dan Kami tidak menetapkan kiblat 
yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar kami me-
ngetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa 
yang membelot, dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa 
amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk 
oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, 
sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada manusia. (Depag RI, 1971: 36) 
öΝ çGΖä. uöyz >π̈Β é& ôMy_ Ì÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ÷ ß∆ù' s? Å∃ρ ã÷èyϑø9 $ Î/ šχ öθyγ÷Ψ s?uρ Çtã 
Ìx6Ζ ßϑø9 $# tβθãΖ ÏΒ ÷σè?uρ «! $ Î/ 3 öθs9 uρ š∅ tΒ#u ã≅÷δr& É=≈tG Å6 ø9 $# tβ% s3s9 #Zöyz 
Ν ßγ©9 4 ãΝßγ÷Ζ ÏiΒ šχθãΨÏΒ ÷σßϑø9 $# ãΝèδçsYò2 r&uρ tβθà)Å¡≈ xø9 $#   
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang 
munkar, dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli Kitab ber-
iman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada 
yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik. (Depag RI, 1971: 94) 
Oleh karena itu, pada masa Rasulullah saw. telah menetapkan 
pembayaran diyat mughalaz}ah (denda berat) terutama terhadap 
tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu pelakunya 
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wajib membayar diyat 100 (seratus) ekor unta yang dibebabkan 
kepada pelaku pembunuhan sendiri dan wajib dibayar secara kontan. 
Sedangkan untuk pembayaran diyat mukhaffafah (diyat ringan) 
terutama terhadap tindak pidana pembunuhan tidak sengaja, yaitu 
pelakunya wajib membayar diyat 100 (seratus) ekor unta yang dibagi 
menjadi 5 kelompok (sebagaimana yang telah dijelaskan di atas), 
yang pembayarannya (diyat) dapat dibebankan kepada keluarganya 
 .dan waktu pembayarannya dapat diangsur selama 3 tahun ,(عاقلة)
Tentu pada waktu itu membayar diyat yang berupa 100 (seratus) 
ekor unta adalah sangat berat, sehingga ada kebijakan bahwa bagi 
pelaku pembunuhan tidak sengaja, hanya membayar diyat 
mukhaffafah (diyat ringan). 
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pemikiran tentang 
denda (diyat) memang memiliki sebab-sebab yang jelas pada 
permulaan lahirnya Islam. Akan tetapi, setelah masa sahabat, masa 
tabi’īn dan tabi’u al-tabi’īn apalagi zaman sekarang ini, di mana 
tingkat keimanan dan ketaqwaan telah menipis dan melemah, maka 
upaya untuk melakukan penjagaan dan penghargaan atas jiwa dan 
harta menyebabkan adanya kerusakan-kerusakan dan cela, karena 
orang yang memiliki harta bisa melakukan apa saja terhadap 
manusia lain, selama ia dapat membayarnya. Apalagi yang yang 
digunakan untuk membayar diyat tersebut berasal dari uang hasil 
korupsi, berjudi, atau menjual barang terlarang, misalnya ganja atau 
jenis narkoba. 
Oleh karena itu, batalnya untuk menetapkan hukuman qis}a>s} dan 
diyat tidak menghalangi penguasa (hakim) untuk menjatuhkan 
hukuman ta’zīr kepada pelaku kejahatan, sehingga pelaku kejahatan 
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tidak bebas begitu saja dari hukuman, meskipun ia sudah dimaafkan 
oleh pihak korban atau keluarganya.12 
Pandangan yang tepat ini sesuai dengan metode Islam dan 
syari’at al-Qur’an yang berpijak pada perkembangan yang berjalan 
sesuai dengan spirit zaman dan pembaruan yang berpegang pada 
hukum modern. Karena pada zaman modern seperti sekarang ini, 
lembaga peradilan menjadi representasi dari masyarakat, di mana 
lembaga tersebut menjadi penanggung jawab atas pemberlakuan 
hukum (undang-undang) bagi pelaku kejahatan di depan pengadilan, 
meskipun pihak korban atau keluarganya seharusnya memiliki hak 
juga untuk menentukan hukumannya, di samping menuntut denda 
(diyat) atau dikenal dengan ganti rugi sipil (التأويض املدىن) atas keja-
hatan tersebut. Tetapi, jika pihak korban atau keluarganya tidak 
menuntut apa-apa kepada pelaku kejahatan tersebut, maka menuntut 
dakwaan (hukuman) adalah menjadi hak yang dimiliki masyarakat 
dengan dasar bahwa keẓaliman dan kejahatan harus ditegakkan 
hukumannya. 
Dengan demikian, maka menurut penulis bahwa hukuman diyat 
dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya atau hukuman 
ta’zīr yang ditetapkan oleh penguasa (hakim). 
3.  Penerapan Hukuman Qiṣāṣ-Diyat tidak Mengenal Diskriminasi 
Kemudian mengenai istinbat}  hukum ulama’ salaf, sebagaimana 
yang pendapat ‘Audah yang digunakan dalam mengkonstruksi 
jarīmah qis}a>s} -diyat adalah berdasarkan nas}  terutama QS. al-Māidah 
(5): 45 dan QS. al-Baqarah (2): 178 adalah sudah tepat. Akan tetapi 
                                                                
12 Zahrah, al-Imām Muḥammad Abū, t.th., al-‘Uqūbah, op cit, hlm. 82. 
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yang menjadi permasalahan dan perhatian pada masa sekarang ini 
(modern) adalah mengenai penerapan hukumannya; 
1) Apakah masih diperlukan pembedaan (diskriminasi) hu-
kuman mengenai status sosial dan gender dalam pem-
bunuhan; antara orang merdeka dengan orang merdeka, 
budak dengan budak, dan perempuan dengan perempuan 
dalam menetapkan hukuman qis}a>s}-diyat. 
2) Apakah masih diperlukan diskriminasi agama dalam pene-
tapan hukuman qis}a>s}-diyat. 
3) Apakah masih diperlukan diskriminasi keluarga dalam 
penetapan hukuman qis}a>s}-diyat. 
4) Apakah masih diperlukan diskriminasi gender tentang 
persaksian dalam penetapan tindak pidana (jarīmah). 
5) Apakah masih diperlukan diskriminasi tentang hukuman 
pembunuhan sekelompok orang atas satu orang.  
Perlu diketahui bahwa adanya pembedaan (diskriminasi) me-
ngenai konstruksi qis}a>s}-diyat dan hukumannya oleh ‘Audah dan para 
fuqahā’ perintis adalah berdasarkan QS. al-Māidah (5): 45 dan QS. 
al-Baqarah (2): 178 sebagai berikut; 
$ oΨö; tF x.uρ öΝ Íκ ön= tã !$ pκÏù ¨β r& }§ø̈Ζ9 $# Ä§ø̈Ζ9 $ Î/ š ÷yèø9 $#uρ È÷ yèø9 $ Î/ y#ΡF{$#uρ 
É#ΡF{$ Î/ šχ èŒ W{$#uρ Èβ èŒ W{$ Î/ £Åb¡9 $#uρ ÇdÅb¡9 $ Î/ y ρ ãàfø9 $#uρ ÒÉ$ |ÁÏ% 4 
yϑsù šX£‰ |Ás? ÏµÎ/ uθßγsù ×οu‘$ ¤Ÿ2 …ã& ©! 4 tΒ uρ óΟ ©9 Νà6 øts† !$ yϑÎ/ tΑt“Ρr& 
ª! $# y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝèδ tβθßϑÎ=≈ ©à9 $# ∩⊆∈∪   
Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-
Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan 
mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi 
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dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qis}a>s}-nya, barangsiapa 
yang melepaskan (hak qis}a>s})nya, maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya, barangsiapa tidak 
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang zalim. 
$ pκš‰ r' ‾≈ tƒ t Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u |= ÏGä. ãΝ ä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |ÁÉ)ø9 $# ’Îû ‘n= ÷F s)ø9 $# ( ”çtø: $# Ìhçtø: $ Î/ 
ß‰ ö6 yèø9 $#uρ Ï‰ ö7yèø9 $ Î/ 4s\ΡW{$#uρ 4s\ΡW{$ Î/ 4 ôyϑsù u’Å∀ã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Öóx« 
7í$ t6 Ïo?$ sù Å∃ρã÷èy ϑø9 $ Î/ í!#yŠr&uρ Ïµø‹s9 Î) 9≈ |¡ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡sŒ ×#‹ÏøƒrB ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ 
×πyϑôm u‘uρ 3 Çyϑsù 3“y‰ tG ôã$# y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ …ã& s#sù ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ∩⊇∠∇∪   
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis}a>s} 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka 
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita 
dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pe-
maafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi 
maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan 
cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa 
yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang 
sangat pedih. 
Kedua teks ayat tersebut menjelaskan tentang perbedaan antara 
jarīmah h}udūd dan qis}a>s}-diyat, di mana pada qis}a>s}-diyat memberikan 
kebijaksanaan kepada korban atau keluarganya dalam menentukan 
tuntutan antara hukuman qis}a>s} atau diyat, atau bahkan korban atau 
keluarganya boleh tidak menuntut sama sekali mengenai hukuman-
nya atau memaafkan kepada pelakunya. Sedangkan pada jarīmah 
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h}udūd tidak ada pemaafan, baik oleh pihak korban maupun hakim 
sekalipun, karena jarīmah ḥudūd menjadi hak Allah (Masyarakat/ 
publik). 
Menurut An-Na’īm, kebijakan yang diberikan dalam kedua teks 
tersebut oleh fuqahā’ perintis termasuk ‘Audah adalah berdasarkan 
sudut pandang kebiasaan masyarakat Arab yang pernah berlaku pada 
masyarakat Muslim awal, yaitu mengenai siapa yang diberi wewe-
nang untuk menentukan kebijaksanaan qis}a>s} atau mengenai diyat 
adalah sangat dipengaruhi oleh praktek kebiasaan masyarakat Arab 
pada abad ke-7 M, baik mengenai status sosial, maupun budaya se-
tempat, maka sunnah dan praktek yang dijalankan Muslim awal ini 
yang memberikan masukan atau tolok ukur secara rinci terhadap 
prinsip-prinsp jināyāt.13  
Permasalahan yang harus dijawab adalah apakah konstruksi 
aturan tersebut harus diterima apa adanya ataukah harus 
dimodifikasi dengan mengacu kepada pertimbangan-pertimbangan 
kebijaksanaan hukum Islam modern. 
Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka menurut 
penulis yang sangat mendesak untuk direkonstruksi adalah sebagai 
berikut; 
1.  Orang merdeka membunuh budak, atau laki-laki membunuh 
perempuan harus tetap di- qis}a>s}} > }} > }} > } (tidak ada pembedaan/diskrimi-
nasi) mengenai status sosial dan gender dalam penetapan qis}a>s}} > }} > }} > }-
diyat. 
Mengenai ketentuan penetapan hukuman qis}a>s} atau diyat yang 
sejajar (tidak membeda-bedakan) antara orang merdeka dengan 
merdeka, budak dengan budak (status sosial), dan antara laki-laki 
                                                                
13 An-Na‘īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: op cit, hlm. 220. 
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dan perempuan (kesetaraan gender) adalah harus dimodifikasi atau 
disesuaikan dengan dunia Islam modern yang sejalan dengan tun-
tutan konstitusional dan hak asasi manusia. Jika aturan hukum 
pidana Islam masih ingin eksis dan sebagai bahan untuk 
dipertimbangkan di dalam pembuatan perundang-undangan suatu 
negara, maka masalah tersebut harus dihapuskan atau ditinggalkan 
dalam ketentuan hukum pidana Islam modern. Sebagaimana yang 
diikuti oleh ‘Audah bahwa penjatuhan hukuman qis}a>s}-diyat itu harus 
sesuai (مكافئا) antara status pembunuh dengan terbunuh. Misalnya, 
jika seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, maka tidak 
dibunuh (di-qis}a>s}) seorang laki-laki dan diyatnya adalah separuh 
diyat laki-laki.14 Demikian juga jika seorang merdeka membunuh 
seorang budak dan non muslim, maka tidak dibunuh seorang 
merdeka itu dan diyatnya adalah separuh dari diyat seorang merdeka. 
Pendapat tersebut berdasarkan H}adi>ṡ riwayat Abū Dāwud: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النىب صلى اهللا عليه وسلم 
  15دية املعاهد نصف دية احلر: قال
Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi 
Muhammad saw. bersabda: “Diyat mu’ahad (kafir Ŝimmi) 
adalah setengah dari diyat orang merdeka”. 
H{adīṡ riwayat al-Kahlānī:  
                                                                
14 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘  al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 97. 
15 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, Juz IV, t.tp.: al-Dār al-
Miṣriyyah al-Libāniyyah, 193. 
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 16الرجل
Nabi saw. bersabda di dalam h}adīṡ Mu’ād bahwa diyat seorang 
perempuan adalah setengah dari diyat laki-laki. 
H{adīṡ riwayat al-Kahlānī : 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر و عمر كان ال  
من السنة أن ال : و من حديث على رضى اهللا عنه ,يقتالن احلر بالعبد
  17بدهيقتل حر بع
Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Abū 
Bakar dan ‘Umar keduanya tidak memberikan hukum mati 
(qis}a>s}) yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap orang 
budak dan ḥadīṡ dari ‘Alī ra. yang berasal dari al-Sunnah bahwa 
tidak dibunuh seorang merdeka yang membunuh budaknya.  
Meskipun beberapa ḥadīṡ tersebut juga berdasarkan teks QS. 
al-Baqarah (2): 178 yang menjelaskan bahwa hukuman qis}a>s} itu 
diwajibkan kepada orang-orang yang mempunyai status sosial yang 
sama, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan 
budak, dan perempuan dengan perempuan, menurut Syaltūt QS. al-
Baqarah (2): 178 tersebut adalah ayat Madāniyyah yang menyem-
purnakan ayat Makiyyah (QS. al-Isrā’ (17): 33) yang menjelaskan 
hukuman pembunuhan secara umum, kemudian baru QS. al-Baqarah 
(2): 178 menjelaskan syarat-syarat dan menguraikannya secara rinci 
                                                                
16 Al-Kahlānī, Muḥammad bin Ismā‘ īl, t.th., Subul as-Salām, Juz III, Mesir: 
Dār al-Fikr, hlm. 250. 
17 Ibid., hlm. 232. 
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serta menyempurnakan hukum-hukumnya. Atau dapat dikatakan 
bahwa ayat Madaniyyah itu turun dengan membawa hukum khusus 
sesuai dengan tuntutan kehidupan baru dengan bertambah luasnya 
perkembangan negeri Islam bercampurnya orang-orang mukmin 
dengan non mukmin dalam keadaan damai atau perang.18 
Syaltūt mengatakan bahwa ayat Makkiyyah untuk mengobati 
pengaruh kejahatan pembunuhan di dalam jiwa wali korban sendiri, 
maka dihibur hatinya akibat penganiayaan berupa pembunuhan atas 
keluarganya. Oleh karena itu, wali tersebut merupakan orang yang 
harus dikasihani, mendapat bantuan dari Allah dan manusia, sehing-
ga ia diberi kekuasaan untuk menyembuhkan duka hatinya itu, tetapi 
dilarang dengan cara-cara yang berlebihan dalam menggunakan 
kekuasaan itu, dan harus ingat batas-batasnya. Sedapat mungkin 
memberikan maaf kepada pelakunya, sehingga bentuk kejahatan 
tersebut bukan al-qis}a>s} (pembalasan setimpal), tetapi al-qatl 
(pembunuhan). Sedangkan dalam ayat Madiyyah berbunyi: “Wahai 
orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis}a>s}...” di mana 
hukuman itu disebut qis}a>s}, yaitu kata-kata yang mengandung dengan 
jelas arti keadilan dan persamaan yang wajib dilaksanakannya. Di-
bukakannya pintu maaf adalah untuk menggerakkan hati manusia, 
maka disebutlah kata-kata saudara seagama. Demikian itu untuk 
mendorong supaya bertoleransi dan berlapang dada, mencabut rasa 
kebencian dari hati kedua belah pihak. Jika setelah itu ternyata 
mereka mengadakan pembalasan, maka mereka akan diberi siksaan 
yang pedih. Setelah itu kebijaksanaan Tuhan dalam mensyari’atkan 
qis}a>s} bukan semata-mata untuk keuntungan korban atau keluar-
                                                                
18 Syaltūt, Maḥmūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, op cit, hlm. 340. 
162       |       Hukum Pidana Islam 
ganya, tetapi membentengi masyarakat untuk memelihara suatu 
kehidupan yang nyata benar.19 
Adapun arti qis}a>s} yang diwajibkan oleh Allah atas kaum 
muslimin dalam hal pembunuhan, yaitu pembunuhan terhadap pem-
bunuh yang dilakukan tanpa berlebihan, seperti yang dinyatakan 
oleh ayat Makkiyah. Ini sesuai dengan apa yang juga diwajibkan 
oleh Allah dalam Kitab Taurat bahwa “jiwa dibalas dengan jiwa”, 
sebagaimana dijelaskan QS. al-Māidah (5): 45, yaitu suatu hak yang 
diakui dalam pembunuhan setiap jiwa yang dilakukan secara sengaja 
dan aniaya tanpa hak.20  
Syaltūt berpendapat bahwa QS. al-Baqarah (2): 178 telah 
menyebutkan secara khusus beberapa hal secara terperinci, yaitu; 
“merdeka dengan merdeka, budak dengan budak, wanita dengan 
wanita” adalah hanya sebagai penegasan atas pembatalan apa yang 
mereka lakukan pada zaman jahiliyah yang tidak mencukupkan 
sekedar membunuh kepada pembunuh saja. Pengkhususan ini 
bukanlah penjelasan bagi arti “qis}a>s} dalam pembunuhan”, karena hal 
itu sudah jelas tidak membutuhkan penjelasan, sebagaimana 
menyebut-kan sifat-sifat ini bukanlah menjadi dasar bagi wajibnya 
dilakukan qis}a>s} tersebut. 
Alasan pendapat Syaltūt bahwa املفهوم ىف النصوص (pengertian di 
dalam nas}) QS. al-Baqarah (2): 178 tidak menunjukkan bahwa tidak 
boleh dibunuh orang merdeka sebagai pembalasan atas pembunuhan 
budak, orang laki-laki sebagai pembalasan atas pembunuhan wanita, 
juga tidak menunjukkan kepada kebalikannya. Oleh karena itu, 
pengertian yang ada dalam nas} (املفهوم ىف النصوص) harus dipegangi, jika 
                                                                
19 Ibid., hlm. 342-343. 
20 Ibid., hlm. 377. 
Jari>mah Qis}a>s}> } > }> } > }> } > }-Diyat        |       163 
tidak nampak sesuatu maksud dari pengkhususan, kecuali ke-
khususan mengenai hukum saja.21  
Dengan demikian, menurut penulis pemberian hukuman qis}a>s} 
yang masih membedakan status sosial sebagaimana QS. al-Baqarah 
(2): 178, sangat penting untuk ditiadakan, karena sudah tidak relevan 
dengan kondisi sekarang. Hal tersebut juga kontradiksi dengan spirit 
QS. an-Nisā’ (4): 92, yang mewajibkan kepada pembunuh tidak 
sengaja untuk memerdekakan budak. Ini berarti secara tidak lang-
sung syari’at Islam menghilangkan atau menghapus perbudakan, 
sehingga diharapkan pada zaman modern tidak ada lagi perbudakan. 
Hal ini berdasarkan QS. an-Nisā’ (4): 92: 
$ tΒuρ šχ%x. ?ÏΒ ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅çF ø)tƒ $ Ζ ÏΒ÷σãΒ āω Î) $ \↔sÜ yz 4 tΒ uρ Ÿ≅tF s% $Ψ ÏΒ ÷σãΒ 
$ \↔sÜ yz ãƒ Ìós tGsù 7πt7s%u‘ 7πoΨ ÏΒ ÷σ•Β ×πtƒ ÏŠuρ îπyϑ‾= |¡•Β #’n<Î) ÿÏ& Î#÷δr& Hω Î) β r& 
(#θè%£‰ ¢Átƒ 4 β Î*sù šχ%x. ÏΒ BΘ öθs% 5iρß‰ tã öΝ ä3©9 uθèδuρ Ñ∅ ÏΒ ÷σãΒ ãƒ Ìós tGsù 
7πt6 s%u‘ 7πoΨ ÏΒ÷σ•Β ( β Î)uρ šχ% Ÿ2 ÏΒ ¤Θ öθs% öΝ à6oΨ ÷ t/ Ο ßγoΨ ÷t/ uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×πtƒ Ï‰ sù 
îπyϑ‾= |¡•Β #’n<Î) Ï& Î#÷δr& ãƒ ÌøtrBuρ 7πt6 s%u‘ 7πoΨÏΒ ÷σ•Β ( yϑsù öΝ ©9 ô‰Éf tƒ ãΠ$ u‹ÅÁsù 
Èø tôγx© È÷ yèÎ/$ tF tF ãΒ Zπt/ öθs? zÏiΒ «! $# 3 šχ%x.uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Î= tã $VϑŠ Å6 ym ∩⊄∪   
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang 
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan 
barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah 
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang ber-
iman serta membayar diyat yang diserahkan kepada 
                                                                
21 Ibid., hlm. 378. 
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keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga 
terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) 
yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka 
(hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan 
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba 
sahaya yang beriman, barangsiapa yang tidak memperolehnya, 
maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-
turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah, dan adalah 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Depag RI, 1971: 
135) 
Maksud dari pernyataan: “barangsiapa yang tidak memperoleh-
nya” dalam ayat tersebut adalah tidak mempunyai budak; tidak 
memperoleh budak yang beriman atau tidak mampu membelinya 
untuk dimerdekakan, maka menurut sebagian ahli tafsir, puasa dua 
bulan berturut-turut itu adalah sebagai ganti dari pembayaran diyat 
dan memerdekakan budak.22  
Oleh karena itu, siapapun yang melakukan pembunuhan harus 
dijatuhi hukuman yang sama (qis}a>s}), meskipun yang ia seorang 
pimpinan atau majikan dengan seorang bawahan atau pembantunya, 
atau sebaliknya. Demikian pula, dalam menjatuhkan hukuman qiṣāṣ 
tidak boleh membedakan jenis kelamin (diskriminasi gender), 
siapapun yang membunuh apakah laki-laki membunuh perempuan 
atau perempuan membunuh laki-laki, jika ia telah terbukti bersalah, 
maka harus dijatuhi hukuman qis}a>s}. Hal ini sebagaimana Allah swt. 
telah memberikan hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan 
perempuan, tanpa membeda-bedakan jenis kelaminnya. 
Hal ini berdasarkan QS. Ali ‘Imrān (3): 195, an-Nisā’ (4): 124 
dan al-H{ujurāt (49): 13; 
                                                                
22 Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsira al-Qur’an, Al-Qur’an dan 
Terjemahannya, Depag RI, 1971, hlm. 135. 
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4s\Ρé& ( Ν ä3àÒ÷èt/ .ÏiΒ <Ù÷èt/ ( t Ï%©! $ sù (#ρ ãy_$ yδ (#θã_ Ì÷zé&uρ ÏΒ öΝ ÏδÌ≈ tƒ ÏŠ 
(#ρ èŒρ é&uρ ’Îû ’Í?‹Î6 y™ (#θè= tG≈ s%uρ (#θè= ÏF è%uρ ¨β tÏex._{ öΝ åκ÷] tã öΝ ÍκÌE$ t↔Íh‹y™ öΝ ßγ̈Ψ n= Ï{÷Š _{uρ 
;M≈ ¨Ζy_ “ÌøgrB ÏΒ $ pκÉJ øtrB ã≈ yγ÷ΡF{$# $ \/#uθrO ôÏiΒ Ï‰ΨÏã «! $# 3 ª! $#uρ …çνy‰Ψ Ïã 
ßó¡ãm É>#uθ̈W9 $# ∩⊇∈∪  
Maka Tuhan mereka memperkenankan permo-honannya 
(dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan 
amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki 
atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari 
sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang 
diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku 
yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan 
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan 
mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di 
bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisi-Nya 
pahala yang baik. (Depag RI, 1971: 110) 
∅ tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ zÏΒ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4s\Ρé& uθèδuρ ÖÏΒ ÷σãΒ 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù tβθè= äzô‰tƒ sπ̈Ψ yf ø9 $# Ÿω uρ tβθßϑn= ôà ãƒ #ZÉ)tΡ ∩⊇⊄⊆∪   
Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka 
mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya 
walau sedikitpun. (Depag RI, 1971: 142) 
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Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara 
kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Mengenal. (Depag RI, 1971: 847) 
Dari 3 ayat tersebut di atas, dapat dipakai dengan jelas bahwa 
spirit al-Qur’an tidak membeda-bedakan umatnya dari jenis kelamin, 
suku bangsa, merdeka, dan budak sebagai status sosialnya. 
2.   Orang muslim membunuh orang non muslim harus tetap di- 
qis}} }}a>s}> }> }> } (tidak ada diskriminasi mengenai agama dalam penetapan 
qis}a>s}} > }} > }} > } `` ``-diyat). 
Pada umumnya, praktek hukum sebelum Islam datang 
berorientasi dan mencerminkan kepentingan elite dari komunitas 
masyarakat. Ketimpangan semacam itu sesuai dengan kenyataan 
bahwa struktur masyarakat Arab pra Islam itu, sebenarnya sangat 
didominasi oleh kaum aristokrat dan borjuis. Dalam struktur 
masyarakat pra Islam seperti itulah bentuk-bentuk ketentuan pidana 
yang diterapkan cenderung berfungsi sebagai alat bagi setiap para 
penguasa, untuk terus menjamin status quo dan untuk menindas 
setiap tindakan menyimpang yang normalnya disesuaikan dengan 
kepentingan-kepentingan mereka. Hal ini terlihat jelas dalam 
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penerapan hukuman qis}a>s}-diyat antara seorang muslim sebagai pe-
nguasa dengan seorang non muslim kaum minoritas sebagai 
musuhnya. 
Mengenai diskriminasi agama, mayoritas fuqahā’ perintis 
mengatakan bahwa seorang muslim yang membunuh non muslim 
tidak dijatuhi hukuman qis}a>s}, misalnya, asy-Syāfi’ī pada saat itu 
mensyaratkan adanya kesetaraan dua darah (تتكافأ الذميني) dalam status 
kemerdekaan dan status agama bagi penjatuhan hukuman qis}a>s}, 
sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: “Seorang muslim itu 
sederajat darahnya dengan seorang muslim dan seorang Ŝimmi, tidak 
dibunuh seorang mukmin membunuh seorang kafir” Jika seorang 
merdeka membunuh seorang budak, atau seorang muslim membunuh 
seorang non muslim, maka menurutnya tidak ada hukuman qis}a>s}.23 
Pendapat ini masih diikuti oleh mayoritas fuqahā’. 
Abū H{anīfah berbeda pendapat dengan mayoritas fuqahā’ 
bahwa ia tidak mensyaratkan تتكافأ الذميني dalam masalah penjatuhan 
hukuman qis}a>s}, maka siapapun yang terbukti membunuh harus dija-
tuhi hukuman qis}a>s}. Hal ini didasarkan kepada keumuman hukuman 
qis}a>s}, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah (2): 178. dan QS. al-
Māidah (5): 45.24 Akan tetapi, pendapat Abū H{anīfah tersebut tidak 
diterima oleh‘Audah.  
Oleh karena itu, penulis sepakat dengan pendapat Abū H{anīfah 
yang telah sesuai dengan tuntutan konstitusional Negara modern, 
yang tidak membedakan status kemerdekaan dan status agama 
terhadap si pelaku kejahatan pembunuhan. 
                                                                
23 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 99. 
24 Ibid. 
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Mengenai kebijakan hak (kewenangan) pemberian hukuman 
atau memaafkan hukuman qis}a>s} yang disebut dengan istilah “ وىل
 adalah para ahli waris ”وىل الدم“ ,menurut Imam Mālik bin Anas ,”الدم
dari pihak laki-laki, bukan dari pihak ahli waris perempuan, 
demikian juga pendapat imam asy-Syāfi’ī. Sedangkan Imam Abū 
H{anīfah berpendapat bahwa “وىل الدم” adalah ahli waris korban, baik 
dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. 25  
Dengan demikian, tampaknya hukum pidana Islam masih 
bersifat primordialistis, karena semua ketentuan hukuman yang 
diberikan masih sangat dipengaruhi oleh sistem dan budaya Arab 
yang berlaku pada Abad ke-7 M, yang masih bersifat patriarchat 
oriented, yaitu membedakan jenis kelamin, mengakui perbudakan 
dan membedakan agama. Semua ketentuan tersebut, tidak sesuai 
lagi dengan prinsip persamaan di depan hukum. 
Ketentuan hukuman qis}a>s}  dalam hukum pidana Islam oleh para 
fuqahā’ perintis sebagaimana yang diikuti oleh ‘Audah juga masih 
membeda-bedakan antara pembunuhan seorang muslim atas non 
muslim (kafir) tidak kafir Ŝimmi atau mu’ahad, maka pembunuh jika 
membunuh orang non muslim tidak dapat dijatuhi hukuman qis}a>s},26 
berdasarkan ḥadīṡ riwayat Abū Dāwud, at-TirmiŜī dan al-Kahlānī; 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النىب صلى اهللا عليه وسلم 
  27ال يقتل مؤمن بكافر: قال
                                                                
25 Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-
Bagdādī, 1970, Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah, op cit, hlm. 231. 
26 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘  al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 97-
100. 
27 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, op cit, hlm. 171, At-TirmiŜī, 
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Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dari Nabi 
saw. bersabda: “Seorang muslim tidak boleh dibunuh (di- 
qis}a>s}), karena membunuh seorang kafir”.  
Menurut hemat penulis, eksistensi Ḥadīṡ tersebut di atas sangat 
perlu untuk dipertimbangkan, karena berpijak atas rasa keadilan dan 
persamaan hak di muka hukum, seorang muslim yang membunuh 
dengan sengaja terhadap seorang non muslim, baik ia kafir maupun 
kafir Ŝimmi atau mu’ahad (ada perjanjian dengan Islam), harus 
dijatuhi hukuman qis}a>s}, jika keluarga terbunuh tidak memaafkan. 
Penulis sependapat dengan Abū H{anīfah yang dikutip al-Māwardī,28 
dan dikuatkan oleh Mah}mūd Syaltūt bahwa seorang muslim yang 
membunuh dengan sengaja terhadap seorang non muslim harus di-
kenakan hukuman qis}a>s}. Ini didasarkan kepada keumuman hukuman 
qis}a>s}, yang terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 178. dan al-Māidah 
(5): 45.29 
Dalam masalah tersebut, istinbat} hukum Syaltūt dalam ber-
ijtihād adalah beralasan bahwa QS. al-Baqarah (2): 178 dalam teks: 
 memberikan pemahaman adanya persamaan كتب عليكم القصاص ىف القتلى
dalam melakukan pembalasan. Lebih lanjut ia memperkuat argumen-
tasinya bahwa perintah kepada mereka (kaum mukmin) untuk 
menjalankan hukuman qis}a>s}  dalam pembunuhan, tidak ada kaitan-
nya dengan iman seseorang yang terbunuh atau kekafirannya.30  
                                                                                                                            
Abī ‘Ῑsā Muḥammad bin ‘Ῑsā bin Saurah, t.th., al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaḥīḥ, Juz IV, op cit, hlm. 
17. Dan Al-Kahlānī, Muḥammad bin Ismā‘īl, t.th., Subul as-Salām, op cit, hlm, 233. 
28 Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-
Bagdādī, 1970, Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah, op cit, hlm. 231. 
29 Syaltūt, Maḥmūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, op cit, hlm. 382. 
30 Ibid., hlm. 384. 
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Syaltūt menegaskan bahwa arti persaudaraan yang terkandung 
dalam QS. al-Baqarah (2) :178 tersebut: 
ôyϑsù u’Å∀ã …ã& s! ôÏΒ ÏµŠÅzr& Öóx« 7í$ t6 Ïo?$ sù Å∃ρ ã÷èyϑø9 $ Î/ í!#yŠ r&uρ Ïµø‹s9 Î) 
9≈ |¡ôm Î* Î/  
…maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari 
saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan 
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 
(pula)… 
Arti persaudaraan pada ayat tersebut tidak harus berarti saudara 
dalam satu agama (keimanan) saja, tetapi boleh dengan pengertian 
yang luas, yaitu saudara sesama manusia, bukankah manusia ini 
seluruhnya dari keturunan Adam.31 
Syaltūt lebih berpegang pada ayat-ayat yang menyuruh untuk 
berbuat adil. QS. al-Māidah (5): 8 menegaskan; 
$ pκš‰ r' ‾≈ tƒ šÏ%©! $# (#θãΨ tΒ#u (#θçΡθä. šÏΒ≡ §θs% ¬! u!#y‰ pκ à− ÅÝó¡É)ø9 $ Î/ ( Ÿω uρ 
öΝ à6 ¨ΖtΒ Ìôf tƒ ãβ$t↔ oΨx© BΘ öθs% #’n?tã āω r& (#θä9 Ï‰ ÷ès? 4 (#θä9 Ï‰ ôã$# uθèδ Ü> tø%r& 
3“uθø)−G= Ï9 ( (#θà)̈?$#uρ ©! $# 4 āχ Î) ©! $# 7Î6 yz $yϑÎ/ šχθè= yϑ÷ès? ∩∇∪  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, men-
jadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu 
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak 
                                                                
31 Ibid. 
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adil, berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa 
dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Depag RI, 1971: 159) 
Ayat tersebut di atas menurut Syaltūt, keadilan itu bersifat 
universal tidak dibatasi oleh sekat-sekat kemasyarakatn maupun 
sosial keagamaan atau atribut-atribut lainnya.32 Ini berbeda dengan 
An-Na’īm yang mengatakan bahwa semua aspek syari’ah historis 
yang berhubungan dengan non Islam adalah melanggar prinsip-
prinsip persamaan di depan hukum. Jika seorang muslim membunuh 
seorang non muslim, maka seorang muslim tersebut tidak dibunuh, 
karena dianggapnya bahwa non muslim tidak sama/sebanding (al-
musamah) dengan seorang muslim. Demikian juga dalam masalah 
pembayaran diyat kepada non muslim lebih rendah daripada pem-
berian diyat kepada seorang muslim.33 
Oleh karena itu, menurut penulis bahwa berbagai implikasi 
diskriminasi tersebut jelas mengandung konsekuensi psikologis dan 
sosial yang mencolok, sehingga ketentuan tersebut harus dipertim-
bangkan atau bahkan wajib dihilangkan. 
3.   Orang tua membunuh anaknya atau anak membunuh orang 
tuanya tetap (harus) di- qis}a>s}} > }} > }} > } (tidak ada diskriminasi keluarga 
dalam penetapan hukuman qis}a>s}} > }} > }} > }. 
Menurut jumhūr ‘Ulamā’ (Abū H{anīfah, asy-Syāfi’ī dan 
Ah}mad) sebagaimana diikuti ‘Audah bahwa ketentuan penetapan 
hukuman qis}a>s} yang tidak bisa dilaksanakan adalah jika orang tua 
                                                                
32 Ibid. hlm. 382. 
33 An-Na‘īm, Abdullah Ahmed, 1997,  Dekonstruksi Syari‘ah: op cit, hlm. 173. 
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membunuh anaknya, maka ayah yang membunuh anaknya tidak 
dikenakan hukuman qis}a>s}, tetapi hanya dengan hukuman ta’zīr.34 
Pendapat jumhūr ulamā’ tersebut berdasarkan ḥadīṡ riwayat at-
TirmiŜī dan al-Kahlānī: 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم : عن عمر بن اخلطاب قال
 35بالولد ال يقاد الوالد: يقول
Dari ‘Umar bin al-Khat}t}āb berkata; saya mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: “Tidak di-qis}a>s} orang tua yang membunuh 
anaknya”. 
ال يقتل الوالد : صلى اهللا عليه و سلم قال عن ابن عباس عن النيب
 36بالولد
Dari Ibnu ‘Abbās dari Nabi saw. bersabda: “Tidak dibunuh 
orang tua yang membunuh anaknya”. 
Dan H{adīṡ riwayat Ibnu Majah:  
أنت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم: عن عبد اهللا ابن عمرو قال
  37و مالك ألبيك
Dari ‘Abdillāh Ibnu ‘Amru berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
“Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu”. 
                                                                
34 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 93. 
35 At-TirmiŜī, Abī ‘Ῑsā Muḥammad bin ‘Ῑsā bin Saurah, t.th., al-Jāmi‘ aṣ-
Ṣaḥīḥ, op cit, hlm. 12.  
36 al-Kahlānī, Muḥammad bin Ismā‘īl, t.th., Subul as-Salām, op cit, hlm, 233. 
37 Ibnu Majah, t.th., Sunan Ibnu Majah, Juz II, Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-
‘ Ilmiyyah hlm. 769. 
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Berdasarkan H{adīṡ tersebut di atas menurut ‘Audah, jumhūr 
berpendapat bahwa hukuman qis}a>s} tidak dijatuhkan terhadap 
seorang bapak atau orang tua yang membunuh anaknya, karena 
membunuh anaknya mengandung unsur syubhāt (tidak ada sandaran 
hukum yang jelas) di dalamnya, sehingga harus dihindari.38  
Hemat penulis bahwa orang tua yang membunuh anaknya harus 
tetap di qis}a>s} (dibunuh). Penulis sependapat dengan pendapat Imam 
Mālik yang menyatakan bahwa jika ayah atau kakek membunuh 
anak atau cucunya dengan sengaja, maka ia tetap harus dikenakan 
hukuman qis}a>s} (bunuh) berdasarkan keumuman hukuman qis}a>s} di 
antara kaum muslim, karena sesungguhnya seharusnya ayahnya itu 
mendidik anaknya dan selalu untuk mencintainya.39  
Pernyataan tersebut di atas dikuatkan Syaltūt bahwa orang tua 
yang membunuh anaknya tetap dikenakan hukuman qis}a>s} secara 
mutlak.40 
Istinbat}  hukum yang digunakan Syaltūt adalah dalil mengenai 
keumuman ayat qis}a>s}  QS. al-Baqarah (2): 178 dan pelaksanaan ayat 
tersebut sesuai dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbuat 
adil kepada siapapun termasuk kepada kelurganya, di antaranya QS. 
al-Māidah (5): 8. 
Dengan ditetapkan hukuman qis}a>s}  terhadap seorang ayah yang 
membunuh anaknya akan memberikan rasa keadilan dan sesuai 
dengan tujuan hukuman itu sendiri, yaitu; 
                                                                
38 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 93. 
39 Ibnu Rusyd, al-Imām Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad 
bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭabī, 1988, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-
Muqtaṣid, Juz II, op cit, hlm. 401. 
40 Syaltūt, Maḥmūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, op cit, hlm. 380. 
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1) Menjaga keutamaan dan melindungi masyarakat dari 
kehinaan, dan untuk dapat mencapai kemaslahatan secara 
umum.41  
2) Di samping itu juga mempunyai nilai preventif dan 
edukatif bagi kelompok masyarakat.42  
Syaltūt menyatakan bahwa orang tua tidak diqis}a>s} karena 
membunuh anaknya, majikan (tuan, pejabat, atau atasannya) tidak di 
qis}a>s} karena membunuh hambanya (budak, batur atau pesuruhnya). 
Orang merdeka tidak di qis}a>s}  karena membunuh budaknya, seorang 
laki-laki tidak di qis}a>s} karena membunuh seorang perempuan dan 
orang Islam tidak di qis}a>s} karena membunuh orang non muslim, itu 
semua sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari’ah 
yang ada dalam syari’at Islam. Dengan demikian, berdasarkan materi 
hukum dan semangat perundang-undangan, hukuman qis}a>s} harus 
berlaku terhadap semua orang tanpa ada diskriminasi .43  
4.  Persaksian laki-laki dan perempuan adalah sama (tidak ada 
diskriminasi gender  tentang persaksian dalam penetapan 
perdata dan tindak pidana).  
Jika mengacu pada prinsip umum syari’ah yang didasarkan 
kepada beberapa ayat al-Qur’an, nilai kesaksian perempuan setengah 
dari kesaksian nilai laki-laki berdasarkan QS. al-Baqarah (2): 282 
menyatakan:  
                                                                
41 Zahrah, al-Imām Muḥammad Abū, t.th., al-‘Uqūbah, op cit, hlm. 33. 
42 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid I, op cit., hlm. 610-
611. 
43
 Syaltūt, Maḥmūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, op cit, hlm. 
322. 
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(#θã ßŠ 4   
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskan-nya, dan hendaklah seorang penulis di antara 
kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 
maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhu-
tang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendak-
lah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang 
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-
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laki (di antaramu), jika tak ada dua orang laki-laki, maka 
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang 
seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil… (Depag RI, 
1971: 70) 
Berdasarkan ayat tersebut, terutama teks yang artinya; “jika 
tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika se-
orang lupa, maka yang seorang mengingatkannya”, ternyata bebe-
rapa ayat al-Qur’an masih mengikuti budaya Arab yang masih 
memandang sebelah mata mengenai kemampuan seorang perem-
puan, hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat 
abad ke-7 Masehi, perempuan-perempuan pada umumnya belum 
berpendidikan sebagaimana laki-laki. 
Akan tetapi, menurut penulis bahwa beberapa ketentuan umum 
syari’ah yang masih diskriminatif tersebut harus dihilangkan, karena 
pada kenyataannya tidak semua kemampuan perempuan selalu lebih 
rendah dari laki-laki. 
Pendapat penulis menggarisbawahi pernyataan Syaltūt bahwa 
misi dari ayat tersebut, yaitu QS. al-Baqarah (2): 282 adalah 
berkaitan dengan soal kepercayaan mengenai transaksi utang 
piutang, bukan berkaitan dengan persoalan di depan pengadilan. 
Ayat tersebut juga memberikan cara dan jalan yang sebaik-baiknya 
untuk mendapatkan kepercayaan dari para pihak yang melakukan 
transaksi. Mengenai disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu seorang 
laki-laki dan dua orang perempuan, karena saat itu (secara 
sosiologis) perempuan tidak terbiasa terjun dalam perniagaan, 
sehingga daya ingatnya dikhawatirkan agak lemah dibandingkan 
dengan laki-laki yang saat itu menekuninya. Syaltūt menegaskan 
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bahwa al-Qur’an diwahyukan pada saat itu kaum perempuan tidak 
lazim aktif dalam berbagai transaksi finansial dan kurang akrab 
dengan masalah perniagaan di banding dengan kaum laki-laki. Oleh 
karenanya daya ingat kaum perempuan itu dalam urusan keuangan 
lemah, sebaliknya dalam urusan rumah tangga perempuan lebih 
unggul. Sudah menjadi watak manusia pada umumnya bahwa daya 
ingatnya itu kuat dalam persoalan yang sedang ditekuninya, 
berkonsentrasi dan terlibat di dalamnya. Syaltūt menegaskan lagi 
bahwa jika kaum perempuan itu berada dalam posisi dan tradisi ikut 
terlibat dalam urusan perdagangan, keuangan, transaksi utang 
piutang dan lembaga peradilan, maka tentu saja mereka berhak 
untuk disejajarkan dan mendapatkan kepercayaan dalam kesaksian 
sebagaimana kepercayaan yang diperoleh seorang laki-laki.44 
Mengenai saksi dalam penetapan perzinaan (pidana) ‘Audah 
mendasarkan kepada QS. al-Baqarah (2): 282 yang mensyaratkan 
bahwa saksi dalam perzinaan harus ada 4 (empat) orang laki-laki se-
mua, jika tidak ada, maka nilainya seorang laki-laki sama dengan 
dua orang perempuan. Ia beralasan bahwa kesaksian perempuan 
adalah syubhāt (samar-samar atau masih dalam keraguan), dan 
perkara syubhāt dilarang untuk menetapkan hukuman h}udūd, 
karenanya bersikap hati-hati (ikhiyat}) itu adalah wajib hukumnya di 
dalam masalah h}udūd. Pendapat ‘Audah berdasarkan kaidah; بالشبهات 
 artinya: bahwa hukuman (al-h}udūd) harus أن احلدود تدرأ
ditinggalkan/dihindari karena samar-samar.45 
Meminjam istilah dari Abd. Salam Arief, yang menyimpulkan 
bahwa para ulama’ perintis termasuk ‘Audah menjadikan ayat-ayat 
yang semestinya bersifat sosiologis telah dipatenkan menjadi ayat-
                                                                
44 Ibid., hlm. 248-250. 
45 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 338-339. 
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ayat teologis yang bersifat absolut. Menurut penulis, masalah 
persaksian ini harus sama antara laki-laki dan perempuan dalam 
ketentuan hukum pidana Islam modern.46 
Inilah yang menjadi keperihatinan dan perhatian An-Na’īm 
bahwa hukum syari’ah tentang pembuktian masih membeda-
bedakan saksi berdasarkan jenis kelamin dan agama. Sementara 
tidak ada batasan apapun bagi saksi laki-laki muslim yang dianggap 
selalu berlaku adil dalam kesaksiannnya menurut syari’ah.47 
5.  Pembunuhan massal terhadap seorang tetap (harus) diqiṣāṣ 
(tidak ada diskriminasi pembunuhan sekelompok orang atas 
seorang dalam penetapan hukuman qis}a>s}} > }} > }} > }. 
Pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau 
secara bersama-sama terhadap seorang diri, menurut pendapat 
jumhūr Ulamā’ (Mālik, asy-Syāfi’ī dan Ah}mad), pembalasannya 
adalah pembunuhan atas mereka itu semua sebagai pembalasan atas 
pembunuhan satu orang saja di antara mereka. Hal ini sebagaimana 
yang diikuti oleh ‘Audah bahwa القصاس من اجلماعة للواحد, artinya: 
hukuman qis}a>s} terhadap sekelompok orang adalah hanya satu orang 
saja. Alasan jumhūr adalah bahwa kesaksian mereka semua itu hanya 
diterima satu saja sebagai kesaksiannya.48  
Hemat penulis harus tetap dihukumi qis}a>s} bagi semua orang 
yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, berdasarkan ijmā’ sa-
habat.49 Jika hal tersebut tidak ditetapkan hukuman qis}a>s}, bisa 
                                                                
46 Arief, Abd. Salam, 2003, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta 
dan Realita (Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Maḥmūd Syaltūt), Yogyakarta: LESFI, 
hlm. 104. 
47 An-Na‘īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: op cit, hlm. 174. 
48 ‘Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī, Jilid II, op cit., hlm. 177. 
49 Syaltūt, Maḥmūd, 1966, al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī‘ah, op cit, hlm. 381. 
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terjadi preseden buruk bahwa pada kenyataanya banyak orang yang 
mengadakan pembunuhan terhadap seseorang yang dilakukan secara 
bersama-sama, dengan tujuan agar mereka tidak dapat dijatuhi 
hukuman qis}a>s} (bunuh) secara bersama-sama. 
Ini sejalan dengan pemikiran Syaltūt yang menjelaskan bahwa 
‘Umar ra. telah membunuh 7 (tujuh) orang laki-laki dari penduduk 
San’ā yang telah membunuh seorang laki-laki dan ‘Umar ra. berkata: 
“Sekiranya penduduk San’ā membunuhnya secara bersama-sama, 
maka akan saya bunuh mereka semua”.50 
Pada saat itu, tidak ada seorangpun yang membantah putusan 
tersebut, karena itu menurut Syaltūt dapat dikatakan bahwa putusan 
itu merupakan ijmā’. Hukuman itu bukanlah sekedar berdasarkan 
kepada arti ayat saja, tetapi juga karena maksud dari teks (nas}) itu 
sendiri, yaitu bahwa qis}a>s} bukanlah berarti pembalasan satu jiwa 
dibalas satu jiwa, tetapi qis}a>s} itu adalah membunuh pembunuh. Pem-
bunuh itu mungkin satu orang dan mungkin banyak orang, dan 
kewenangan menuntut juga diberikan oleh Allah kepada wali korban 
telah mengatur tentang pembunuhan pembunuh. Tidak disebutkan 
pembunuh itu seorang atau lebih.51  
Berdasarkan dari semua uraian tersebut di atas, penulis tidak 
mempunyai maksud apa-apa kecuali untuk membela dan 
mempertahankan eksistensi konstruksi hukum pidana Islam yang 
lebih aplikatif, elastis, tidak melangit atau ketentuannya membumi 
dan dapat diterima, sehingga memungkinkan sebagai bahan 
pertimbangan sumber-sumber hukum pidana modern. 
                                                                
50 Ibid. 
51 Ibid 
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Penulis sangat mendukung beberapa tokoh pemikiran modern, 
seperti, An-Na’īm (l. 1946), Syahrūr (l. 1938), al-‘Asymāwī (l. 
1932), dan Syaltūt (1893-1963), bahwa semua ijtihād (pemikiran) itu 
berkaitan erat dengan adanya mas}laḥah yang lebih besar. Menurut 
Syaltūt (1966: 491) bahwa agama Islam ini diturunkan untuk 
kepentingan (kemaslahatan) manusia, baik untuk kehidupan di dunia 
maupun di akherat, sebagaimana ia menyatakan; 
فما كان اإلسالم إال دينا يراد به تدبري مصاحل العباد و حتقيق العدالة 
       52وحفظ احلقوق
Islam itu semata-mata agama yang dikehendaki darinya peng-
aturan mengenai kemaslahatan manusia, merealisir keadilan 
dan untuk menjaga hak-hak (seseorang). 
Kemudian Syaltūt menegaskan bahwa: 
  53 الذى يتغري تبعا للمصلحة اإلجتهاد
Ijtihād itu berubah disesuaikan dengan kemaslahatan yang ada. 
Di sini terlihat jelas, bahwa Syaltūt meletakkan nilai-nilai 
kemanusiaan sebagai prinsip kehidupan yang harus dihargai dan 
pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip املصاحل اخلمسة yang 
dicetuskan oleh asy-Syāṭibī dengan istilah جمموع الضروريات   , salah satu 
dari prinsipnya adalah hifd al-nafs (54.(حفظ النفس Hal ini sesuai kaidah 
yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:  
                                                                
52 Ibid., hlm. 491. 
53 Ibid., hlm. 505. 
54 Asy-Syāṭibī, Abī Isḥāq, 2004, al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah, Beirūt-
Libanon: Dār al-Kutub al-‘ Ilmiyyah, hlm. 222. 
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تغري الفتوى و اختالفها حبسب تغري األزمنة و األمكنة و األحوال والنية 
 55والعوائد
Berubah dan berbedanya fatwa itu sesuai dengan perubahan 
zaman, tempat, kondisi sosial, niat (kemauan) dan adat istiadat 
yang berlaku. 
                                                                
55 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.t.th., I’lam al-Muwaqi’in, Beirūt-Libanon: Dār al-
Kutub al-‘ Ilmiyyah, hlm. 1. 
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JARĪMAH TA’ZĪR 
1.  Pengertian Jarīmah Ta’zīr 
Jarīmah ta’zīr  menurut ‘Audah adalah jarīmah yang diancam 
dengan hukuman ta’zīr. Dan di dalam ketentuan syari’ah, jika tidak 
batasan hukumannya, maka masuk kategori jarīmah ta’zīr, yaitu 
semua jarīmah yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.1 
Sedangkan menurut Abū Zahrah bahwa jarīmah ta’zīr adalah 
tindak pidana (jarīmah) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak 
dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam teks, tetapi 
kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah 
dan lembaga peradilan).2 
Menurut al-Māwardī bahwa jarīmah ta’zīr adalah hukuman 
pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum diten-
tukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman h}udu>d.3 
                                                                
1 Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid I, op cit, hlm. 
64. 
2 Zahrah, al-Imām Muḥammad Abū, t.th., al-Jarīmah, op cit, hlm. 75. 
3 Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Bas}rī al-
Bagdādī, 1970, Al-Ah}kām as-Sult}āniyyah, op cit, hlm. 236. 
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2.  Kewenangan Hukuman Jarīmah Ta’zīr 
Menurut penulis penguasa (pemerintah) berwenang untuk 
membuat undang-undang atau peraturan ketika kehidupan meng-
alami perubahan dan pembaruan, maka pemerintah harus memper-
baharui apa yang terkait dengan stempel dosa (bersalah) pada setiap 
perubahan dan pembaruan, artinya pada satu saat penguasa bisa 
memperberat hukuman dan pada saat yang lain bisa meringankan 
hukuman. Oleh karena itu, semua jarīmah ḥudūd dan qis}a>s}-diyat 
yang tidak terpenuhi persyaratannya, maka masuk ke dalam kategori 
jarīmah ta’zīr. 
Sebagai contohnya, jarīmah as-sirqah (pencurian) yang sudah 
ditentukan pengertiannya dan batasan hukumannya secara pasti, 
yaitu potong tangan, maka hukuman pencurian tidak bisa diterapkan 
begitu saja terhadap koruptor (al-mukhtalis}), karena istilahnya dan 
modus operandinya sudah berbeda, sebagaimana H{adīṡ riwayat Abū 
Dāwud.4 Oleh karena itu, menjatuhkan atau menvonis kejahatan 
korupsi ini menjadi kewenangan penguasa dalam menentukan kadar 
hukumannya, karena bentuk kejahatan korupsi belum ada dalam naṣ, 
sehingga korupsi masuk dalam kategori jarīmah ta’zīr. Dalam hal ini, 
penguasa bisa memperberat hukuman kepada koruptor dengan 
pidana mati melebihi dari tindak pidana pencurian yang hanya 
hukuman potong tangan, misalnya, penguasa Indonesia telah 
menetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 ayat (2) 
dinyatakan bahwa dapat dipidana mati kepada setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
                                                                
4 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, op cit, hlm. 136. 
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sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan 
Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dalam ketentuan 
tertentu. Yang dimaksud dengan ketentuan tertentu adalah 
pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak 
pidana tersebut dilakukaan pada waktu Negara dalam keadaan 
bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu 
terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak 
pidana korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi 
(moneter). 
Menurut Zahrah bahwa ketika menetapkan hukuman ta’zīr, 
penguasa memiliki kewenangan untuk memberikan ketentuan 
hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal maupun 
hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan 
untuk menentukan batasan hukuman antara hukuman maksimal dan 
minimal.5 
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa jarīmah ta’zīr juga 
termasuk semua jarīmah h}udūd yang tidak terpenuhi persyaratannya, 
karena masih ada syubhāt di dalamnya, misalnya si pelaku pencurian 
masih punya hak terhadap harta yang dicuri, atau melakukan 
persetubuhan dalam keadaan persetubuhan samar-samar ( وطء
 seperti nikah mut’ah yang masih diperbedatkan keharaman ,(الشبهات
ataupun kehalalannya), sehingga penguasa memutuskan untuk 
memberikan hukuman ta’zīr  kepada pelaku kejahatan tersebut, dan 
jarīmah qis}a>s}-diyat (pembunuhan adan penganiayaan) yang tidak 
dituntut hukumannya oleh pihak korban (keluarganya), karena 
mereka melepaskan hak qis}a>s}-diyat-nya sekaligus, maka penguasa 
                                                                
5 Zahrah, al-Imām Muḥammad Abū, t.th., al-Jarīmah, op cit, hlm. 75. 
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berpendapat bahwa demi kemaslahatan mewajibkan untuk 
menerapkan hukuman ta’zīr kepada pelaku kejahatan tersebut. 
Dengan demikian, menurut al-‘Asymāwī menyatakan bahwa 
setiap undang-undang hukuman (dalam pengertian ‘uqūbah) dan 
hukuman-hukuman (dalam pengertian al-jaza’) yang lain, termasuk 
dalam kategori penerapan ta’zīr yang wewenang pelaksanaannya 
berada di tangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi 
wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga 
legislatif maupun yudikatif. Semua itu hendaknya terikat dengan 
prinsip dasar awal syari’at, yakni tegaknya masyarakat yang adil, 
utama, dan bertakwa, yang penerapannya bertujuan untuk mengabdi 
kepada tujuan kemanusiaan yang mulia, dan merealisasikan apa yang 
diperintahkan oleh Allah Swt. yaitu bersikap adil di antara seluruh 
manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.6 
Kemudian, salah satu mekanisme untuk mengecek penyalah-
gunaan wewenang atau kekuasaan penguasa (pemerintah) dalam 
menentukan macam-macam tindak pidana yang masuk kategori 
ta’zīr, menurut An-Na’īm adalah prinsip kekuasaan hukum (the rule 
of law) yang hanya memberi kewenangan kepada pejabat untuk 
bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum penerapan umum yang 
sudah ditetapkan atau diundangkan sebelumnya. Ini berarti harus 
menganut prinsip-prinsip asas legalitas, yaitu tidak ada hukuman 
yang dapat dibebankan, kecuali sesuai dengan legislasi pidana yang 
sudah ada keberadaannya oleh hukum dan yang dapat dipahami 
secara mudah.7 
3.   Macam-macam Jarīmah Ta’zīr 
                                                                
6 Al-‘Asymāwī, 2012, Uṣūl asy-Syarī‘ah, op cit, hlm. 150-151. 
7 An-Na‘īm, Abdullah Ahmed, 1997, Dekonstruksi Syari‘ah: op cit, hlm. 226. 
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Menurut ‘Audah, ta’zīr dibagi menjadi tiga macam: 
1) Ta’zīr karena melakukan perbuatan maksiat ( تعزير على
 .(املعاصى
2) Ta’zīr untuk kepentingan umum (تعزير للمصلحة العامة). 
3) Ta’zīr karena pelanggaran (8.(تعزير على املخالفات 
Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak 
boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulamā’ 
telah sepakat bahwa ta’zīr adalah setiap perbuatan maksiat yang 
tidak dijatuhi hukuman (h}add) maupun kaffarat, baik maksiat yang 
menyinggung hak Allah maupun hak adami.  
Adapun ta’zīr yang menyinggung hak Allah adalah semua 
perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan 
umum. Sedangkan ta’zīr yang menyinggung hak adami adalah setiap 
perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, 
bukan orang banyak.9  
Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk kategori ta’zīr; 
1) Ta’zīr dari berasal dari jarīmah h}udūd atau qis}a>s}-diyat 
yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syubhāt, 
seperti pencurian yang tidak mencapai nis}ab, atau yang 
dilakkuan oleh kelurga sendiri. 
2) Ta’zīr yang berasal dari kaffarat, tetapi tidak hukuman 
h}add, seperti, bersetubuh di siang hari bulan Ramaḍan, dan 
bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk kaffaratnya yaitu 
memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut 
atau member makan 60 fakir miskin. 
                                                                
8 Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid I, op cit, hlm. 
106. 
9 Ibid., hlm. 107. 
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3) Ta’zīr yang yang tidak ada hukuman h}add maupun 
kaffarat, seperti berduaan dengan perempuan lain, tidak 
terpenuhi syarat-syarat pencurian, memakan bangkai.10  
 Sedangkan ta’zīr untuk memelihara kepentingan umum adalah 
semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan ter-
hadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. 
Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat 
ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena 
Ŝatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka 
perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka 
perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (علّة) dikenakannya 
hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau 
merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat 
unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut 
dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan 
tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsure 
merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut, bukan 
tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman. 
Penjatuhan hukuman ta’zīr untuk kepentingan umum ini di-
dasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang menahan seorang 
laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui bahwa 
ternyata ia tidak mencurinya, maka Rasulullah saw melepaskannya. 
Atas dasar tindakan Rasulullah saw. tersebut bahwa penahanan 
merupakan hukuman ta’zīr, sedangkan hukuman hanya dapat 
dikenakan terhadap suatu tindak pidana yang telah dapat dibuktikan. 
Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka 
artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya 
                                                                
10 Ibid., hlm. 108-110. 
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karena tuduhan semata-mata (tuhmah / التهمة). Hal ini mengandung 
arti bahwa Rasulullah saw. itu membolehkan penjatuhan hukuman 
terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia 
tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya; 
memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan ṣalat 
dan bersuci, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia 
yang dapat menimbulkan kerusakan padanya.11  
Adapun ta’zīr karena melakukan pelanggaran adalah melakukan 
perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang di-
wajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan 
yang diharamkan merupakan maksiat. Apakah meninggalkan yang 
mandub dan mengerjakan yang makruh juga termasuk maksiat yang 
dikenakan hukuman ta’zīr?. 
Menurut sebagian ahli us}ūl, mandub adalah sesuatu yang 
diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, sedangkan makruh 
adalah sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan. 
Adapun yang membedakan antara mandub dan wajib adalah 
bahwa orang yang meninggalkan mandub tidak mendapat celaan, 
sedangkan orang yang meninggalkan kewajiban mendapat celaan. 
Kemudian, yang membedakan antara makruh dan haram adalah 
bahwa orang yang mengerjakan yang makruh tidak mendapat celaan, 
sedangkan orang yang mengerjakan yang haram mendapat celaan. 
Berdasarkan pengertian tersebut bahwa orang yang meninggalkan 
yang mandub atau mengerjakan yang makruh tidak dianggap 
melakukan maksiat, karena celaan telah gugur dari keduanya, hanya 
saja mereka dianggap menyimpang atau melakukan pelanggaran 
 .(املخالفات)
                                                                
11 Ibid., hlm. 124-125. 
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Jika orang yang meninggalkan mandub dan mengerjakan 
makruh itu bukan suatu perbuatan maksiat, apakah keduanya dapat 
dikenakan hukuman? Dalam hal ini fuqahā’ berbeda pendapat. 
Menurut sebagian fuqahā’, seseorang yang meninggalkan mandub 
atau mengerjakan makruh tidak dapat dijatuhi hukuman ta’zīr. 
Alasannya, hukuman ta’zīr hanya dapat dijatuhkan, jika ada taklīf 
(perintah dan larangan), sedangkan dalam nadb dan karahah tidak 
ada taklīf. Sedangkan menurut sebagian fuqahā’ yang lain, seseorang 
yang meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh dapat 
dijatuhi hukuman ta’zīr. Mereka beralasan dengan tindakan ‘Umar 
ra., yang menghukum dengan ta’zīr seseorang yang membaringkan 
kambingnya untuk disembelih, dan dia mengasah pisaunya dengan 
membiarkan kambingnya dalam posisi demikian. Perbuatan laki-laki 
itu merupakan perbuatan makruh, tetapi tetap dijatuhi hukuman 
sebagai pelajaran terhadap pelaku dan juga orang lain, agar tidak 
mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan perbuatan 
semacam itu.12  
4.   Dasar Hukum Jarīmah Ta’zīr 
Dasar hukum disyari’atkan ta’zīr dalam beberapa Ḥadīṡ di 
bawah ini; 
1) Ḥadīṡ riwayat al-Bukhārī dan Muslim:  
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : :عن أيب بردة رضي اهللا عنه قال
 13ال جيلد فوق عشر جلدات إال يف حد من حدود اهللا: يقول
                                                                
12 Ibid., hlm. 128-129. 
13 Al-Bukhārī al-Ja’ fy, Imām Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl Ibn 
Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardzabah, 1992, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz VIII, op cit, hlm. 
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Dari Abī Burdah ra. berkata: bahwasannya Nabi Saw. ber-
sabda: “Tidak boleh dijilid di atas 10 (sepuluh) jilidan, ke-
cuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah”. 
2) Ḥadīṡ riwayat Abu Dāwud:  
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
 14أقيلوا ذوى اهليئات عثرام إال احلدود: وسلم
Dari ‘Āisyah ra. berkata: bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
“Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak 
pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, 
kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan (h}udūd)”. 
5.   Macam-macam Hukuman Ta’zīr 
Menurut ‘Audah macam-macam hukuman ta’zīr,15 adalah se-
bagai berikut: 
1) Hukuman Mati ( قوبة القتلع )  
Para fuqahā’ secara beragama dalam menerapkan 
hukuman mati dalam terhadap jarīmah ta’zīr. Menurut 
Ḥanāfiyah membolehkan kepada ulil amri untuk 
menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang 
dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-
                                                                                                                            
348. Dan Lihat Muslim, al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-
Naisābūrī, 1983, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz III, op cit, hlm. 1333.  
14 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, Juz VII, op cit. hlm. 131. 
15 Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid I, op cit, hlm. 
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ulang berdasarkan Ḥadīṡ riwayat Abū Dāwud.16 Menurut 
Mālik, asy-Syāfi’ī dan Aḥmad, hukuman mati dapat 
diterapkan kepada pelaku liwāt}  (homoseksual) baik 
pelakunya muḥṣan dan gairu muh{s}an.17 Dengan alasan 
Ḥadīṡ riwayat Abu Dāwud:  
من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالعن ابن عباس 
 18وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به
Dari Ibnu ‘Abbās berkata, Rasūlullāh saw. bersabda: “Ba-
rangsiapa yang kamu temukan melakukan perbuatan kaum 
Nabi Lūṭ (homoseksual), maka bunuhlah pelaku dan 
objeknya”. 
2) Hukuman Cambuk (عقوبة اجللد) 
Hukuman cambuk juga berbeda pendapat dalam 
jumlahnya. Menurut Abū H{anīfah hukuman cambuk 
maksimal 39 (tiga puluh sembilan) kali, sedangkan menurut 
Abū Yūsuf boleh sampai 75 (tujuh puluh lima) kali. 
Kemudian menurut MaŜhab asy-Syāfi’ī boleh sampai 75 
kali, tetapi tidak boleh melebihi h}add qaŜaf, yaitu 80 kali.19 
 
                                                                
16 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, Juz VII, op cit. hlm. 140-
141. 
17 Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid I, loc cit, hlm. 
558. 
18 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, Juz VII, loc cit. hlm. 157. 
19 Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid I, op cit, hlm. 
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3) Penjara (احلبس) 
Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu 
hari dan menurut asy-Syāfi’īyyah tidak boleh melebihi batas 
satu tahun. Mereka menqiyaskan kepada hukuman peng-
asingan dalam h}add zina yang lamanya hanya satu tahun dan 
hukuman ta’zīr tidak boleh melebihi hukuman h}add.20 
4) Pengasingan (التغريب و اإلبعاد) 
Hukuman pengasingan termasuk hukuman h}add yang 
diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan 
(h}irābah) berdasarkan QS. al-Māidah (5): 33. Hukuman ini 
dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh 
kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (di-
asingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh 
tersebut. 
Menurut Abū H{anīfah, masa pengasingan bisa lebih 
dari satu tahun, sebab pengasingan merupakan hukuman 
ta’zīr, bukan hukuman h}add. Pendapat ini juga dikemukakan 
Mālik, tetapi ia tidak mengemukakan batas waktunya dan 
diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan 
menurut Syāfi’īyyah dan Ah}mad, masa pengasingan tidak 
boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa 
pengasingan dalam tindak pidana zina yang merupakan 
hukuman h}add.21  
                                                                
20 Ibid., hlm. 563. 
21 Ibid., hlm. 567. 
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Jika pengasingan dalam ta’zīr melebihi satu tahun. Ini 
berarti bertentangan dengan H{adīṡ riwayat Imam al-Baihaqī 
dari Nu’man bin Basyīr bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
 22من بلغ حدا يف غري حد فهو من املعتدين
Barangsiapa yang melaksanakan hukuman bukan hukuman 
dalam jarīmah h}udūd, maka ia termasuk orang yang melam-
paui batas. 
5) Salib (الصلب) 
Hukuman salib adalah hukuman bagi jarīmah al-
h}irābah yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib 
termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan 
pengumuman kesalahan terbuka secara bersama ( التاديب
 Menurut asy-Syāfi’īyyah dan Mālikiyyah .(والتشهريمعا
hukuman salib termasuk juga hukuman ta’zīr.23  
6)  Nasehat (عقوبة الوعظ) 
Hukuman Nasehat ini didasarkan kepada QS. an-Nisā’ 
(4): 34; 
ÉL≈ ©9 $#uρ tβθèù$ sƒrB ∅ èδy—θà±èΣ ∅ èδθÝà Ïèsù  
…wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 
nasehatilah mereka… (Depag RI, 1971: 123) 
                                                                
22 As-Sayūṭī, t.th.:, hlm. 168. 
23 Audah, ‘Abd al-Qādir, 2011, At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī, Jilid I, op cit, hlm. 
568. 
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Nusyūznya isteri dan tidak taatnya ia kepada suami 
merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan 
hukuman ḥadd dan tidak pula kiffarat, ia hanya dikenakan 
hukuman ta’zīr berupa nasehat dari sauminya.24  
7)  Peringatan Keras ( قوبة التهديدع )  
Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan di 
luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang keper-
cayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia 
telah melakukan kejahatan. 
8)  Pengucilan atau Pisahkan (عقوبة اهلجر)  
Menurut ‘Audah hukuman pengucilan adalah melarang 
pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya 
melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. 
Hukuman ini adalah hukuman bagi para wanita yang 
meninggalkan kewajiban (nusyūz) kepada suaminya.25 
Berdasarkan QS. an-Nisā’ (4): 34;  
ÉL≈ ©9 $#uρ tβθèù$ sƒrB ∅ èδy—θà±èΣ ∅ èδθÝà Ïèsù £èδρ ãàf ÷δ$#uρ ’Îû 
ÆìÅ_$ŸÒyϑø9 $# £èδθç/ ÎôÑ$#uρ (  
…wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka 
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 
mereka, (Depag RI, 1971: 123) 
                                                                
24 Ibid., hlm. 569. 
25 Ibid., hlm. 569. 
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Hukuman pengucilan ini juga terdapat dalam Sunnah 
Nabi. Rasulullah dan sahabatnya pernah melakukan pengu-
cilan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang Tabūk, 
yaitu Ka’ab bin Mālik, Mirārah bin Rabī’ah al-‘Āmirī, dan 
Hilāl bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama 50 hari, tidak 
ada yang mengajak bicara kepada mereka, sampai mereka 
taubat, maka turunlah QS. at-Taubah (9): 118); 
’n?tãuρ ÏπsW≈ n= ¨W9 $# šÏ%©! $# (#θàÏk= äz #̈L ym #sŒ Î) ôM s%$ |Ê ãΝÍκ ön= tã ÞÚö‘F{$# 
$ yϑÎ/ ôM t6 ãmu‘ ôM s%$ |Ê uρ óΟ ÎγøŠn= tæ óΟ ßγÝ¡àΡr& (#þθ‘Ζ sß uρ β r& āω r' yfù= tΒ zÏΒ 
«! $# Hω Î) Ïµø‹s9 Î) ¢Ο èO z>$s? óΟ ÎγøŠ n= tæ (#þθç/θçF u‹Ï9 4 ¨βÎ) ©! $# uθèδ Ü>#§θ−G9 $# 
ÞΟŠÏm §9 $# ∩⊇⊇∇∪  
Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan 
taubat) mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit 
bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun 
telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah 
mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, 
melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima 
taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya, sesung-
guhnya Allah-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha 
Penyayang. (Depag RI, 1971: 301) 
9) Hukuman-hukuman Ta’zīr yang lain, di antaranya; 
a) Pemecatan dari kepegawaian (العزل من الوظيفة), yaitu 
memberhentikan dari pekejaannya. 
b) Pencegahan (احلرمان), yaitu mencegah pelaku tindak 
pidana dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang 
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tetap menurut syarā’, seperti ia tidak dapat bagian dari 
harta rampasan perang (ganīmah), dan menggugurkan 
nafkah bagi wanita yang nusyūz. 
c) Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan (املصادر), 
yaitu penyitaan terhadap alat-alat tindak pidana dan 
penyitaan atas barang yang diharamkan atas 
kepemilikannya.  
d) Penghapusan atau penghilangan (اإلزالة), yaitu meng-
hilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan 
yang diharamkan, seperti merobahkan bangunan yang 
didirikan di jalan raya dan menghilangkan botol mi-
numan dan susu palsu.26  
6.   Hikmah Tindak Pidana Sanksi Disiplin (Jarīmah Ta’zīr) 
Adapun hikmah dalam tindak pidana sanksi disiplin (jarīmah 
ta’zīr) adalah sebagai berikut; 
Ta’zīr (sanksi disiplin) ialah menjatuhkan ta’zīr terhadap dosa-
dosa atau kesalahan yang tidak terdapat dalam kategori jarīmah 
ḥudūd dan qiṣāṣ-diyat.  
Menurut al-Māwardī ada tiga hal yang membedakan antara 
ta’zīr (sanksi disipilin) dengan ḥudūd (hukuman syar’ī);  
a) Menjatuhkan ta’zīr kepada orang yang berwibawa di 
antara orang-orang yang baik-baik adalah lebih mudah 
daripada menjatuhkan ta’zīr kepada orang-orang kotor dan 
bodoh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: 
“Maafkanlah kesalahan orang-orang yang berakhlak baik, 
kecuali dalam perkara ḥudūd”.27  
                                                                
26 Ibid., hlm. 569-571. 
27 Dāwud, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqan Abī Dāwud Sulaimān ibn 
al-Asy‘aṡ as-Sajastānī al-Azdī, 1988, Sunan Abī Dāwud, Juz IV, op cit, hlm. 131. 
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b) Pengampunan (amnesti) dan pembelaan tidak diperboleh-
kan dalam ḥudūd, dan keduanya (pengampunan dan 
pembelaan) diperbolehkan dalam ta’zīr. Jika ta’zīr terkait 
dengan hak Negara dan tidak terkait dengan hak manusia, 
maka pihak yang berwenang diperbolehkan mencari 
pilihan (opsi) hukuman yang paling bermanfaat, antara 
memberi pengampunan atau pembelaan. Negara 
diperbolehkan memberi pengampunan atau pembelaan 
kepada orang yang meminta pengampunan atas 
kesalahannya. Hal ini berdasarkan ḥadīṡ riwayat al-
TirmiŜī:  
إدرءوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم: عن عائشة قالت
فإن كان له خمرج فخلوا سبيله , احلدود عن املسلمني ما استعطعتم
 28فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن خيطئ يف العقوبة
Dari ‘Āisyah berkata, Rasūlullāh saw. bersabda: “Tinggal-
kanlah hukuman (h}add) hukuman) dari orang-orang Islam 
selagi kamu mampu, jika kamu mendapatkan jalan keluar 
bagi orang Islam, maka gunakanlah jalan itu, sebab imam 
(penguasa) itu sekiranya salah (sampai) dalam memberikan 
maaf adalah lebih baik daripada salah dalam memberikan 
hukuman”. 
 Jika ta’zīr terkait dengan hak-hak manusia, misalnya 
ta’zīr penghinaan dan pemukulan, maka ta’zīr tersebut 
menjadi hak orang yang dihina dan orang yang dipukul. 
Hak penguasa hanyalah menasihati dan pengampunannya 
tidak boleh menggugurkan hak orang yang dihina dan 
                                                                
28 Al-TirmiŜī, Abī ‘Ῑsā Muḥammad bin ‘Ῑsā bin Saurah, t.th., al-Jāmi‘ aṣ-
Ṣaḥīḥ, Juz IV, op cit, hlm. 25. 
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dipukul. Justru penguasa harus menyempurnakan hak-hak 
pihak orang yang dihina dan dipukul dengan memberikan 
ta’zīr kepada orang yang menghina dan memukul. 
Jika ternyata dari pihak yang dihina dan dipukul itu 
memaafkannya, maka setelah pengampunan keduanya, 
pihak penguasa mempunyai kebebasan untuk mencari 
pilihan (opsi) yang paling bermanfaat, antara memberikan 
ta’zīr untuk dapat memperbaiki orang tersebut, atau meng-
ampuninya. Akan tetapi, jika pemberian maaf oleh korban 
kepada penghina dan pemukul sebelum perkaranya 
diajukan kepada penguasa, maka pemberian ta’zīr menjadi 
gugur dengan sendirinya. 
c) Meskipun pemberian h}udūd (hukuman syar’ī) dapat 
menimbulkan kerusakan pada pihak yang dihukum, namun 
kerusakan itu tidak ada perhitungan di dalamnya. Berbeda 
dengan pemberian ta’zīr jika menimbulkan kerusakan pada 
pihak yang terkena hukuman ta’zīr, maka itu ada per-
hitungan di dalamnya. Artinya, jika pihak penguasa ter-
nyata dalam memberikan ta’zīr dapat menimbulkan 
kerusakan pada pelakunya, maka penguasa tersebut wajib 
memberikan uang diyat (ganti rugi) yang berasal dari 
keluarga pihak penguasa sendiri kepada korbannya, dan 
memberikan kaffarat (uang tebusan) yang berasal dari kas 
negara (bait al-māl). 29 
Adapun hikmah ḥadd dan ta’zīr yang pemberian hukumannya 
menjadi kewenangan penguasa menurut al-Jarjāwī adalah karena 
penguasa dalam melaksanakan hukuman tidak memiliki tendensi 
apapun, sehingga pelaksanaan hukuman dapat berjalan sesuai dengan 
                                                                
29 Al-Māwardī, Abī al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-
Bagdādī, 1970, Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah, op cit, hlm. 236-238. 
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tujuan yang diharapkan. Menurut Imam Ḥanafī sebagaimana dikutip 
oleh al-Māwardī bahwa wewenang dalam melaksanakan hukuman 
(h}add) dan ta’zīr hanya bisa dilaksanakan oleh seorang penguasa 
demi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, yaitu untuk melin-
dungi jiwa, harta, dan beradaan mereka, karena pengayoman kepada 
masyarakat hanya dapat dilakukan oleh pemerintah (penguasa). 
Seandainya pembalasan pembunuhan itu dilakukan oleh wali orang 
yang terbunuh misalnya, maka dapat menimbulkan bencana keru-
sakan yang cukup besar di masyarakat, karena tidak terdapat pelak-
sanaan yang jelas mengenai pembalasan itu. Justru pembalasan itu 
menyebabkan peperangan dan kericuhan, terutama jika si pelaku 
tindak kriminal tersebut orang yang memiliki kekuatan dan 
kekuasaan.30 
Oleh karena itu, Allah swt. memberikan kewenangan kepada 
penguasa untuk melaksanakan h}add dan ta’zīr, karena merekalah 
yang paling berhak secara mutlak untuk melakukan pembalasan ter-
hadap pelakunya atas dukungan masyarakat.[] 
                                                                
30 Al-Jarjāwī, Syaikh ‘Alī Ah}mad, 1997, H{ikmah at-Tasyrī‘ wa Falsafatuh, Juz 
I, op cit, hlm. 174-175. 
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